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ABSTRAK

Implementasi kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu dalam
pembangunan ekonomi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Usaha pembangunan ekonomi
dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal. Adanya upaya yang dilakukan
Pemerintah Desa Rahtawu dalam pembangunan ekonomi berdasarkan potensi
lokal menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dalam upaya pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis
penelitian lapangan dan menggunakan metode pendekatan studi kasus yg
digunakan untuk memahami suatu permasalahan dalam situasi, konteks dan waktu
tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui metode obersvasi atau studi
lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori
implementasi kebijakan, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
yang berorientasikan pada kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu dalam
memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Desa Rahtawu. Adapun
permasalahan yang dangkat dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan
rencana kerja Pemerintah Desa Rahtawu tahun 2021, upaya Pemerintah Desa
Rahtawu dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu sudah dijalankan dengan baik, melalui
kebijakan yang di implemetasikan yang disesuiakan dengan kebutuhan
masyarakat Desa Rahtawu. Dalam upaya pembangunan ekonomi dijalankan
dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki desa rahtawu di berbagai sektor
seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Selanjutnya
dalam pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan membuat program
peningkatan soft skill yang digunakan untuk menunjang pembangunan ekonomi
Desa Rahtawu.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembangunan Ekonomi, Ekonomi
Desa, Pemberdayaan Masyarakat.



ABSTRACT

The implementation of policies carried out by the Rahtawu Village
Government in economic development refers to the Kudus Regency Regional
Medium-Term Development Plan for 2018-2023. Economic development efforts
are carried out through the use of local resources. The efforts made by the
Rahtawu Village Government in economic development based on local potential
are the focus of studies in this thesis. This research was conducted to determine
the implementation of policies carried out by the Rahtawu Village Government in
an effort to develop the economy and empower the community.

In this study, it was written using qualitative research methods, with the type of
field research and using the case study approach method which is used to
understand a problem in a certain situation, context and time. Data collection is
carried out through obsession methods or field studies, interviews and
documentation. This study uses the theory of policy implementation, economic
development and community empowerment which is oriented towards the policies
of the Rahtawu Village Government in maximizing the potential and resources of
Rahtawu Village. The problem is related to this study is the implementation of the
Rahtawu Village Government's work plan policy in 2021, the efforts of the
Rahtawu Village Government in economic development and community
empowerment.

The results of this study show that the implementation of the policies carried
out by the Rahtawu Village Government has been carried out properly, through
implemented policies that are in accordance with the needs of the people of
Rahtawu Village. In an effort to develop the economy, it is carried out by
maximizing the potential of rahtawu village in various sectors such as agriculture,
plantations, animal husbandry, fisheries and tourism. Furthermore, in community
empowerment, it is carried out by making a soft skills improvement program that
is used to support the economic development of Rahtawu Village.

Keywords: Policy Implementation, Economic Development, Village
Economy, Community Empowerment.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sudah melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan
potensi pada lingkup desa, menjadi upaya untuk membangun perekonomian
yang lebih mandiri pada level desa, dengan memanfaatkan dan
memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga diharapkan dapat
meningkatkan perekomian masyarakat agar lebih mandiri. Dalam
mengembangkan potensi yang ada di desa membutuhkan sebuah landasan
yang kuat untuk mengatur usaha tersebut melalui sebuah strategi pembangunan
ekonomi, sehingga langkah yang diambil dalam mengembangkan
perekonomian masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pada
wilayah yang akan dikembangkan (Saeful, 2010: 133).

Perencanaan pembangunan desa telah diatur melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang tertulis pada bagian kesatu pasal
79, pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus
sesuai dengan kewenangannya dan mengacu kepada perencanaan
pembangunan di kabupaten atau kota (Husha, 2016:287). Langkah yang
dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan
pembangunan diawali dengan menyusun RPJMDesa (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa), yang ditetapkan sebagai peraturan desa dan menjadi
acuan pembangunan di desa dalam jangka waktu 6 tahun dan digunakan
sebagai pedoman untuk penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa). Setelah membuat kebijakan yang disusun pada RPJMDesa dan
ditetapkan sebagai peraturan desa (Perdes), langkah selanjutnya adalah strategi
dalam mengimplementasikan kebijakan.

Konsep pemberdayaan lebih menekankan agar setiap individu mempunyai
pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan sehingga dapat berpengaruh
terhadap kehidupannya serta kehidupan orang lain. Dalam memahami konsep

pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari siklus pemberdayaan, karena hakikat



dari konsep pemberdayaan sendiri berkaitan terhadap upaya masyarakat yang
lebih aktif untuk mengembangkan komunitasnya (Royyan, 2018: 34). Melalui
pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa diharapkan dapat menciptakan
Desa mandiri dan sejahtera. Program strategi pembangunan ekonomi dibuat
melalui kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Desa yang
terintegrasi antar sektor, dengan tetap memperhatikan efektifitas dari kebijakan
yang dijalankan oleh Pemerintah Desa sehingga mampu menjawab
permasalahan dengan cermat (Saeful, 2010: 133).

Desa Rahtawu merupakan salah satu desa yang berada di atap Pegunungan
Muria yang terletak disebelah barat daya yang berbatasan dengan kota ukir
yaitu Kabupaten Jepara. Permasalahan yang ada di Desa Rahtawu didasarkan
pada letak desa yang berada di wilayah pegunungan, sehingga berpengaruh
terhadap akses dan fasilitas publik yang ada di desa. Kembali jauh ke tahun
1960 kebawah, akses untuk memasuki Desa Rahtawu hanya berupa jalan
setapak yang berada dilereng tebing dan belum terjamah oleh pembangunan
dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Seiring berjalannya waktu memasuki tahun
1970-1980 dilakukan pelebaran jalan menuju dan disepanjang wilayah Desa
Rahtawu, setelah adanya akses jalan diikuti dengan masuknya listrik di Desa
Rahtawu. Meskipun demikian masyarakat dalam mengenyam bangku sekolah
masih sebatas pada tingkat sekolah dasar, hal tersebut dipengaruhi oleh jarak
sehingga ketika masyarakat Desa Rahtawu akan melanjutkan ketahap sekolah
menengah pertama dan sekolah menengah atas harus menempuh jarak sejauh
15 KM. Begitu pula dengan perekonomian masyarakatnya yang hanya berkutat
pada pertanian dan perkebunan yang hanya sekedar digunakan untuk konsumsi
pribadi. Berjalan menuju tahun 2010 masyarakat Desa Rahtawu mulai sadar
terhadap potensi di wilayahnya, sehingga mereka mulai memanfaatkan dan
mengembangkan wisata disepanjang sungai Gelis. Pemerintah Desa Rahtawu
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus untuk membangun
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Gebog pada tahun 2015.
Selanjutnya pada tahun 2019 kerjasama dilakukan antara Pemerintah Desa



Rahtawu dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gebog untuk membuat kelas
unit pembelajaran jarak jauh yang berada di Desa Rahtawu.

Dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan di
Desa Rahtawu dalam rangka pembangunan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat. Pemerintah Desa Rahtawu pada masa periode jabatan Bapak
Rasmadi Didik Aryadi mulai membenahi diri dengan melakukan pembangunan
yang tidak hanya difokuskan pada sektor fisik saja tetapi juga dilakukan
pembangunan dari dalam seperti peningkatan soft skill masyarakat. Seperti
yang telah disampaikan oleh Bapak Rasmadi Didik Aryadi (Kepala Desa
Rahtawu) bahwa trategi yang digunakan Pemerintah Desa Rahtawu dalam
mengimplementasikan kebijakan pada sektor pembangunan ekonomi dilakukan
melalui alokasi anggaran sebanyak 28,3% untuk pembangunan ekonomi dari
total keseluruhan anggaran desa pada setiap tahun, anggaran tersebut
difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui beberapa pelatihan usaha.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan ekonomi
melalui pemberdayaan sudah banyak dilakukan. Tatiek Maryati (2013) dalam
artikel yang ditulis mengenai strategi implementasi kebijakan publik dalam
mendorong percepatan pengembangan penggunaan internet. Strategi yang
digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat
pemerintah mengenai percepatan pengembangan penggunaan internet, langkah
ini diambil karena angka melek teknologi di Indonesia masih rendah, sehingga
diperlukan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan, salah
satu cara yang efektif seperti sosialiasi yang intens dan konsep yang menarik
sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Pendekatan dalam membangun
desa dijalankan melalui kebijakan pembangunan, penelitian Saeful Bachrein
(2010) yang berkaitan dengan pendekatan desa membangun di jawa barat
strategi dan kebijakan pembangunan pedesaan. Dalam rangka mempercepat
pembangunan perdesaan diperlukan adanya strategi yang digunakan untuk
merancang pembangunan, melalui kebijakan yang dibuat diharapkan akan
menjadi landasan dalam pembangunan di desa. Melalui pemberdayaan

masyarakat dan aparat Desa diharapkan dapat menciptakan Desa mandiri dan



sejahtera. Program kebijakan yang dibuat akan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang terintegrasi lintas sektor, dengan tetap memperhatikan
efektifitas dari kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa sehingga
mampu menjawab permasalahan dengan cermat.

Almasdi Syahza dan Suarman (2013) dalam penelitiannya yang berkaitan
dengan strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan
pembangunan ekonomi pedesaan. Mengkaji mengenai strategi pembangunan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi
masalah kemiskinan dikarenakan pembangunan yang masih terpusat di kota,
konsep pembangunan yang diimplementasikan berdasarkan kepada potensi
lokal yang berbasis agribisnis, hal itu dilakukan karena sebagian besar
masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dalam melaksanakan
pembangunan pedesaaan memprioritaskan terhadap tiga aspek utama, yaitu
pertama upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, kedua meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia, dan yang ketika pembangunan insfrastruktur.
Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan masyarakat,
Aji Wahyudi (2016) mengkaji mengenai implementasi rencana strategis
pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan badan usaha
milik desa di kabupaten kota waringin barat. Badan usaha milik desa
(BUMDes) menjadi salah satu program unggulan yang digagas oleh
pemerintah pusat, dengan harapan dapat mengembangkan potensi lokal di desa.
Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai badan yang
menjadi  perantara antara pemerintah desa dan masyarakat dalam
mengembangkan potensi yang ada di desa. pembangunan di desa antara
pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan penulis dilihat dengan sudut pandang yang lebih
luas dan berbeda jika dibandingkan dengan penelitian lainnya, didasarkan pada
strategi pemerintah Desa Rahtawu dalam mengimplementasikan kebijakan
pembangunan ekonomi melalui Peraturan Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun
2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025. Desa



Rahtawu sebagai bagian dari desa di Indonesia melakukan usaha pembangunan
ekonomi agar dapat berkembang harus di ikhtiari dengan berbagai macam
strategi kebijakan. Belum adanya strategi kebijakan yang tegas untuk mengatur
pengelolaan sumber daya yang ada di Desa Rahtawu, manfaat dari kehadiran
pembangunan ekonomi hanya baru dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat
saja, sementara masyarakat yang lain hanya menjadi penonton. Hal ini di
latarbelakangi oleh kurangnya sumber daya manusia yang mempuni untuk
mengelola potensi yang ada, dikarenakan tingkat pendidikan yang masih
rendah dan pola hidup tradisional yang masih dijalankan oleh sebagian besar
masyarakat Desa Rahtawu. Implementasi kebijakan yang tidak dijalankan
dengan baik oleh Pemerintah Desa Rahtawu adalah kebijakan eksternal
mengenai pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, kurangnya
pengawasan olen Pemerintah Desa Rahtawu mengenai pembuangan limbah
disepanjang aliran sungan dan belum adanya kebijakan yang mengatur
pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS). Kebijakan yang diimplementasikan
oleh Pemerintah Desa Rahtawu berkaitan dengan sektor fisik dan sektor non
fisik, sehingga tidak menciptakan ketimpangan dari kebijakan yang telah
dibuat.

Implementasi kebijakan dalam pembangun ekonomi tidak hanya dijalankan
pada sektor fisik yang berupa fasilitas tetapi juga pelatihan soft skill yang
diajarkan kepada masyarakat sebagai langkah pemberdayaan dengan harapan
untuk membangun ekonomi mandiri dengan mengembangkan usaha mikro
kecil menengah (UMKM), hal tersebut dilatar belakangi oleh jarak Desa
Rahtawu dengan pusat perekonomian di kota cukup jauh, sehingga memilih
pola ekonomi yang mandiri merupakan pilihan yang tepat dan sangat
dibutuhkan. Alih-alih mendatangkan bahan kebutuhan pokok dari bawah,
dengan pola ekonomi mandiri yang kreatif diharapkan dapat menjual bahan
kebutuhan pokok ke bawah, sehingga dapat menambah pemasukan bagi
masyarakat. Usaha untuk membangun ekonomi masyarakat telah dirancang
oleh Bapak Rasmadi Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu) pada Tahun 2019

dan di implementasikan pada awal Tahun 2020. Berdasarkan implementasi



kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dalam mengembangkan desa, penulis tertarik untuk mengangkat tema

tersebut dan dikaji lebih mendalam pada skripsi yang akan penulis tulis.

. Rumusan Masalah

Langkah selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah, berdasarkan
latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implementasi kebijakan rencana kerja Pemerintah Desa
Rahtawu tahun 20217
2. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Rahtawu dalam pembangunan ekonomi

dan pemberdayaan masyarakat?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang akan mengkaji strategi kebijakan
pembangunan ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus tahun 2021, maka
tujuan penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan rencana kerja

Pemerintah Desa Rahtawu tahun 2021.

2. Bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Rahtawu dalam

pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun manfaat dari penulisan
skripsi ini adalah:
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan yang
berkaitan dengan politik desa dan implementasi kebijakan pada tingkat
desa.
b. Penelitian ini mampu menambah ilmu serta informasi bagi pemerintaha
desa berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan

masyarakat.



2. Manfaat Praktis
a. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi
berupa pengetahuan bagi aparatur Desa Rahtawu, yang dapat
dimanfaatkan dalam mengimplementasikan kebijakan agar lebih
maksimal.
b. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi aparatur desa dalam
upaya pembangunan ekonomi dengan menerapkan fungsi pemberdayaan

masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik
Diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengatur permasalahan yang ada
pada suatu wilayah, pembuat kebijakan merancang sebuah pola yang tepat
untuk mengatur ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi yang
dimiliki secara kolektif agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan dan di butuhkan oleh masyarakat. Faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan seperti yang telah diutarakan oleh
Mazmanian dan Sabatier (1983: 22) membagi menjadi tiga yakni
karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan.
a. Karakteristik Masalah
Langkah pertama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
publik adalah menentukan karakteristik masalah yang didasarkan pada
empat faktor yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah terkait, tingkat
kemajemukan dari kelompok yang dituju, proporsi kelompok yang dituju
berdasarkan total populasi dan perubahan yang diharapkan.
1) Kesulitan teknis dari masalah terkait
Dalam menilai kesulitan teknis dari suatu masalah dilakukan
dengan melihat bagaimana permasalahan sosial yang ada dengan
melihat secara teknis apakah masalah tersebut mudah dipecahkan atau
tidak.
2) Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju



Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju menjadi faktor
yang mempengaruhi program yang akan dibuat, apabila kelompok
yang dituju homogen maka akan lebih mudah dalam menerapkan
sebuah program dan jika kelompok yang dituju bersifat heterogen
maka akan lebih susah dalam menerapkan program.

3) Proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total populasi

Penentuan proporsi kelompok digunakan untuk menjalankan
program, apabila program dilaksanakan kepada seluruh populasi maka
akan lebih susah diimplementasikan dan sebaliknya jika populasi yang
digunakan dalam mengimplementasikan program lebih sedikit maka
akan jauh lebih mudah.

4) Perubahan yang diharapkan
Beberapa program yang sudah diimplementasikan diharapkan dapat
memberikan dampak yang bersifat pengetahuan atau kognitif dengan
tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar lebih baik.
. Karakteristik Kebijakan

Setelah mengelompokkan masalah sesuai dengan karakternya
selanjutnya adalah menentukan karakteristik kebijakan, dalam
menentukan karakter dari sebuah kebijakan didasarkan atas permasalahan
yang telah diperoleh, kemudian dicari cara yang tepat untuk
menyelesaikan masalah tersebut melalui sebuah kebijakan. Karakteristik
kebijakan didasarkan pada tujuh faktor yakni kejelasan isi kebijakan,
dukungan teoritis dari suatu kebijakan, besarnya alokasi dana dari sebuah
kebijakan, keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana, kejelasan dan
konsistensi aturan pada badan pelaksana, komitmen aparat terhadap
tujuan kebijakan dan seberapa luas akses kelompok luar untuk
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
1) Kejelasan isi kebijakan

Ketika akan mengimplementasikan sebuah kebijakan maka harus
ada kejelasan isi dan sasaran dari kebijakan. Semakin jelasnya sebuah

kebijakan menandakan bahwa implementor kebijakan akan semakin



mudah dalam memahami dan mengimplementasikan dalam tindakan
nyata. Sebaliknya ketika tidak ada kejelasan isi dan sasaran dari
sebuah kebijakan maka akan berpotensi untuk melahirkan distorsi
dalam implementasi kebijakan.
2) Dukungan teoritis dari suatu kebijakan
Dalam membuat sebuah kebijakan diperlukan dukungan teoritis
yang digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan tersebut,
dukungan teoritis diperlukan karena berbagai usaha yang disampaikan
sudah teruji dan dijalankan, meskipun tidak jarang dilakukan
modifikasi untuk menyesuaikan lingkungan sosial yang menjadi
sasaran diimplementasikannya kebijakan.
3) Besarnya alokasi dana dari sebuah kebijakan
Usaha dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak hanya
didasarkan pada lingkungan dan sasaran kelompok yang dituju, tetapi
dipengaruhi juga dengan besarnya alokasi dana untuk mendukung
keberhasilan dalam menerapkan sebuah kebijakan. Setiap program
yang sudah disusun diperlukan staf untuk melakukan pekerjaan secara
administratif, pelaksana program dan monitor program, dimana semua
staff tersebut membutuhkan biaya untuk menjalankan tugasnya.
4) Keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana
Koordinasi secara horizontal dan vertikal antar institusi sangat
diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, langkah
ini sangat dibutuhkan karena pada tahapan ini sering kali dilupakan
sehingga kebijakan yang sudah dibuat gagal untuk dijalankan.
5) Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana
Badan pelaksana kebijakan harus membuat aturan yang jelas dan
konsistem dalam mengimplementasikan kebijakan, usaha ini sangat
dibutuhkan agar dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai
sasaran dan tidak ada ketimpangan dalam mengimplementasikan
kebijakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

6) Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan



Komitmen aparat dalam mengimplementasikan kebijakan sangat
dibutuhkan karena pada tahapan ini sering kali disalah gunakan oleh
badan pelaksana kebijakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

7) Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan.

Program yang sudah dibuat dalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan kemudian melihat seberapa luas akses kelompok luar untuk
berpartisipasi. Tahapan ini dijalankan untuk melihat apakah program
yang dibuat memberikan peluang kepada masyarakat atau mereka
hanya menjadi penonton dari program yang sudah dijalankan.

c. Lingkungan Kebijakan

Usaha terakhir yang digunakan untuk melihat faktor yang
mempengaruhi kebijakan yakni lingkungan kebijakan, pada tahapan ini
menjadi faktor terpenting karena mempengaruhi keberhasilan dari
kebijakan yang dijalankan. Dalam melihat lingkungan kebijakan dibagi
menjadi empat sektor yaitu kondisi sosial ekonomi dan kemajuan
teknologi masyarakat, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap
dari kelompok pemilih, tingkat komitmen dari aparat dan implementor
kebijakan.
1) Kondisi sosial, ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasi
kebijakan di masyarakat didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi dan
kemajuan teknologi. Pola masyarakat yang lebih terbuka dengan
kemanjuan teknologi, tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih
mudah dalam menerima program dari implementasi kebijakan jika
dibandingkan dengan masyarakat yang masih memegang pola hidup
tradisional dan cenderung tertutup dengan kemajuan teknologi.

2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan dukungan

publik, kebijakan yang memberikan insentif kepada publik sangat

mudah untuk mendapatkan dukungan publik seperti bantuan bibit
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tanaman dan pupuk, sementara kebijakan yang bersifat dis-insentif
seperti naiknya PPN dan BBM akan kurang mendapatkan dukungan
publik.
3) Sikap dari kelompok pemilih
Kelompok pemilih yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan dilakukan melalui beberapa cara yakni
kelompok pemilih dapat melakukan intervensi dari keputusan yang
sudah dibuat oleh badan pelaksana dengan berkomentar bertujuan agar
dapat merubah keputusan yang dibuat dan kelompok pemilih
mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara
tidak langsung kritik terhadap kinerja yang dilakukan oleh badan
pelaksana.
4) Tingkat komitmen dari aparat dan implementor kebijakan
Komitmen dari aparat dalam melaksanakan kebijakan sesuai
dengan tujuan yang sudah tertuang pada sebuah kebijakan sangat
dibutuhkan, menentukan prioritas dan tujuan dari kebijakan
disesuaikan dengan urgensi dari masalah yang ada di masyarakat yang
harus segera diselesaikan, kemudian direalisasikan sesuai dengan

prioritas kebijakan yang sudah dipilih.

2. Pembangunan Ekonomi

Pemahaman menegenai pembangunan menurut S.P. Siagian (2007:2),
mengartikan bahwa pembangunan merupakan serangkaian usaha yang
mempunyai tujuan untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan yang
sederhana dengan dilakukan secara sadar oleh suatu Negara maupun bangsa
serta pemerintah yang berorientasikan modernitas yang mempunyai tujuan
pembinaan bangsa. Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda,
sehingga diperlukan adanya pengembangan terhadap potensi yang
dimilikinya. Dalam upaya pembangunan ekonomi di perlukan adanya unsur
pendukung seperti wilayah, sumberdaya alam, dan lingkungan.

Pembangunan ekonomi dilakukan secara kritis bergantung dengan proses

untuk mengembangkan strategi, dengan melakukan perencanaan untuk
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merealisasikan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Mengatasi faktor
penurunan dengan mendorong pembangunan pada wilayah yang semakin
luas agar dapat bersaing, mempunyai kapasitas yang memadai, dan dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri dari berbagai macam permasalahan seperti
perubahan sosial dan iklim. Dengan tetap menyadari kapasitas yang
dimilkinya agar dapat berperan mempunyai pengaruh untuk melakukan
pembangunan ekonomi dan masyarakat. Prinsip kebebasan sangat
diperlukan dalam upaya pembangunan ekonomi karena selalu menjadi
kendala utama, Amartya Sen (1999: 66) memaknai kebebasan dalam
pembangunan dalam dua sudut pandang yaitu apakah pembangunan
membawa kebebasan dalam masyarakat dan apakah pembangunan yang
digagas akan membawa perubahan dimana sen menyebutnya sebagai
dengan kebebasan mental. Kemudian sen juga menganalogikan kebebasan
mental sebagai kebebasan instrumental dan membaginya menjadi lima yakni
kebebasan dalam berpolitik, kesempatan sosial, kesempatan ekonomi,
perlindungan keamanan dan jaminan keterbukaan.
a. Kebebasan Politik
Dalam menilai kebebasan dalam berpolitik berkaitan dengan peluang
masyarakat dalam menentukan pemimpin, selanjutnya adanya kebebasan
dalam menyampaikan kritik dan saran terhadap apa yang dilakukan oleh
para pemegang kekuasaan tanpa adanya tindakan represif.
b. Kesempatan Sosial
Setelah melihat kebebasan masyarakat Desa Rahtawu dalam berpolitik
maka selanjutnya dilihat kesempatan sosial, pada tahapan melihat
kesempatan sosial bertujuan untuk melihat distribusi dari pelayanan yang
diberikan seperti kehidupan yang layak, layanan pendidikan dan
pemeliharaan  kesehatan. Kesempatan sosial  bertujuan  untuk
mendapatkan kemudahan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik
seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan yang berkualitas, bebas
penyakit dan kehidupan yang layak.

c. Kesempatan Ekonomi
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Selanjutnya adalah kesempatan ekonomi dari setiap orang untuk
mengembangkan peluang sumber-sumber ekonomi yang dimaksimalkan
sebagai bahan produksi maupun untuk dikonsumsi. Dalam upaya
pembangunan ekonomi harus meningkatkan pendapatan dan kekayaan
dari suatu wilayah yang mencerminkan penguatan hak-hak ekonomi
masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan antara kekayaan dan
pendapatan nasional.

. Perlindungan Keamanan

Beberapa usaha yang dijalankan memerlukan perlindungan keamanan
bertujuan agar usaha dalam upaya pembangunan tidak ada intervensi dari
pihak lain yang mengakibatkan terganggunya upaya pembangunan.
Usaha dalam perlindungan keamanan mencakup ketentuan hukum,
bantuan tambahan dan bantuan dalam keadaan darurat.

. Jaminan Keterbukaan

Keterbukaan harus dijalankan pada seluruh aspek yang berkaitan
dengan pembangunan dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan dan
kejelasan, hal ini dibutuhkan agar tidak ada permasalahan yang
disembunyikan atau diselewengkan dalam pengimplementasian

pembangunan ekonomi.

. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, hal

tersebut dilatar belakangi oleh pemberdayaan itu sendiri dimana melahirkan

program-program yang sesuai untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan konsep

pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat

(2009: 104-106) mengelompokkan menjadi lima tahapan yaitu memotifasi

masyarakat, peningkatan kesadaran, manajemen diri, memobilisasi sumber

pendapatan dan pengembangan jaringan.

a. Memotivasi Masyarakat

Usaha yang dilakukan dalam memotivasi masyarakat bertujuan agar

meningkatkan kesadaran dan terlibat aktif dalam kelompok sosial yang
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ada di desa, langkah ini akan mempermudah pengorganisasian dalam
upaya pengembangan masyarakat melalui program-program yang
disediakan oleh pemerintah desa.
b. Peningkatan Kesadaran
Dalam usaha peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa melalui pelatihan potensi soft skill, dikembangkan
melalui partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan dasar
sesuai dengan potensi yang dibutuhkan.
c. Manajemen Diri
Upaya yang dilakukan dalam manajemen diri pada kelompok dengan
memilih pemimpin yang dapat menjalankan kelompoknya agar lebih
terorganisir, langkah ini menjadi awal dalam mengembangkan diri
melalui wewenang dalam menjalankan dan mengatur kelompoknya.
d. Memobilisasi Sumber Pendapatan
Usaha yang dilakukan dalam memobilisasi sumber pendapatan yang
diperoleh melalui sumbangan sukarela dan tabungan, digunakan sebagai
modal dan dialokasikan untuk menjalankan usaha agar sirkulasi uang
yang ada dalam kelompok terus berputar, sehingga dapat menjadi sumber
pemasukan baru.
e. Pengembangan Jaringan
Langakah terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah
pengembangan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan relasi dalam
menjalanakan usaha, hal ini dilakukan agar distribusi dalam menjalankan
usaha terus berjalan, dengan demikian dapat meningkatkan pemasukan
untuk kelompok dan dapat meningkatkan kreatifitas untuk membuat
usaha yang baru.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang strategi pembangunan ekonomi sudah banyak dilakukan oleh
para ahli, hasil pencarian sumber penelitian terdahulu mendapatkan beberapa

referensi yang berasal dari jurnal penelitian dan penelitian skripsi.
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1. Implementasi Kebijakan Publik

Hasil penelitian berupa artikel yang mengkaji mengenai strategi
implementasi kebijakan publik dilakukan oleh Tatiek Maryati (2013) yang
berjudul “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong
percepatan Pengembangan Penggunaan Internet” yang diterbitkan pada
Jurnal Buletin Pos dan Komunikasi. Penelitian ini difokuskan pada strategi
dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat pemerintah
mengenai percepatan pengembangan penggunaan internet, langkah ini
diambil karena angka melek teknologi di Indonesia masih rendah.

Penelitian ini dalam melihat implementasi kebijakan publik dilandaskan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan
telekomunikasi, dimana melalui kebijakan tersebut pemerintah membuat
berbagai program diantaranya program pusat layanan internet kecamatan
(PLIK) dan program desa berdering (sebagai langkah awal). Program yang
sudah dibuat memerlukan cara yang efektif dalam mengimplementasikan
kebijakan seperti sosialiasi yang intens dan konsep yang menarik sehingga
lebih mudah diterima masyarakat.

Tujuan dari implementasi kebijakan publik pada penelitian ini belum
menunjukkan keberhasilan terkait koordinasi secara vertikal antara pusat
(kementrian Kominfo) dan daerah (dinas Kominfo) dalam melaksanakan
kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi seperti
usaha memacu pengembangan masyarakat dalam menggunakan internet.
Program yang dijalankan di daerah hanya terpacu pada program yang sudah
dibuat oleh pemerintah pusat tanpa adanya variasi atau pengembangan,
seharusnya efektifitas program yang ada disesuaikan dengan keadaan dan
kebutuhan masyarakat.

Usaha yang dilakukan pemerintah desa melalui berbagai macam trategi
sehingga dapat menciptakan sebuah pola yang terstruktur untuk mengatasi
permasalahan yang ada dapat berjalan dengan baik. Seperti artikel Saeful
Bachrein yang diterbitkan pada Jurnal Analisis Pertanian (2010) yang

berjudul “Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat Strategi dan
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Kebijakan Pembangunan Pedesaan”. Peneliti melakukan pendekatan
terkait strategi dan kebijkaan pembangunan desa, melalui pengembangan
pemberdayaan masyarakat dan aparat desa untuk mewujudkan desa yang
sejahtera dan mandiri.

Permasalahan mendasar terkait strategi dan kebijakan dalam
pembangunan pedesaan di Jawa Barat seperti dalam pembentukan lembaga
desa yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat tetapi didasarkan
pada pemenuhan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat,
aparat desa dalam memahami tugas dan fungsinya sangat rendah karena
pada umumnya hanya didasarkan pada kebiasaan dan pengalaman aparat
desa sebelumnya, kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang
dijalankan oleh perangkat daerah bersifat top down yang dijalankan oleh
masing-masing departemen tanpa adanya tindak lanjut setelah program
dijalankan.

. Pembangunan Ekonomi

Artikel yang mengkaji mengenai pembangunan masyarakat Desa
Rahtawu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui strategi
pembangunan ekonomi melalui pengelolaan pariwisata, yang telah
dilakukan oleh Prasetyo Adi Suryo Wibowo dan Samsul Ma’rif (2014) yang
termuat dalam Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Penelitian ini mengkaji
mengenai “Alternatif Strategi Pengembangan Desa Rahtawu Sebagai
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kudus”, permasalahan yang dikaji
peneliti terkait dengan alternatif strategi yang digunakan untuk
mengembangkan daya tarik wisata yang ada di Desa Rahtawu.

Strategi pengembangan wisata di Desa Rahtawu didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa
wisata merupakan kegiatan atau perjalanan yang dilakukan secara sukarela
yang bersifat sementara untuk menikmati daya tarik wisata, yang didukung
dengan berbagai macam fasilitas dan kegiatan wisata yang telah disediakan
oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan

pengusaha.
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Persentase perkembangan pariwisata Desa Rahtawu menunjukkan
perkembangan sebesar 65.16% dimana pariwisata tersebut berkembang
sendiri dan 34.84% pariwisata Desa Rahtawu masih bergabung dengan
wisata Colo. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan wisata
seperti halnya atraksi wisata 34.04%, 17.02% merupakan persentase untuk
transportasi, akomodasi dan promosi dan faktor pengunjung dengan
persentase 14.89%. Strategi pengembangan yang harus di jadikan prioritas
utama adalah upaya untuk memperbaiki area wisata yang sudah ada dengan
membangun fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai
untuk menunjang pariwisata.

Penelitian mengenai pembangunan ekonomi pada lingkup desa dilakukan
oleh Almasdi Syahza dan Suarman pada tahun 2013 pada artikel yang
berjudul “Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya
Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan” dan diterbitkan melalui
Jurnal Ekonomi Pembangunan. Peneliti mengkaji strategi pembangunan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi
masalah kemiskinan dikarenakan pembangunan yang masih terpusat di kota,
konsep pembangunan yang di implementasikan berdasarkan kepada potensi
lokal yang berbasis agribisnis, hal itu dilakukan karena sebagian besar
masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dalam melaksanakan
pembangunan pedesaaan memprioritaskan terhadap tiga aspek utama, yaitu
pertama upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, kedua
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan yang ketika pembangunan
insfrastruktur (Almasdi, 2013: 126).

Kendala yang dialami dalam penelitian ini karena usaha pembangunan
ekonomi berada di daerah terpencil, sehingga usaha yang dilakukan
berdasarkan pada pengembangan potensi lokal seperti pertanian, lebih dari
80% masyarakat bermata pencaharian pada sektor agribisnis seperti tanaman
pangan, perkebunan, hortikultural, peternakan dan perikanan. Agribisni
dalam skala besar atau industri sudah dijalankan dengan baik karena

berpasarkan ekspor, sedangkan usaha agribisnis skala kecil yang dikelola
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masyarakat secara swadaya perkembangannya masih pasif sehingga
diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Berbagai upaya harus dilakukan Pemerintah Desa agar dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti halnya ekonomi menjadi
masalah klasik yang harus diselesaikan, oleh karena itu diperlukan adanya
jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini telah
dilakukan olen Muhammad Rakib (2017) dalam artikel Jurnal
Kepariwisataan, yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Daya Tarik Wisata”.
Strategi dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat Desa Balla
Tumuka berbasis pada kearifan lokal, menjadi pusat etnis Toraja yang dapat
dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis
kearifan lokal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal
diartikan sebagai nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat dalam
menjalankan kehidupan. Karakter dari kearifan lokal berkaitan dengan
warisan peradan yang ada di masyarakat yang dijalankan secara turun
temurun yang bekaitan dengan nilai dan norma yang melekat di masyarakat.
Ekonomi kreatif harus dikembangkan dengan sebaik mungkin, dikarenakan
pada setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang dipat dikembangkan dan
ditampilkan pada tempat wisata, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi
wisatawan.

Desa Balla Tumuka sangat potensial untuk dikembangkan menjadi desa
wisata, tetapi permasalahan muncul terkait pemukiman masyarakat dan
diperlukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti
peningkatan kualitas lingkungan masyarakat, penataan kawasan pemukiman
tradisional, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk
industri  kreatif, membentuk Tourism Information Center (TIC) dan
meningkatkan promoso wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Mamasa.
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Berbagai studi telah dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengatasi
permasalahan ekonomi, melalui pengembangan ekonomi lokal dengan
harapan agar mengatasi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan yang
masih ada di beberapa wilayah. Artikel yang ditulis oleh Imam Indarto dan
Ina Helena Agustina (2005) pada Jurnal Sosial dan Pembangunan, yang
berjudul “Studi Kemampuan Masyarakat dalam Pengembangan
Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus
Desa Tegalurung Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang)”.
Penelitian ini berfokus pada kemampuan masyarakat dengan upaya untuk
mengembangkan ekonomi lokal, melalui potensi yang dimiliki oleh desa
diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga
menjadi jawaban dari permasalahan kemiskinan.

Peneliti dalam menganalisis permasalahan di Desa Tagalurung
menggunan teori Perloff dan Winggo tentang pertumbuhan wilayah, dimana
dalam pertumbuhan ekonomi lokal didasarkan pada sumber daya alam yang
dimiliki, selanjutnya dilakukan proses produksi sumber daya alam sesuai
dengan permintaan pasar terhadap komoditas. Sirkulasi pemanfaatan sumber
daya alam menjadi salah satu cara dalam pengembangan ekonomi sehingga
menciptakan multiplier effect (efek pengadaan) dengan out put pendapatan.

Permasalahan di Desa Tegalurung didasarkan pada kualitas sumber daya
masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga berpengaruh
terhadap kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal
untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Diperlukan usaha untuk
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat seperti membuat kegiatan
yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill masyarakat diberbagai bidang
usaha seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam membangun ekonomi
masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menggali potensi lokal.
Penelitian yang dilakukan oleh fajar sidik dalam Jurnal Kebijakan dan
Administrasi Publik (2015) yang berjudul “Menggali Potensi Lokal

Mewujudkan Kemandirian Desa”. Dalam penelitian ini berfokus untuk
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menggali potensi yang dimiliki desa untuk mewujudkan desa yang mandiri,
hal tersebut didasarkan pada tempat penelitian yang dilaksanakan di Desa
Bleberan, Kecamatan playen, Kabupaten GunungKidul.

Dalam menggali potensi lokal untuk mewujudkan kemandirian desa
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
dimana kebijakan utama adalah alokasi anggaran berkisar Rp. 800 juta-Rp.
1,4 miliar perdesa, rincian besaran dana yang diperoleh berasal dari dana
gabungan APBD Kabupaten atau kota, APBD provinsi dan APBN.
Kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan perhatian pemerintah
pusat yang memproriritaskan peningkatan pembangunan daerah dalam
melayani masyarakat sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pada Desa Bleberan dana tersebut digunakan sebagai modal dalam
pembangunan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dengan
out put untuk meningkatkan skala usaha produktif masyarakat.

Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikenal dengan desa
yang pelosok, kekurangan air dan dengan angka kemiskinan yang cukup
tinggi. Namun, setelah dibentuknya BUMDes dengan memanfaatkan
potensi alam yang ada di desa sebagai objek wisata, perekonomian
masyarakat Desa Bleberan perlahan-lahan semakin membaik, bahkan
dianugrahi sebagai desa wisata terbaik di  Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dengan kesuksesan Desa Bleberan dalam membangun
perekonomian lokal penulis mengambil ide dan gagasan yang digunakan

dalam menganalisis kebutuhan pengembangan wisata di desa.

. Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai usaha dilakukan pemerintah desa untuk pemberdayaan
masyarakat melalui rencana strategis, seperti pengembangan badan usaha
milik desa (BUMDes) sebagai badan yang menjadi perantara antara
pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada
di desa. pembangunan di desa antara pemerintah desa dan masyarakat.
Artikel yang ditulis oleh Aji Wahyudi yang dimuat pada Jurnal limiah

Administrasi Publik (2016) dengan judul “Implementasi Rencana
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Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kota Waringin
Barat”.

Landasan yang digunakan peneliti dalam melihat implementasi rencana
strategis pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kota Waringin Barat
didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang merupakan
derivasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) merupakan organisasi independen yang tidak terikat
dengan struktur pemerintah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi
salah satu program unggulan yang digagas oleh pemerintah pusat, dengan
harapan dapat mengembangkan potensi lokal di desa.

Permasalahan Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rencana strategis
pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan melalui Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan kebijakan melampui indikator kinerja
yang sudah ditetapkan pada rencana strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat, hal tersebut
dipengaruhi karena program pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) belum disebut dengan spesifik dalam rencana strategis Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD).

Perubahan yang diharapkan dari masyarakat setelah mengikuti kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dapat mempengaruhi kebidupan
masyarakat secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
seperti artikel yang ditulis oleh Albertus Lalaun dan Agus Siahaya dalam
Jurnal Administrasi Publik pada (2015) yang berjudul “Dampak Program
Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru
Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. Peneliti melihat dampak dari program
yang dijalankan dalam pemberdayaan diorientasikan pada kesejahteraan

masyarakat.
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Dalam melihat dampak yang diharapkan dari masyarakat didasarkan
pada Pasal 3 UU No 11 Tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan
serta kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
melalui kelembagaan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan  masyarakat, meningkatkan  pengorganisasian  dalam
menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan memulihkan fungsi sosial untuk
meningkatkan kemandirian. Program pemberdayaan masyarakat yang
berjalan di Kecamatan Yaru meningkatkan keterampilan masyarakat secara
signifikan, kebeberhasilan yang dicapai dipengaruhi oleh usaha pemerintah
yang selalu menyampaikan tujuan dan target dari setiap program yang
berjalan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala pada
program yang berjalan seperti masyarakat masih pasif dan evaluasi yang
masih belum maksimal terhadap program yang sudah berjalan.

Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan adalah
manajemen diri, yang dilakukan dengan menggali potensi lokal yang
dimiliki desa, seperti artikel yang ditulis oleh Kiki Endah yang diterbitkan
pada Jurnal Moderat (2020) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat :
Menggali Potensi Lokal Desa”. Peneliti dalam menjalankan pemberdayaan
masyarakat dilakukan melalui usaha manajemen diri menggunakan
pemahaman Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menggali potensi
diri kemudian dijalankan melalui tiga tahapan yakni penyandaran,
pengkapasitasan dan pendayaan. Selanjutnya dalam mengidentifikasi
potensi lokal seperti mengidentifikasi potensi sumberdaya yang berpeluang
untuk dikembangkan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan
skala prioritas dan proses untu mencari cara dalam menfaatkan potensi agar
lebih maksimal.

Landasan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa
mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya seperti
memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui pemberdayaan

dengan menggali dan memaksimalkan potensi lokal yang ada di desa. Usaha
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tersebut dilakukan melalui sumber daya alam dan sumber daya manusia
yang menjadi faktor keberhasilan dalam pemberdayaan.

Dalam penulitian ini peneliti tidak hanya mengkaji strategi kebijakan
pembangunan ekonomi yang hanya terfokuskan pada satu sektor melainkan
dilakukan kajian dalam aspek yang lebih luas lagi yang berkaitan dengan
kehidupan masyarakat Desa Rahtawu. Strategi yang digunakan dalam
pembangunan ekonomi menjadi program Desa Rahtawu pada periode Bapak
H Rasmadi Didik Aryadi, dengan upaya untuk membangun ekonomi
masyarakat Desa Rahtawu. Strategi yang diambil untuk pembangunan
ekonomi didasarkan pada sosial budaya yang ada di masyarakat.
Pemanfaatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi lokal seperti
kebudayaan yang masih kental yang ditampilkan setiap acara pada hari-hari
besar, pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai lokasi
wisata dan pengembangan potensi masyarakat melalui pelatihan soft skill
yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan
demikian pada penelitian ini akan cukup berbeda dengan penelitian
sebelumnya, dikarenakan dalam penelitian yang sudah dilakukan hanya
berfokuskan pada satu atau dua sektor saya, namun pada penelitian ini
penulis melihat strategi pembangunan ekonomi yang dibuat pemerintah
Desa Rahtawu mencakup dari berbagai aspek yang ada di masyarakat dan

potensial sehingga dapat dikembangkan lebih baik lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana metode ini
bertujuan untuk memahami sosial budaya yang ada di masyarakat dengan
menganalisis perilaku, kebiasaan, budaya dan pola kehidupan masyarakat
yang di teliti (Prastowo, 2016: 23). Definisi penelitian kualitatif menurut
Creswell ~merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang terjadi (Raco, 2010: 7).
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Peneliti melakukan wawancara secara langsung agar lebih memahami
realitas yang terjadi di lapangan. Bertujuan untuk mencari untuk mencari
strategi dalam menentukan arti, maksud, tujuan dan makna dari sebuah
fenomena yang ada di lapangan (Yusuf, 2014: 329). Hasil penelitian ini
diharapkan mempunyai dampak terhadap subjek yang diteliti dalam strategi
kebijakan pembangunan ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus tahun
2021, sehingga pola yang dihasilkan dapat dijadikan acuan untuk
membenahi sistem yang sedang berjalan agar dapat berjalan dengan lebih
maksimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan tujuan untuk
memahami suatu permasalahan dalam situasi, konteks dan waktu tertentu.
Peneliti melihat implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah
Desa Rahtawu dalam upaya pembangunan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa. Dengan
menggunakan metode pendekatan studi kasus peneliti ingin melihat
efektivitas dari kebijakan rencana kerja Pemerintah Desa Rahtawu tahun
2021 yang sudah diimplementasikan, sehingga dapat menjelaskan
permasalahan pada objek penelitian agar lebih detail yang didasarkan pada

rumusan masalah (Raco, 2010: 49).

. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data
primer dan data sekunder. Pada data primer diperoleh dari sumber data
pertama, sedangkan pada data sekunder data diperoleh dari pihak kedua
yang menjadi data pendukung dari data primer. Data primer berasal dari dari
Pemerintah Desa sebagai objek utama pembuat kebijakan dalam strategi
pembangunan ekonomi Desa Rahtawu, tidak hanya itu data juga diperoleh
pihak terkai seperti Karang Taruna, Pokdarwis (Kelompok sadar wisata),
BUMDes dan masyarakat. Selanjutnya pada data sekunder peneliti
mengambil dari berbagai sumber pendukung yang diperoleh dari media

online maupun media cetak seperti buku, artikel dan jurnal penelitian,
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dimana sumber tersebut berkaitan dengan tema penelitian strategi kebijakan
pembangunan ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus tahun 2021.

. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Metode yang dipilih dalam penelitian untuk menentukan alat dan teknik
pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam menjalankan
penelitian kualitatif dibutuhkan adanya alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data, alat itu adalah wawancara, pengamatan dilapangan
secara langsung dan analisis dokumen (Sarosa, 2012 : 37). Sehingga peneliti
dapat memahami realitas dan fakta yang terjadi di lapangan, mempelajari
strategi kebijakan pembangunan ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus
tahun 2021. melalui beberapa tahapan, yaitu:
a. Wawancara
Wawancara diartikan bahwa adanya diskusi antara dua orang atau
lebih yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam wawancara ini dilakukan
dengan terstruktur dan bersifat formal , dimana peneliti menggunakan
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga peneliti mempunyai
standar yang sama antar narasumber. Wawancara pada jenis ini lebih
terstruktur, dimana peneliti menayakan secara langsung kepada informan
atau interviewer-adminitered questionnaires (Sarosa, 2012 : 37).
b. Observasi atau Studi Lapangan
Peneliti melakukan observasi lapangan dengan mendefinisikan
pengamatan pada manusia dan lingkungannya. Dalam menjalankan studi
lapangan, peneliti berusaha untuk menemukan lingkungan dari informan
yang sebenarnya. Peneliti dalam melakukan pengamatan harus turun ke
lapangan secara langsung dan tinggal bersama para partisipan untuk
merasakan situasi yag terjadi pada lingkungan yang di teliti (Sarosa, 2012
. 37). Peneliti dalam menjalankan observasi lapangan dilakukan dengan
melihat faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti
lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.

¢. Dokumentasi
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Dokumentasi berisi materi berbentuk tulisan yang dibuat secara
langsung oleh manusia, yang dimaksud dengan dokumen merupakan
semua catatan baik berupa maupun elektronik (soft copy) catatan kertas
(hard copy). Berasal dari surat kabar, majalah, buku dan lainnya.
Dokumen tersebut menjadi data pembantu peneliti dalam menganalisis
permasalahan yang ada (Gunawan, 2013 : 82). Penulis dalam
mendapatkan dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan data
langsung dari lapangan yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk
memperoleh gambaran pada sudut pandang objek yang diteliti. Dokumen
yang diperoleh penulis berupa anggaran dasar atau anggaran rumah
tanggga Desa Rahtawu, profil desa dan kebijakan yang sudah di
impementasikan dalam pembangunan ekonomi. Dokumen dapat

diperoleh melui foto kegiatan yang digunakan sebagai laporan kegiatan.

4. Teknik Analisis Data
Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, sehingga data
tersebut disusun dengan sistematis dan telah sesuai dengan periode yang
telah ditentukan. Ketika wawancara telah dilakukan, peneliti melakukan
analisis yang telah diperoleh. Miles dan Huberman (1992: 246)
mengemukakan bahwa dalam kegiatan analisis data kualitatif dilakukan
secara langsung dengan terus-menerus hingga selesai dan datanya bersifat
jenuh. Dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:
a. Reduksi data
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak sehingga harus
dicatat dengan lebih teliti dan terperinci, oleh karena itu perlu mereduksi
data dengan merangkum dan memilih pokok bahasan yang terpenting
sesuai dengan tema yang diambil. Peneliti menyaring informasi yang
diperoleh dari observasi di Desa Rahtawu, dilakukan penyesuaian dengan
kajian yang diambil agar data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai
dengan subjek yang diteliti mengenai strategi kebijakan pembangunan
ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus tahun 2021.

b. Penyajian data
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Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data.
Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk grafik,
table, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data yang lebih
terstruktur maka akan semakin mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti
menyajikan data yang diperoleh dari observasi lapangan yang berkaitan
dengan informasi Desa Rahtawu.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana harus dapat
menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan data
atau fakta yang diperoleh dari lapangan, sehingga kesimpulan yang
diambil bersifat kredible. Peneliti menarik kesimpulan mengenai strategi
implementasi kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu
dalam melakukan pembangunan ekonomi, usaha tersebut dilakukan
melalui pemberdayaan masyarakat dan manajemen sumber daya alam
Desa Rahtawu. Dengan demikian diperoleh penyajian data akhir beserta
kesimpulan yang baik mengenai strategi kebijakan pembangunan

ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus tahun 2021.

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunannya dibagi menjadi
enam bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian pendahuluan berisikan latar belakang penelitian,
kemudian dirumuskan menjadi sebuah rumusan masalah.
Selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan penelitian yang dilakukan,
serta menjelaskan manfaat penelitian, dan menjelaskan penelitian
terdahulu sebagai kajian kepustakaan.
BABII  KAJIAN TEORI
Bab ini berisikan teori yang memuat pembahasan yang berkaitan
dengan implementasi kebijakan, pembangunan ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat. Dijelaskan secara detail mengenai teori
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BAB Il1

BAB IV

yang digunakan penelitian sebagai landasan berpikir dalam
menganalisis  implementasi rencana pembangunan  jangka
menengah daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023.
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA RAHTAWU

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang profil Desa
Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang digunakan
sebagai  lokasi  penelitian.  Selanjutnya  penulis  juga
mendeskripsikan mengenai usaha pembangunan ekonomi yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dengan memanfaatkan
potensi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam serta
pembangunan lokasi wisata.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA RAHTAWU TAHUN 2021

Bab ini menguraikan secara detail dari hasil analisis data dan
fakta di lapangan, sesuai dengan implementasi kebijakan rencana

kerja Pemerintah Desa Rahtawu tahun 2021.

BABV UPAYA PEMERINTAH DESA RAHTAWU DALAM

BAB VI

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Setelah menjelaskan mengenai implementasi kebijakan rencana
kerja Pemerintah Desa Rahtawu tahun 2021, dalam bab ini akan
membabhas lebih spesifik mengenai strategi Pemerintah Desa dalam
pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyakat melalui
pemaksimalan potensi lokal, sehingga diharapkan usaha yang
dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyakat dengan
memaksimalkan pemanfaatan hutan, Lokasi pendakian dibeberapa
puncak, perkebunan, pertanian, peternakan dan pemanfaatan aliran
sungai sebagai tempat wisata.

PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa

ringkasan jawaban peneliti terhadap rumusan masalah, dengan
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mengklarifikasi kebenaran dan memberikan kritik yang perlu
disampaikan untuk Pemerintah Desa Rahtawu Kecamatan Gebog

Kabupaten Kudus.
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BAB Il
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengatur permasalahan yang ada
pada suatu wilayah, pembuat kebijakan merancang sebuah pola yang tepat
untuk mengatur ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi yang
dimiliki secara kolektif agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan dan di butuhkan oleh masyarakat. Dengan melihat
latar belakang masyarakat menjadi salah satu jalan untuk mempelajari
kebijakan apa yang tepat untuk di terapkan kepada masyarakat, sehingga
kebijakan yang di buat implementasinya diharapkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang telah direkomendasikan oleh
pembuat kebijakan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa ketika kebijakan
tersebut diimplementasikan maka sepenuhnya akan berhasil, pembuat
kebijakan sering kali mempengaruhi birokrat pelaksana untuk pelayanan
lebih dengan imbalan dapat mengatur kelompok sasaran. Tingkat
keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh
banyak faktor atau variabel yang saling berkaitan satu sama lain dan bersifat
individual atau kelompok (Subarsono, 2005: 87).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan,
seperti yang telah diutarakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983: 22)
membagi menjadi tiga yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan
dan variabel lingkungan.

a. Karakteristik Masalah
Langkah pertama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
publik adalah menentukan karakteristik masalah yang didasarkan pada

empat faktor yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah terkait, tingkat

22



kemajemukan dari kelompok yang dituju, proporsi kelompok yang dituju
berdasarkan total populasi dan perubahan yang diharapkan.
1) Kesulitan teknis dari masalah terkait
Dalam menilai kesulitan teknis dari suatu masalah dilakukan
dengan melihat bagaimana permasalahan sosial yang ada dengan
melihat secara teknis apakah masalah tersebut mudah dipecahkan atau
tidak.
2) Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju
Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju menjadi faktor
yang mempengaruhi program yang akan dibuat, apabila kelompok
yang dituju homogen maka akan lebih mudah dalam menerapkan
sebuah program dan jika kelompok yang dituju bersifat heterogen
maka akan lebih susah dalam menerapkan program.
3) Proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total populasi
Penentuan proporsi kelompok digunakan untuk menjalankan
program, apabila program dilaksanakan kepada seluruh populasi maka
akan lebih susah diimplementasikan dan sebaliknya jika populasi yang
digunakan dalam mengimplementasikan program lebih sedikit maka
akan jauh lebih mudah.
4) Perubahan yang diharapkan
Beberapa program yang sudah diimplementasikan diharapkan dapat
memberikan dampak yang bersifat pengetahuan atau kognitif dengan
tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar lebih baik.
. Karakteristik Kebijakan
Setelah mengelompokkan masalah sesuai dengan karakternya
selanjutnya adalah menentukan karakteristik kebijakan, dalam
menentukan karakter dari sebuah kebijakan didasarkan atas permasalahan
yang telah diperoleh, kemudian dicari cara yang tepat untuk
menyelesaikan masalah tersebut melalui sebuah kebijakan. Karakteristik
kebijakan didasarkan pada tujuh faktor yakni kejelasan isi kebijakan,

dukungan teoritis dari suatu kebijakan, besarnya alokasi dana dari sebuah
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kebijakan, keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana, kejelasan dan
konsistensi aturan pada badan pelaksana, komitmen aparat terhadap
tujuan kebijakan dan seberapa luas akses kelompok luar untuk
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
1) Kejelasan isi kebijakan
Ketika akan mengimplementasikan sebuah kebijakan maka harus
ada kejelasan isi dan sasaran dari kebijakan. Semakin jelasnya sebuah
kebijakan menandakan bahwa implementor kebijakan akan semakin
mudah dalam memahami dan mengimplementasikan dalam tindakan
nyata. Sebaliknya ketika tidak ada kejelasan isi dan sasaran dari
sebuah kebijakan maka akan berpotensi untuk melahirkan distorsi
dalam implementasi kebijakan.
2) Dukungan teoritis dari suatu kebijakan
Dalam membuat sebuah kebijakan diperlukan dukungan teoritis
yang digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan tersebut,
dukungan teoritis diperlukan karena berbagai usaha yang disampaikan
sudah teruji dan dijalankan, meskipun tidak jarang dilakukan
modifikasi untuk menyesuaikan lingkungan sosial yang menjadi
sasaran diimplementasikannya kebijakan.
3) Besarnya alokasi dana dari sebuah kebijakan
Usaha dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak hanya
didasarkan pada lingkungan dan sasaran kelompok yang dituju, tetapi
dipengaruhi juga dengan besarnya alokasi dana untuk mendukung
keberhasilan dalam menerapkan sebuah kebijakan. Setiap program
yang sudah disusun diperlukan staff untuk melakukan pekerjaan
secara administratif, pelaksana program dan monitor program, dimana
semua staff tersebut membutuhkan biaya untuk menjalankan tugasnya.
4) Keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana
Koordinasi secara horizontal dan vertikal antar institusi sangat

diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, langkah
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ini sangat dibutuhkan karena pada tahapan ini sering kali dilupakan
sehingga kebijakan yang sudah dibuat gagal untuk dijalankan.
5) Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana

Badan pelaksana kebijakan harus membuat aturan yang jelas dan
konsistem dalam mengimplementasikan kebijakan, usaha ini sangat
dibutuhkan agar dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai
sasaran dan tidak ada ketimpangan dalam mengimplementasikan
kebijakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

6) Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

Komitmen aparat dalam mengimplementasikan kebijakan sangat
dibutuhkan karena pada tahapan ini sering kali disalah gunakan oleh
badan pelaksana kebijakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

7) Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan.

Program yang sudah dibuat dalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan kemudian melihat seberapa luas akses kelompok luar untuk
berpartisipasi. Tahapan ini dijalankan untuk melihat apakah program
yang dibuat memberikan peluang kepada masyarakat atau mereka
hanya menjadi penonton dari program yang sudah dijalankan.

c. Lingkungan Kebijakan
Usaha terakhir yang digunakan untuk melihat faktor yang
mempengaruhi kebijakan yakni lingkungan kebijakan, pada tahapan ini
menjadi faktor terpenting karena mempengaruhi keberhasilan dari
kebijakan yang dijalankan. Dalam melihat lingkungan kebijakan dibagi
menjadi empat sektor yaitu kondisi sosial ekonomi dan kemajuan
teknologi masyarakat, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap
dari kelompok pemilih, tingkat komitmen dari aparat dan implementor
kebijakan.
1) Kondisi sosial, ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasi

kebijakan di masyarakat didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi dan
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kemajuan teknologi. Pola masyarakat yang lebih terbuka dengan
kemanjuan teknologi, tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih
mudah dalam menerima program dari implementasi kebijakan jika
dibandingkan dengan masyarakat yang masih memegang pola hidup
tradisional dan cenderung tertutup dengan kemajuan teknologi.
2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan dukungan
publik, kebijakan yang memberikan insentif kepada publik sangat
mudah untuk mendapatkan dukungan publik seperti bantuan bibit
tanaman dan pupuk, sementara kebijakan yang bersifat dis-insentif
seperti naiknya PPN dan BBM akan kurang mendapatkan dukungan
publik.
3) Sikap dari kelompok pemilih
Kelompok pemilih yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan dilakukan melalui beberapa cara yakni
kelompok pemilih dapat melakukan intervensi dari keputusan yang
sudah dibuat oleh badan pelaksana dengan berkomentar bertujuan agar
dapat merubah keputusan yang dibuat dan kelompok pemilih
mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara
tidak langsung kritik terhadap kinerja yang dilakukan oleh badan
pelaksana.
4) Tingkat komitmen dari aparat dan implementor kebijakan
Komitmen dari aparat dalam melaksanakan kebijakan sesuai
dengan tujuan yang sudah tertuang pada sebuah kebijakan sangat
dibutuhkan, menentukan prioritas dan tujuan dari kebijakan
disesuaikan dengan urgensi dari masalah yang ada di masyarakat yang
harus segera diselesaikan, kemudian direalisasikan sesuai dengan
prioritas kebijakan yang sudah dipilih.
2. Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Islam
Pembuat kebijakan diharapkan dalam mengimplementasikan kebijakan

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan dampak
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positif dan negatif dari setiap kebijakan yang di implementasikan. Allah
SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar Ayat 18:

50 b Al 280 nh ol LT ()3 O &t G

Artinya: “Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa
yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi
petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal
sehat” (QS. Az-Zumar Ayat 18).

Ayat diatas telah disampaikan bahwa Allah SWT, dalam
mengimplementasikan  kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan
masyarakat, sehingga kebijakan yang diimplementasikan  dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pemikiran ulama’ Islam kontemporer memahami implementasi kebijakan
sebagai figh al-alawiyat, secara istilah dimaknai sebagai bentuk-bentuk
pengamalan ketentuan terhadap hukum islam dengan menerapkan skala
prioritas tertentu yang berorientasikan pada pertimbangan tertentu sesuai
dengan ketentuan syariat islam. Yusuf Al-Qaradhawi (2010: 34)
mendefinisikan figh al-alawiyat sebagai usaha dalam meletakkan sesuatu
sesuai dengan tempatnya, dengan tidak memberatkan perkara yang mudah
dan memudahkan perkara yang berat, serta tidak mendahulukan perkara
yang seharusnya diakhirkan dan tidak mengakhirkan perkara yang
seharusnya didahulukan. Usaha dalam mengimplementasikan kebijakan
dilakukan melalui kombinasi antara tujuan hukum, ketetapan hukum, dalil
dan realitas sosial.

Dalam mengimplementasikan kebijakan didasarkan pada ketetapan
hukum Islam yang berorientasikan pada nilai-nilai kemanusiaan, kondisi
realitas sosial dengan harapan agar ada upaya penyelesaian terhadap
permasalahan kemanusiaan, magashid syari’ah yang diimplementasikan
untuk melindungi kepentingan mendasar setiap manusia (al-ushul al-

khomsah). Usaha tersebut dijalankan sesuai dengan kontruk ijtihad figih al-
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alawiyat yang digunakan sebagai pertimbangan khusus bagi pemerintah
dalam mengimplementasikan kebijakan (Ahmad, 2020: 51).

B. Pembangunan Ekonomi

1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pemahaman menegenai pembangunan menurut S.P. Siagian (2007:2),
mengartikan bahwa pembangunan merupakan serangkaian usaha yang
mempunyai tujuan untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan yang
sederhana dengan dilakukan secara sadar oleh suatu Negara maupun bangsa
serta pemerintah yang berorientasikan modernitas yang mempunyai tujuan
pembinaan bangsa. Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda,
sehingga diperlukan adanya pengembangan terhadap potensi yang
dimilikinya. Dalam upaya pembangunan ekonomi di perlukan adanya unsur
pendukung seperti wilayah, sumberdaya alam, dan lingkungan. Tidak
terlewatkan juga faktor yang menyertai yang dapat mempengaruhi
kemampuan ekonomi secara regional (viable & vibrant) yang selalu
berhubungan dengan sumber daya alam, mendapatkan dukungan legitimasi
secara administrasi dan politik, keahlian budaya, vitalitas, dan dukungan
sosial.

Pembangunan ekonomi dilakukan secara kritis bergantung dengan proses
untuk mengembangkan strategi, dengan melakukan perencanaan untuk
merealisasikan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Mengatasi faktor
penurunan dengan mendorong pembangunan pada wilayah yang semakin
luas agar dapat bersaing, mempunyai kapasitas yang memadai, dan dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri dari berbagai macam permasalahan seperti
perubahan sosial dan iklim. Dengan tetap menyadari kapasitas yang
dimilkinya agar dapat berperan mempunyai pengaruh untuk melakukan
pembangunan ekonomi dan masyarakat.

Prinsip kebebasan sangat diperlukan dalam upaya pembangunan ekonomi
karena selalu menjadi kendala utama, Amartya Sen (1999: 66) memaknai

kebebasan dalam pembangunan dalam dua sudut pandang yaitu apakah
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pembangunan membawa kebebasan dalam masyarakat dan apakah
pembangunan yang digagas akan membawa perubahan dimana sen
menyebutnya sebagai dengan kebebasan mental. Kemudian sen juga
menganalogikan kebebasan mental sebagai kebebasan instrumental dan
membaginya menjadi lima yakni kebebasan dalam berpolitik, kesempatan
sosial, kesempatan ekonomi, perlindungan keamanan dan jaminan
keterbukaan.
a. Kebebasan Politik
Dalam menilai kebebasan dalam berpolitik berkaitan dengan peluang
masyarakat dalam menentukan pemimpin, selanjutnya adanya kebebasan
dalam menyampaikan kritik dan saran terhadap apa yang dilakukan oleh
para pemegang kekuasaan tanpa adanya tindakan represif.
b. Kesempatan Sosial
Setelah melihat kebebasan masyarakat Desa Rahtawu dalam berpolitik
maka selanjutnya dilihat kesempatan sosial, pada tahapan melihat
kesempatan sosial bertujuan untuk melihat distribusi dari pelayanan yang
diberikan seperti kehidupan yang layak, layanan pendidikan dan
pemeliharaan  kesehatan. Kesempatan sosial  bertujuan  untuk
mendapatkan kemudahan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik
seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan yang berkualitas, bebas
penyakit dan kehidupan yang layak.
c. Kesempatan Ekonomi
Selanjutnya adalah kesempatan ekonomi dari setiap orang untuk
mengembangkan peluang sumber-sumber ekonomi yang dimaksimalkan
sebagai bahan produksi maupun untuk dikonsumsi. Dalam upaya
pembangunan ekonomi harus meningkatkan pendapatan dan kekayaan
dari suatu wilayah yang mencerminkan penguatan hak-hak ekonomi
masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan antara kekayaan dan
pendapatan nasional.

d. Perlindungan Keamanan
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Beberapa usaha yang dijalankan memerlukan perlindungan keamanan
bertujuan agar usaha dalam upaya pembangunan tidak ada intervensi dari
pihak lain yang mengakibatkan terganggunya upaya pembangunan.
Usaha dalam perlindungan keamanan mencakup ketentuan hukum,
bantuan tambahan dan bantuan dalam keadaan darurat.

e. Jaminan Keterbukaan

Keterbukaan harus dijalankan pada seluruh aspek yang berkaitan
dengan pembangunan dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan dan
kejelasan, hal ini dibutuhkan agar tidak ada permasalahan yang
disembunyikan atau diselewengkan dalam pengimplementasian

pembangunan ekonomi.

2. Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam
Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat, usaha tersebut dijalankan melalui maksimalkan
sumber perekonomian potensial yang ada di masyarakat. Allah SWT
berfirman pada QS. Al-Jumu’ah Ayat 10:

V58 20 155800 5 0 Jad e 133505 51 8 1554808 § sleall el 1318
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung”.

Dalam ayat diatas telah disampaikan bahwa Allah SWT, manusia setelah
menunaikan ibadah Sholat Subuh diharuskan untuk berusaha mencari atau
menjalan pekerjaan pada berbagai bidang usaha untuk memenuhi
kebutuhanya. Dalam menjalankan usaha alangkah lebih baiknya untuk
selalu mengingat Allah (berdzikir dan berdo’a) agar hasil yang didapatkan
lebih maksimal dan berkah.

Pemikiran ulama’ Islam dalam pembangunan ekonomi didasarkan pada

kata as-sa’yu, al-infaq, al-kasbu atau al-dharbu fi al-ard yang diartikan
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berpetualang di muka bumi dalam aktivitas perekonomian, dengan kata lain
dalam menjalankan aktivitas ekonomi diharapkan agar memanfaatkan setiap
potensi yang ada di bumi. Dalam usaha pembangunan ekonomi Ahmad Ibn
Ali Al-Jassas mengartikan kedalam dua makna yakni tuhan memerintahkan
manusia untuk membangun jagad raya dan manusia berkewajiban untuk
mengelola bumi yang digunakan sebagai lahan pertanian serta
melaksanakan pembangunan (Asmuni, 2003: 131). Dalam upaya
pembangunan ekonomi didasarkan pada konsep magashid syari’ah, konsep
tersebut berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia.
Sehingga dalam menjalankan usaha pembangunan ekonomi harus
didasarkan pada kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok yang
dibutuhkan oleh masyarakat (Saifullah, 2012: 44).

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, hal
tersebut dilatar belakangi oleh pemberdayaan itu sendiri dimana melahirkan
program-program yang sesuai untuk mengembangkan potensi masyarakat.
Pemerintah Desa biasanya hanya terfokus pada pembangunan fisik dalam
perencanaan pembangunan Desa di setiap tahunya, dan yang sering kali
terlewatkan adalah pembangunan secara mendalam yang diberikan secara
langsung dan di aplikasikan pada masyarakat. Dibutuhkan program
pembangunan yang inovatif untuk melakukan gebrakan baru, sehingga pola
program yang monoton dan kurang mempunyai tujuan yang jelas dapat
diganti dengan program yang lebih inovatif. Pemerintah Desa dapat melihat
potensi yang dimiliki olen Desa secara umum dan masyarakat secara
khusus, sebelum menyusun rancangan program, sehingga hasil dari analisis
lapangan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi (Gunawan, 2009: 105).

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan konsep

pemberdayaan yang telah dikemukakan olen Gunawan Sumodiningrat
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(2009: 104-106) mengelompokkan menjadi lima tahapan yaitu memotifasi
masyarakat, peningkatan kesadaran, manajemen diri, memobilisasi sumber
pendapatan dan pengembangan jaringan.
a. Memotivasi Masyarakat
Usaha yang dilakukan dalam memotivasi masyarakat bertujuan agar
meningkatkan kesadaran dan terlibat aktif dalam kelompok sosial yang
ada di desa, langkah ini akan mempermudah pengorganisasian dalam
upaya pengembangan masyarakat melalui program-program yang
disediakan oleh pemerintah desa.
b. Peningkatan Kesadaran
Dalam usaha peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa melalui pelatihan potensi soft skill, dikembangkan
melalui partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan dasar
sesuai dengan potensi yang dibutuhkan.
¢. Manajemen Diri
Upaya yang dilakukan dalam manajemen diri pada kelompok dengan
memilih pemimpin yang dapat menjalankan kelompoknya agar lebih
terorganisir, langkah ini menjadi awal dalam mengembangkan diri
melalui wewenang dalam menjalankan dan mengatur kelompoknya.
d. Memobilisasi Sumber Pendapatan
Usaha yang dilakukan dalam memobilisasi sumber pendapatan yang
diperoleh melalui sumbangan sukarela dan tabungan, digunakan sebagai
modal dan dialokasikan untuk menjalankan usaha agar sirkulasi uang
yang ada dalam kelompok terus berputar, sehingga dapat menjadi sumber
pemasukan baru.
e. Pengembangan Jaringan
Langakah terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah
pengembangan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan relasi dalam
menjalanakan usaha, hal ini dilakukan agar distribusi dalam menjalankan

usaha terus berjalan, dengan demikian dapat meningkatkan pemasukan
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untuk kelompok dan dapat meningkatkan kreatifitas untuk membuat

usaha yang baru.

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam
Usaha dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggali dan
mengembangkan berbagai sektor potensial yang dimiliki masyarakat, upaya
tersebut dijalankan untuk meningkatkan sumber perekonomian, sehingga
setiap masyarakat dapat merasakan kesempatan sosial dan ekonomi yang
sama. Allah SWT berfirman pada QS. Ibrahim 24-25 berbunyi:
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Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagai-mana Allah telah
membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik,
akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit. (pohon) itu
menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin tuhannya. Dan
Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat”
(QS. Ibrahim 24-25).

Dalam ayat diatas telah disampaikan bahwa Allah SWT menganalogikan
manusia seperti sebuah pohon, sebagai manusia diharapkan untuk memiliki
pengetahuan dalam menjalani kehidupan yang diibaratkan dengan akar yang
kuat, setelah membekali diri dengan pengetahuan kemudian manusia dapat
mengembangkan berbagai keahlian yang ditekuni sebagai sumber
perekonomian yang diibaratkan seperti pohon yang mempunyai cabang
banyak, analogi yang terakhir setelah membekali diri dengan pengetahuan
dan mengembangkannya adalah menuai hasil setelah melalui ikhtiar dan
kerja keras yang diibaratkan sebagai sebuah pohon yang berbuah.

Pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Sayyid Qutb (2001) bahwa
manusia memerluka perubahan yang harus dilakukan dengan mengubah
perbuatan, perasaan dan pola hidup. Upaya pemberdayaan masyarakat

tergantung dari kebijakan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk
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melakukan perubahan kehidupan kearah yang lebih baik. Perubahan dapat
dilakukan oleh setiap orang yang memiliki mental dan keinginan kuat untuk
berubah (Sayyid, 2001: 38). Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat pada
ajaran Islam didasarkan pada tiga prinsip yaitu prinsip kepedulian, prinsip
keadilan dan prinsip kesamaan. Prinsip kepedulian sebagai usaha dalam
mengejawantahkan konsep ajaran tauhid yang bermuara dalam aksi
kemanusiaan dengan membangun kepedulian terhadap sesama. Pada prinsip
keadilan merupakan bagian dari sunnatullah yang diartikan bahwa keadilan
akan membawa kehidupan akan berjalan dengan baik jika direalisasikan
dengan baik. Terakhir adalah prinsip kesamaan, pada prinsip ini semua
manusia mempunyai kedudukan yang sama dan setiap manusia dilarang
menggap dirinya lebih berdaya dibandingkan dengan manusia lain
(Achmad, 2020: 8).
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Gambar 1

Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Proses Implementasi

Karakteristik masalah :

1. Kesulitan teknis dari masalah terkait
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju
3. Proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total populasi
4. Perubahan yang diharapkan
Karakteristik Kebijakan : Lingkungan Kebijakan :
1. Kejelasan isi kebijakan 1. Kondisi sosial ekonomi dan
2. Dukungan teoritis dari suatu kebijakan kemajuan teknologi
3. Besarnya alokasi dana dari sebuah kebijakan masyarakat
4. Keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana 2. Dukungan publik terhadap
5. Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana sebuah kebijakan
6. Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan 3. Sikap dari kelompok pemilih
7. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi 4. Tingkat komitmen dari aparat
dalam implementasi kebijakan dan implementor kebijakan
\ 4 \ 4 y
Tahap-Tahap Dalam Proses Implementasi
(Variabel Tergantung)
Output Kepatuhan Dampak output Perbaikan
kebijakan dari kelompok Dampak nyata kebijakan mendasar
> output > .
badan-badan sasaran terhadap . sebagaimana dalam undang-
. kebijakan . .
pelaksana output kebijakan dipersepsi undang

Gambar 1 Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Proses Implementasi
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Gambar 2

Struktur Pembangunan Ekonomi pada Lingkup Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

v

Pemerintah Desa

v

Strategi Kebijakan
Pembangunan Ekonomi

v

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa)

!

Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa)

v

Pembangunan Ekonomi :

1. Kebebasan dalam Berpolitik
2. Kesempatan Sosial

3. Kesempatan Ekonomi

4. Perlindungan Keamanan

5. Jaminan Keterbukaan

Gambar 2 Struktur Pembangunan Ekonomi pada Lingkup Desa
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BAB Il
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA RAHTAWU

A. Gambaran Umum Desa Rahtawu

1. Kodisi Geografis

Desa Rahtawu merupakan desa yang terletak paling utara dari Kabupaten
Kudus yang berada di Kecamatan Gebog dan terletak di pegunungan muria,
luas Desa Rahtawu sendiri mencapai 8,7% dari total luas keseluruhan
Kabupaten Kudus. Desa Rahtawu merupakan desa yang menjadi hulu dari
jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Kudus, terdapat pula hulu dari
sumber mata air utama masyarakat Kabupaten Kudus yaitu sungai Gelis
yang membelah Kabupaten Kudus tepat di Kecamatan Kota menjadi dua

bagian yaitu barat dan timur.

Gambar 3
Peta Administratif Desa Rahtawu Tahun 2020

Peta Desa Rahtawu
Tahun 2020

Suwkar : Cina Ssealic Takww 2020

Gambar 3 Peta Administratif Desa Rahtawu Tahun 2020
Sumber : Dokumen Profil Pemerintahan Desa Rahtawu

Desa Rahtawu berjarak 17 km dari pusat Kota Kudus dan berjarak 73 km

dari kota semarang. Luas keseluruhan Desa Rahtawu sebesar 3,695 km atau
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8,7% dari total keseluruhan luas Kabupaten Kudus. Desa Rahtawu secara
geografis berbatasan dengan:
Sebelah Barat : Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Jepara
Sebelah Timur : Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
Sebelah Utara : Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
Sebelah Selatan : Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Luas Desa Rahtawu relatif tidak begitu besar, namun ketika dilihat dari
keadaan wilayahnya dikelilingi oleh bukit-bukit dengan ketinggian yang
cukup beragam. Wilayahnya dipenuhi dengan pepohonan tropis, terdapat
pula hulu sungai Gelis dimana pada beberapa tempat dapat dijumpai air
terjun dan tentunya Desa Rahtawu bersuhu dingin khas desa di lereng
pegunungan.
. Kondisi Topografis

Desa Rahtawu berada di dataran tinggi + 600-1600 m diatas permukaan
laut maka topografi Desa Rahtawu adalah kawasan perbukitan yang
dipenuhi dengan pepohonan tropis, terdapat pula hulu sungai gelis dimana
pada beberapa tempat dapat dijumpai air terjun dan tentunya Desa Rahtawu
bersuhu dingin khas desa di lereng pegunungan. Potensi Desa Rahtawu
sangat menarik yang terdiri atas wilayah yang dikelilingi oleh bukit-bukit
dengan ketinggian yang cukup beragam, serta memiliki sumber mata air
yang menjadi sumber air seperti sungai gelis yang membelah Kabupaten
Kudus dari utara ke selatan yang kemudian membagi Kabupaten Kudus
menjadi Kudus Timur dan Kudus Barat. Wilayah ini memiliki potensi alam
yang sangat kompleks, berupa air terjun, sungai dan area pendakian pada

beberapa puncak.

Terdapat beberapa puncak di wilayah Desa Rahtawu yang biasa
dimanfaatkan sebagai area pendakian dan wisata rohani atau tempat
berziarah di petilasan yang adan disepanjang jalan maupun area puncak.
Dari sekian banyak puncak terdapat dua puncak yang cukup terkenal
dibandingkan dengan puncak-puncak lainnya yaitu puncak Dua Sembilan

dan puncak Atas Angin, kedua puncak tersebut mempunyai tipikal medan
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yang cukup bebeda dimana puncak Dua Sembilan dikenal sebagai puncak
yang landai dan ramah untuk pendaki, sementara puncak Atas Angin
dikenal sebagai jalur yang cukup sulit karena mempunya medan yang cukup
curam yang berkelok dan terdapat Jalur Naga yang dikelilingi jurang pada
kedua sisinya, pemandangan yang ditawarkan sangatlah istimewa yaitu Laut
Utara Jawa dan gugusan pegunungan selatan Pulau Jawa yang dapat dilihat
dibagian selatan. Selanjutnya terdapat hulu dari sungai Gelis yang menjadi
sumber mata air utama masyarakat Kabupaten Kudus, penelitian masih
dilakukan di hulu sungai Gelis karena diduga kuat sebagai kaldera
pegunungan muria yang pernah meletus dan menyebabkan bersatunya pulau

muria dengan pulau jawa.

. Kondisi Demografis
a. Jumlah Penduduk
Berdasarkan demografi penduduk Desa Rahtawu berjumlah 5.009
berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Statistik Kabupaten Kudus
pada tahun 2020. Prosentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
laki-laki lebih banyak 51 orang jika dibandingkan dengan jumlah
keseluruhan penduduk perempuan. Jumlah keseluruhan penduduk Desa
Rahtawu yang berkelamin laki-laki berjumlah 2.530 jiwa dan jumlah
penduduk yang berkelamin perempuan berjumlah 2.479 jiwa. Data
penduduk Desa Rahtawu tahun 2020 berdasarkan prosentase jenis
kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:
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Gambar 4
Grafik Jumlah Penduduk Desa Rahtawu Tahun 2020

Jumlah Penduduk

m Jumlah Penduduk

10.205
5.009

2.479 2.530 :
— — - | .

Perempuan Laki-Laki Sex Ratio  Jumlah

Gambar 4 Grafik Jumlah Penduduk Desa Rahtawu Tahun 2020
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Komposisi Penduduk Desa Rahtawu pada tahun 2020 di dominasi
oleh penduduk yang berusia 40-44 tahun yang berjumlah 412 jiwa,
sedangkan untuk penduduk dengan jumlah yang paling sedikit pada usia
70-74 tahun yang berjumlah 98 jiwa dan penduduk yang berusia pada
rentang 15-19 berjumlah 248 jiwa. Penduduk desa rahtawu di dominasi
oleh usia dewasa atau matang, meskipun demikian angka pada usia 0-4
tahun menempati peringkat dua terendah dengan jumlah hanya 200 jiwa.
Jumlah komposisi penduduk Desa Rahtawu pada tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi Usia Penduduk Desa Rahtawu Tahun 2020

) Komposisi Usia Penduduk
Usia Laki-Laki Perempuan |umlah
0-4 118 82 200
5-9 144 111 255
10-14 125 111 236
15-19 114 134 248
20-24 147 145 292
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25-29 147 157 304
30-34 168 180 348
35-39 183 202 385
40-44 196 216 412
45-49 197 172 369
50-54 174 182 356
55-59 160 137 297
60-64 105 97 202
65-69 88 67 155
70-74 49 49 98
75+ 50 69 119
Jumlah 2.165 2111 4.276

Tabel 1 Komposisi Usia Penduduk Desa Rahtawu 2020
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

c. Agama

Keberagaman agama yang ada di Desa Rahtawu juga mempengaruhi
kehidupan sosial dan agama masyarakat seperti saling merayakan ketika
masing-masing agama merayakan hari-hari besar. Desa Rahtawu
mempunyai hari raya sendiri yang menjadi dirayakan oleh semua
masyarakat meskipun dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda,
hari raya itu adalah hari raya Contong yang di peringati hari ke 15 pada
bulan Nisyfu Sya’ban atau bulan Ruwah, dalam pelaksanaan hari raya
contong seluruh masyarakat Desa Rahtawu berkumpul di masjid atau
surau terdekat dengan membawa contong dan jajanan pasar lalu di
kumpulkan menjadi satu kemudian dipanjatkan doa oleh tokoh agama.
Hari raya Contong diadakan sebagai harapan dan doa kepada Allah agar
dijauhkan dari kemalangan dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi
(Ulia, 2019: 355).

Desa Rahtawu merupakan salah satu desa yang di Kabupaten Kudus

yang masyarakatnya memeluk beberapa agama seperti Islam, Katholik
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dan Budha. Masyarakat Desa Rahtawu di dominasi oleh agama Islam
dengan jumlah pemeluk sebanyak 4.842 jiwa atau lebih dari 95% dari
total keseluruhan penduduk, diikuti agama Budha sebanyak 136 jiwa dan
agama Katholik berjumlah 4 jiwa. Data dari banyaknya pemeluk agama

dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 5
Grafik Agama yang dianut Masyarakat Desa Rahtawu

Agama
M Laki-Laki ® Perempuan
2.4412.401
_-_- 74 62 3 1
Islam Budha Katholik

Gambar 5 Grafik Agama yang dianut Masyarakat Desa Rahtawu
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rahtawu

Dalam melihat kompetensi masyarakat dapat dilihat berdasarkan
pendidikan yang ditempuh. Tingkat pendidikan masyarakat Desa rahtawu
didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 1353 jiwa
dengan komposisi 1146 laki-laki dan 207 perempuan.
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Gambar 6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rahtawu

Tingkat Pendidikan

B Perempuan M Laki-laki

1146
55 518 207' 14169 5 89 3 18
| | —
Bim/tidak Belum  SD SLTP SLTA D3 s1

sekolah tamat SD

Gambar 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rahtawu
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai tingkat pendidikan
masyarakat Desa Rahtawu yang masih rendah, Pemerintah Desa Rahtawu
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus untuk
membangun Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Gebog pada
tahun 2015. Selanjutnya kerjasama dilakukan antara Pemerintah Desa
Rahtawu dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gebog untuk membuat
kelas unit pembelajaran jarak jauh yang berada di Desa Rahtawu.

. Masyarakat Desa Rahtawu Penyandang Disabilitas

Diperlukan adanya pendataan terhadap masyarakat penyandang
disabilitas, yang bertujuan untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan
berupa sarana dan prasarana ditempat umum yang ada dilingkup Desa
Rahtawu seperti balai desa, sekolah, tempat ibadah, area pedestriandan
pusat perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk menunjang
masayarakat penyandang disabilitas dalam menjalankan aktifitas atau
kegiatan sehari-hari. Jumlah masyarakat Desa Rahtawu penyandang
disabilitas berjumlah 62 jiwa dengan rincian masyarakat penyandang
tuna netra berjumlah 4 jiwa, penyandang tuna rungu atau tuna wicara

berjumlah 42 jiwa, penyandang cacat tubuh berjumlah 5 jiwa,
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penyandang tuna mental berjumlah 8 jiwa dan penyandang lumpuh

berjumlah 3 orang.

Gambar 7
Grafik Masyarakat Desa Rahtawu Penyandang Disabilitas
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Gambar 7 Grafik Masyarakat Desa Rahtawu Penyandang Disabilitas
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

4. Sejarah Desa Rahtawu

Desa Rahtawu merupakan desa yang terletak paling utara dari Kabupaten
Kudus yang berada di Kecamatan Gebog dan terletak di pegunungan muria.
Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat berasal dari
zaman kadewan, nama Desa Rahtawu berasal dari zaman kadewan diartikan
sebagai darah yang mengalir, cerita tersebut berawal dari istri eyang Sakri
yang melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abiyoso dan
dalam proses persalinan tersebut istri eyang Sakri mengeluarkan darah
dengan deras seperti aliran air, berdasarkan peristiwa tersebut Eyang Sakri
memberi nama desa yang di tinggali dengan nama Rah-Tawu. Wilayah Desa
Rahtawu tidak terlepaskan dari sudut pandang sejarah dalam
pembahasannya, dulu wilayah Desa Rahtawu berupa daerah gunung
bertelaga dan diberi nama Wukir Rahtawu. Wukir Rahtawu adalah salah
satu puncak dari bagian pegunungan tinggi di Jawa Tengah, pengunungan
tinggi tersebut diberi nama Sapta Arga. Jejak dari adanya telaga dan dapat
dijumpai fosil di seluruh wilayah Desa Rahtawu yang berupa batu karang,

fosil tulang ikan dan fosil cangkang kerang. Selain sejarah yang di dasari
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olen faktor alam, sejarah dari unsur kebudayaan juga melekat dalam
kehidupan masyarakat Desa Rahtawu dipengaruhi oleh kebudayaan jawa
yang dipengaruhi oleh peradaban agama Hindu, untuk pengaruh budha dan
Islam tidak ditemukan jejak peradaban yang jelas seperti peradaban Hindu
(Yatimah, 2017: 46-47).

Peninggalan leluhur berupa petilasan banyak dijumpai pada wilayah
Desa Rahtawu, pada zaman kadewan dapat dijumpai seperti petilasan Eyang
Semar, Eyang Sakri, Eyang Abiyoso, Eyang Pandu dan Eyang Palasara.
Selain itu terdapat pula petilasan pada zama Walisongo seperti petilasan
Sunan Kali Jaga dan petilasan Lokajaya. Terdapat pula petilasan
peninggalan pahlawan kemerdekaan, petilasan tersebut adalah peninggalan
Ir Soekarno yang dikabarkan sering melakukan meditasi di kawasan Wukir
Rahtawu. Cukup banyak peziarah yang datang ke petilasan untuk sekedar
sowan bahkan ada yang sampai bermeditasi di petilasan, kegiatan tersebut
dilakukan untuk ngalap berkah leluhur, peziarah tidak hanya datang dari
masyarakat lokal Desa Rahtawu saja tetapi juga dari kabupaten tetangga dan
bahkan ada peziarah yang datang selain dari Pulau Jawa.

Selain sejarah yang melekat pada kehidupan masyarakat Desa Rahtawu,
terdapat juga mitos untuk tidak mengadakan pertunjukan wayang, karena
alur cerita yang dibawakan sering kali cerita dari zaman kadewan seperti
cerita Mahabarata, mitos ini masih diyakini dan pantang untuk di langgar
karena dampak yang di timbulkan adalah akan datang pagebluk yang akan
menimpa Desa Rahtawu. Mitos larangan untuk tidak mengadakan
pertunjukan wayang didasari oleh sejarah Desa Rahtawu yang dulunya
bernama Wukir Rahtawu adalah tempat suci yang digunakan oleh Dewa
untuk bertapa dan mendekatkan diri kepada sang yahwidi, oleh karena itu
mengadakan pertunjukan wayang di Desa Rahtawu dianggap sebagai
tindakan yang tidak sopan karena meceritakan Dewa di rumahnya sendiri.
Sebagai gantinya masyarakat Desa Rahtawu masih dapat mengadakan

pertunjukan seperti ludruk, tarian tradisional dan campur sari.
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5. Budaya Desa Rahtawu

Kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Rahtawu
dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh peradaban agama
Hindu, untuk pengaruh Budha dan Islam tidak ditemukan jejak peradaban
yang jelas seperti peradaban Hindu, tidak ditemukan pula jejak peradaban
fisik seperti arca, patung dan candi. Faktor terkuat dari hilangnya
peninggalan peradaban adalah faktor alam seperti longsor dan meluapnya
air di hulu sungai Gelis yang kerap kali terjadi ketika musim hujan datang.
Sisa peninggalan peradaban yang masih ada di masyarakat adalah nilai dan
budaya yang masih dijalankan sampai sekarang. Nilai luhur yang
diwariskan berupa budhi pekerti yang di implementasikan dalam kehidupan
sehari-hari, kehidupan bersosial dan menjaga alam sebagai karunia dari

Allah yang harus dijaga.

Tradisi yang masih di lestarikan masyarakat Desa Rahtawu ada beberapa
seperti ziarah di beberapa petilasan yang berada di beberapa tempat yang
dilaksanakan setiap 1 Suro atau 1 Muharram, tujuan dari ziarah adalah untuk
ngalap berkah dari leluhur. Selanjutnya ada perayaan sedekah bumi yang
diselenggarakan setiap hari sabtu kliwon bulan Apit dalam kalender Jawa
atau bulan Dzulhijah dalam kalender Hijriah, kegiatan ini dilaksanakan
sebagai bentuk rasa syukur para petani kepada Allah terhadap hasil panen
telah di dapatkan. Dalam perayaan sedekah bumi terdapat serangkaian acara
seperti penyembelihan kerbau, pertunjukan kesenian tayub dan prosesi uler-
uler kembang. Dalam prosesi uler-uler kembang pada perayaan sedekah
bumi diawali dengan masyarakat mengumpulkan dubug atau nasi bungkus
yang berisi lauk dan tlandik atau jajanan pasar di satu ruangan kemudian di
doakan oleh tokoh agama, setelah di doakan beberapa orang sinden akan
mengelilingi tlandik dan dubung dengan cara setiap sinden akan dikaitkan
ujung selendang mereka satu sama lain agar saling terhubung, tidak lupa
pula diikatkan uang sebagai lambang rizki yang diperoleh, selanjutnya para

sinden berjalan memutari tlandik dan dubug sebanyak tiga kali dan setelah
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itu dibagikan kembali ke masyarakat. Selain itu ada hari raya yang
dirayakan oleh semua masyarakat.

Selain hari raya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Rahtawu
mempunyai hari raya sendiri yang dirayakan oleh semua masyarakat
meskipun dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda, hari itu adalah
hari raya Contong yang di peringati hari ke 15 pada bulan Nisyfu Sya’ban
atau bulan Ruwah, dalam pelaksanaannya masyarakat membawa kue
tradisional yang dibuat dari tepung beras, santan, tape, pisang, gula merah
dan gula putih yang berbentuk kerucut dimana masyarakat jawa
menyebutnya dengan bentuk Contong. Masyarakat berkumpul di masjid
atau surau terdekat dengan membawa contong dan jajanan pasar lalu
dipanjatkan doa oleh tokoh agama. Hari raya Contong diadakan sebagai
harapan dan doa kepada Allah agar dijauhkan dari kemalangan dan
memperbaiki kesalahan yang telah terjadi (Ulia, 2019: 355).

Gambar 8

Jajanan Pasar dan Kue Kerucut Sajian Khas Hari Raya Contong

Gambar 8 Jajanan Pasar dan Kue Kerucut Sajian Khas Hari Raya Contong

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu

Keberagaman agama yang ada di Desa Rahtawu juga mempengaruhi
kehidupan sosial dan agama masyarakat seperti saling merayakan ketika
masing-masing agama merayakan hari-hari besar. Selain itu ada hari raya

yang dirayakan oleh semua masyarakat Desa Rahtawu yaitu hari raya
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contong, dalam pelaksanaannya masyarakat membawa kue tradisional dan
berkumpul di tanah lapang lalu dipanjatkan doa sebagai bentuk rasa syukur

kepada tuhan yang maha esa.

B. Profil Pembangunan Ekonomi

1. Profil Desa

a. Gambaran Pemerintah Desa Rahtawu

Gambar 9
Kantor Kepala Desa Rahtawu

Gambar 9 Kantor Kepala Desa Rahtawu

Sumber: Dokumen Pribadi yang diambil pada tanggal 29 Maret 2022

1) Visi dan Misi
Visi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa baik individu
maupun kelompok yang berada di bawah naungan Pemerintah Desa
Rahtawu, isi dari visi Pemerintah Desa Rahtawu tahun 2019-2024
yakni “Terwujudnya Desa Rahtawu yang Mandiri, Jujur, Adil,
Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”. Selanjutnya adalah
misi yang dirumuskan untuk merealisasikan visi dalam membangun

Desa Rahtawu tahun 2019-2024, isi dari misi Desa Rahtawu yaitu:
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a) Menyatukan seluruh komponen masyarakat Desa Rahtawu untuk
bersama-sama membangun Desa Rahtawu sebagai desa yang
makmur, berbudaya, bermartabat, berdaya saing dan berwibawa.

b) Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi Desa Rahtawu
untuk dikelola secara proporsional dan professional.

¢) Meninggalkan juakitas layanan pemerintah, pendidikan, ketertiban,
kebersihan, kesehatan dan olahraga.

d) Melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di Desa
Rahtawu guna menciptakan kehidupan masyarakat yang religius,
berbudaya dan memiliki tingkat solidaritas yang tinggi.

e) Menumbuh kembangkan keunggulan komparatif atau kompetitif
Desa Rahtawu dengan meningkatkan sinergitas dunia pendidikan,
pelatihan, infrastruktur dan pariwisata.

2) Susunan Organisasi
Susunan organisasi perangkat desa pada Pemerintahan Desa

Rahtawu masa khidmat tahun 2019-2024 beranggotakan:

a). Kepala Desa : Rasmadi Didik Ariyadi
b). Sekretaris Desa : Sukono

c). Kepala Seksi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa  : Kastono Ardi
d). Kepala Urusan Umum : Achmad Sahir
e). Kepala Urusan Keuangan : Sulkani
f). Kepala Dusun | : Sugiarto
g). Kepala Dusun Il : Saneko
h). Kepala Dusun I11 : Sarim

i). Kepala Dusun IV -

Dalam menjalankan pemerintahan Desa Rahtawu diperlukan cara
untuk mempermudah dalam mengurus administrasi desa, oleh karena
itu dalam pelaksanaannya secara administratif Desa Rahtawu dibagi
menjadi 4 dusun dan dibagi dalam 25 RT. Empat dusun tersebut

meliputi Dusun | Krajan yang memiliki 7 RT, Dusun Il Wetan Kali
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yang memiliki 8 RT, Dusun Il Gringsing atau Tumpuk yang memiliki
5 RT dan Dusun IV Semliro yang memiliki 5 Rt,. Dengan kata lain
kepala Desa Rahtawu membawahi 4 kepala dusun atau RW dan 25
kepala RT.

Gambar 10
Grafik Pembagian RW dan RT Desa Rahtawu

Pembagian RW dan
RT Desa Rahtawu
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Gambar 10 Grafik Pembagian RW dan RT Desa Rahtawu
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

b. Tugas dan Fungsi
Pemerintah Desa Rahtawu merupakan sebuah lembaga pemerintahan
yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengatur pada tingkat desa,
untuk kehidupan masyarakat secara lebih terstruktur. Dalam susunannya

Pemerintah Desa yang terdiri atas beberapa bagian dan dipimpin oleh

Kepala Desa yang dibantu oleh staf yang terdiri dari Sekretaris Desa,

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala

Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Dusun. Tugas dan

fungsi aparatur desa telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia dalam Pasal 6-10 Nomor 10 Tahun 2015, tugas dan

fungsi aparatur desa yaitu:

1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang
bertugas untuk memipin terselenggaranya Pemerintahan Desa,
pembardayaan, melakukan pembangunan dan melakukan pembinaan
kepada masyakat.

2) Sekretaris Desa bekerja untuk membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi desa.
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3) Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membatu Sekretaris Desa
pada urusan pelayanan dan administrasi pendukung dalam
menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

4) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa dalam operasional
desa.

5) Kepala Wilayah mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan tugas di kewilayahnya.

2. Profil Perekonomian Desa
a. Gambaran Perekonomian Desa Rahtawu
1) Komoditas Desa Rahtawu

Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga
diperlukan adanya pengembangan terhadap potensi yang dimiliki.
Dalam usaha mengembangkan ekonomi di perlukan adanya unsur
pendukung seperti wilayah, sumber daya manusia (SDM), sumber
daya alam (SDA), dan lingkungan. Wilayah Desa Rahtawu yang
berada di kawasan pegunungan dengan tanah regosol, jenis tanah ini
berasal dari material erupsi gunung berapi dan tekstur tanahnya
berupa butiran-butiran pasir sampai cenderung kasar. Tanah regosol
mengandung unsur hara tinggi yang dibutuhkan tanaman untuk
berfotosintesis, tanah di Desa Rahtawu sangat subur sehingga dapat
ditanami berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, komoditas
utama Desa Rahtawu berupa biji kopi, jagung dan padi. Data dari hasil

komoditas pertanian dan perkebunan dapat dilihat pada grafik berikut
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Gambar 11
Grafik Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Rahtawu
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Gambar 11 Grafik Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Rahtawu
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

Selain sumber daya alam yang berupa komoditas pertanian dan
perkebunan di Desa Rahtawu juga dikembangkan peternakan dan
perikanan. Dalam implementasi peternakan dan perikanan di
masyarakat didasarkan pada ketersediaan lahan di Desa Rahtawu yang
masih sangat luas dapat dimanfaatkan dan tersedianya pakan untuk
hewan ternak melimpah yang disediakan alam. Komoditas peternakan
dan perikanan yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Desa
Rahtawu adalah ayam kampung sebanyak 8.904 ekor, itik 443 ekor,
sapi potong 484 ekor, kambing 100 ekor, domba 170 ekor dan lele
dumbo sebanyak 2.445 kg. Rincian komoditas peternakan dan
perikanan dapat dilihat pada data grafik berikut:
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Gambar 12
Grafik Komoditas Peternakan dan Perikanan Desa Rahtawu
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Gambar 12 Grafik Komoditas Peternakan dan Perikanan Desa Rahtawu

Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

2) Pekerjaan Masyarakat Desa Rahtawu

Selanjutnya harus dilihat pula faktor yang menyertai yang dapat
mempengaruhi  kemampuan ekonomi secara regional (viable &
vibrant) yang selalu berhubungan dengan sumber daya alam,
mendapatkan dukungan legitimasi secara administrasi dan politik,
keahlian, kuatnya budaya, vitalitas, dan dukungan sosial. Profesi
pekerjaan masyarakat Desa Rahtawu masih di dominasi oleh pelajar
dan mahasiswa dan pekerjaan yang masih sedikit digeluti masyarakat
adalah bidang pertanian. Data dari profesi pekerjaan masyarakat Desa

Rahtawu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2
Pekerjaan Masyarakat Desa Rahtawu Tahun 2020

Pekerjaan Laki-Laki | Perempuan Jumlah
Pelajar 1.249 1.239 2.488
Pensiunan 219 184 403
PNS 108 67 175
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Rumah Tangga 48 31 79

Pedagang 21 15 36

Pengangguran 12 16 28

Polisi 3 4 7

TNI 1 2 3

Petani 0 1 1
Jumlah 1.661 1.559 3.220

Tabel 2 Pekerjaan Masyarakat Desa Rahtawu Tahun 2020
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

Dalam usaha membangun ekonomi tidak hanya dijalankan pada
sektor fisik yang berupa fasilitassaja, tetapi dibutuhkan pula pelatihan
soft skill yang diajarkan langsung kepada masyarakat dengan harapan
untuk membangun ekonomi mandiri dengan mengembangkan
UMKM, hal tersebut dilatarbelakangi oleh jarak Desa Rahtawu
dengan pusat perekonomian di kota cukup jauh, sehingga memilih
pola ekonomi yang mandiri merupakan pilihan yang tepat dan sangat
dibutuhkan. Alih-alih mendatangkan bahan kebutuhan pokok dari
bawah, dengan pola ekonomi mandiri yang kreatif diharapkan dapat
menjual bahan kebutuhan pokok ke bawah, sehingga dapat menambah
pemasukan bagi masyarakat. Usaha untuk mengembangkan ekonomi
masyarakat telah dirancang pada Tahun 2019 dan di implementasikan
pada awal Tahun 2020.

b. Potensi Desa Rahtawu
Desa Rahtawu berada di dataran tinggi + 600-1600 m diatas
permukaan laut maka topografi Desa Rahtawu adalah kawasan
perbukitan yang dipenuhi dengan pepohonan tropis, terdapat pula hulu
sungai gelis dimana pada beberapa tempat dapat dijumpai air terjun dan
tentunya Desa Rahtawu bersuhu dingin khas desa di lereng pegunungan.
Potensi Desa Rahtawu sangat menarik yang terdiri atas wilayah yang

dikelilingi oleh bukit-bukit dengan ketinggian yang cukup beragam, serta
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memiliki sumber mata air yang menjadi sumber air seperti sungai gelis
yang membelah Kabupaten Kudus dari utara ke selatan. Wilayah ini
memiliki potensi alam yang sangat beragam seperti air terjun, sungai dan
area pendakian pada beberapa puncak.

Terdapat beberapa puncak di Desa Rahtawu yang biasa dimanfaatkan
sebagai area pendakian dan wisata rohani atau tempat berziarah di
petilasan yang adan disepanjang jalan maupun area puncak. Dari sekian
banyak puncak terdapat dua puncak yang cukup terkenal dibandingkan
dengan puncak-puncak lainnya yaitu puncak Dua Sembilan dan puncak
Atas Angin, kedua puncak tersebut mempunyai tipikal medan yang
cukup bebeda dimana puncak Dua Sembilan dikenal sebagai puncak
yang landai dan ramah untuk pendaki, sementara puncak Atas Angin
dikenal sebagai jalur yang cukup sulit karena mempunya medan yang
cukup curam yang berkelok dan terdapat Jalur Naga yang dikelilingi
jurang pada kedua sisinya, pemandangan yang ditawarkan sangatlah
istimewa yaitu Laut Utara Jawa dan gugusan pegunungan yang dapat
dilihat dibagian selatan.

Selanjutnya terdapat hulu dari sungai Gelis yang menjadi sumber mata
air utama masyarakat Kabupaten Kudus, penelitian masih dilakukan di
hulu sungai Gelis karena diduga kuat sebagai kaldera pegunungan muria
yang pernah meletus dan menyebabkan bersatunya pulau muria dengan
pulau jawa. Sepanjang hulu sungai Gelis terdapat lokasi wisata yang
berupa pemandian yang memanfaatkan badan sungai maupun kolam
renang yang airnya berasal dari sungai gelis dan dibeberapa titik dapat
dijumpai air terjun dengan pemandangan yang beragam pada setiap air
tempat. Selain itu terdapat pula warung sederhana dan cafe yang berdiri
sepanjang sungai Gelis yang menawarkan makanan khas Desa Rahtawu
seperti pecel pakis dan kopi rahtawu.

Dalam menunjang kebutuhan wisatawan yang berkunjung di Desa
Rahtawu, dibangunlah lokasi wisata desa yang dikelola oleh BUMDes

yang bekerja sama dengan masyarakat. Pada lokasi wisata milik desa
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terdapat fasilitas pendukung yang sangat lengkap jika dibandingkan

dengan lokasi wisata yang dikelola mandiri oleh masyarakat, fasilitas

yang disediakan berupa toilet, tempat makan, balai pertemuan, musholla,

parkir yang luas, pusat oleh-oleh, wahana wisata pendukung seperti

lokasi outbound dan air terjun. Pengunjung dapat membeli oleh-oleh

khas dari Desa Rahtawu seperti buah parijoto, kopi rahtawu, jangklong,

berbagai macam olahan tanaman pakis atau tanaman paku dan keripik

yang terbuat dari berbagai macam umbi atau buah.

Tabel 3
Objek Wisata Desa Rahtawu

No.

Gambar

Keterangan

Objek wisata Lenk Dopang
yang dilengkapi dengan fasilitas

kolam renang.

Objek wisata Kali Petuk
merupakan wisata sungai yang
digunakan  sebagai  tempat

pemandian.

Objek wisata terpusat yang
dikelola oleh Pemerintah Desa
Rahtawu  melalui  BUMDes
dilengkapi dengan gazebo, aula,
lapangan, area out bound dan air

terjun.

Objek wisata kuliner Seribu
Batu Semliro yang menawarkan
berbagai macam menu masakan

khas rahtawu.
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Objek  wisata  pendakian
puncak 29 menawarkan trek
pendakian yang landai dengan

pemandangan puncak laut utara

Pulau Jawa.

Objek  wisata  pendakian

puncak Atas Angin menawarkan

trek  pendakian yang terjal

L L
f{ﬁé#/

dan curam dengan pemandangan

puncak laut utara Pulau Jawa

Tabel 3 Objek Wisata Desa Rahtawu
Sumber: Dokumentasi pribadi yang diambil pada 25 Januari — 26 April 2022

c. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu

Berbagai upaya telah dijalankan Pemerintan Desa dalam
pembangunan ekonomi Desa Rahtawu seperti kebijakan yang dibuat
untuk membangun wisata dan ekonomi kreatif. Namun, sebuah masalah
baru akan timbul yaitu masalah pendanaan, sebuah permasalahan klasik
yang terus terulang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Bapak
Rasmadi Didik Aryadi menyampaikan bahwa Pemeritah Desa Rahtawu
telah merancang dan menyiapkan anggaran untuk menunjang
pengembangan ekonomi masyarakat Desa Rahtawu, APBDes pada tahun
2020 telah dirancang untuk mempersiapkan dan pengembangan ekonomi
masyarakat sebesar 28,3%, dana yang sudah dipersiapkan digunakan
untuk melakukan berbagai macam pelatihan soft skill kepada masyarakat
Desa Rahtawu secara langsung, pelatihan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat. Mempunyai tujuan untuk
melakukan pemaksimalan potensi yang ada pada wilayah Desa Ratawu
yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat, dengan harapan untuk

mensejahterakan masyarakat.
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Pemerintah Desa Rahtawu membentuk GIS (geographyc information
sistem) untuk menunjang pembangunan ekonomi di wilayah Desa
Rahtawu, usaha yang dilakukan adalah dengan memetakan potensi
wisata, keadaan wilayah dan fasilitas yang ada di Desa Rahtawu. Dalam
memetakan potensi wisata dilakukan dengan mengidentifikasi area
seperti sungai, air terjun dan perbukitan. Selanjutnya dalam memetakan
keadaan wilayah dilakukan dengan mengidentifikasi luas desa yang
terbagi menjadi wilayah pemukiman, hutan, perkebunan dan pertanian.
Terakhir dilakukan pemetaan dengan mengidentifikasikan fasilitas yang
ada di Desa Rahtawu seperti jalan, rumah ibadah, sekolahan, lapangan
olahraga, balai desa dan pos kesehatan desa (Poskesdes).

1) Program dalam Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu
Dalam upaya pembangunan ekonomi diperlukan adanya program-
program yang sesuai untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Pemerintah Desa Rahtawu pada periode sebelumnya hanya terfokus

pada pembangunan fisik dalam rencana pembangunan desa di setiap

tahunya, dan yang sering kali terlewatkan adalah pembangunan secara
mendalam yang langsung di aplikasikan pada masyarakat, diperlukan
program pembangunan yang inovatif untuk melakukan gebrakan baru,
sehingga pola program yang monoton dan kurang mempunyai tujuan
yang jelas dapat diganti dengan program yang lebih inovatif.
Pemerintah Desa Rahtawu dalam melihat potensi yang dimiliki oleh
desa membagi menjadi dua yakni secara umum dan masyarakat secara
khusus, sebelum menyusun rancangan program, sehingga hasil dari
analisis lapangan dapat sesuai dengan apa Yyang dibutuhkan
masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Usaha untuk
membangun ekonomi Desa Rahtawu maka dirancang berbagai
program pendukung untuk menunjang ekonomi Kkreatif pada Desa

Rahtawu. Program tersebut dibagi dalam beberapa sektor yaitu

budidaya hewan ternak, pertanian dan pengelolaan.
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Usaha yang dilakukan dalam budidaya hewan ternak berupa
budidaya ikan, lebah, ayam kampung,itik, kambing, domba kerbau
dan sapi potong. pada sektor budidaya hewan ternak Pemerintah Desa
Rahtawu melakukan pembesaran dan pengembangbiakan pada
berbagai jenis hewan konsumsi yang dilaksanakan oleh masyarakat
dengan diawasi Pemerintah Desa secara langsung. Pada peternakan
kambing, domba, sapi potong dan Kerbau Pemerintah Desa
menyediakan mesin pencacah rumput, yang dapat dimanfaatkan oleh
setiap masyarakat pemilik hewan ternak agar mempermudah
pekerjaan mereka dalam memberikan pakan.

Sektor pertanian dapat dikatakan sebagai komoditas utama
masyarakat Desa Rahtawu, Pemerintah Desa Rahtawu membuat
beberapa program untuk meningkatkan hasil panen melalui
pengelolaan yang lebih modern. Komoditas uatama pertanian Desa
rahtawu seperti kopi, rempah atau rimpang, jagung, padi, pisang,
parijoto, Jangklong, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Usaha
pengelolaan sektor pertanian yang sedang digalakkan adalah tanaman
Kopi, hal ini dilakukan karena permintaan biji kopi yang semakin
meningkat seiring menjamurnya kedai kopi di berbagai tempat.
Pemerintah Desa telah melakukan pelatihan mulai dari pembibitan,
perawatan tanaman Kopi sampai berbuah, pengeringan, proses
menyangrai Kopi, dan sampai pada pengemasan produk Kopi.
Sementara pada proses penanaman sayuran Pemerintah Desa telah
melakukan pengembangan pada pola penanaman hidroponik, dimana
ketika menanaman dengan menggunakan pola ini tidak memperlukan
lahan yang lebar dan masa panen juga relatif lebih cepat jika
dibandingkan dengan menanam secara konvensional yang menanam
tanaman di tanah secara langsung.

Dalam sektor pengelolaan, Pemerintah Desa Rahtawu sudah
menjalankan berbagai program yang dilaksanakann secara kolektif

dan di aplikasikan langsung ke masyarakat, dengan harapan agar pola

59



yang ada dapat dijalankan dengan lebih baik lagi dan lebih terstruktur.
Pada sektor ini terdiri dari beberapa bagian yakni pengelolaan sampah,
pariwisata dan olahan makanan. Pengelolaan sampah difokuskan pada
pengelolaan sampah organik dan anorganik, dibantu oleh badan usaha
milik desa sampah dikelola sesuai dengan jenisnya, sampah organik
diubah menjadi pupuk kompos yang digunakan untuk memupuk
tanaman masyarakat, dengan harapan dapat mengurangi penggunaan
pupuk anorganik.

Pada sektor pariwisata usaha yang dilakukan melalui
pemaksimalan potensi wisata alam yang ada pada wilayah Desa
Rahtawu, Pemerintah Desa Rahtawu sudah melaksanakan pengelolaan
yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, dengan
membangun beberapa fasilitas pendukung seperti toilet, tempat
makan, wahana wisata pendukung dan pusat oleh-oleh. Dalam usaha
meningkatkan inovasi olahan makanan dilakukan melalui beberapa
pelatihan untuk mengolah bahan makanan yang lebih inovatif, seperti
pengolahan kopi dikarenakan dibutuhkan suhu yang tepat untuk
menyangrai kopi agar cita rasa khas kopi terasa lebih nikmat. Tidak
lupa pelatihan mengenai pengemasan dengan kemasan yang lebih
menarik untuk menambah nilai jual produk yang dapat dibeli oleh
wisatawan yang berlibur ke Desa Wisata Rahtawu.

2) Digitalisasi Informasi Desa Rahtawu

Pemerintah Desa Rahtawu mengubah pola tradisional dengan pola
yang lebih modern atau biasa di sebut dengan digitalisasi sistem,
dimana semua data yang berkenaan dengan administrasi desa
terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Digitalisasi pada Desa Rahtawu dimulai dengan pemetaan wilayah
yang dilakukan secara manual oleh tim GIS (geographyc information
sistem) meliputi peta administratif desa serta peta sarana dan
prasarana. Objek yang digitalisasi oleh Desa Rahtawu yaitu:

a) Peta administratif Desa
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(1) Batas Desa

Pemetaan pada batas desa dilakukan dengan melakukan
pendataan pada batas desa dan menggabungkan garis polygon
sesuai dengan luas Desa Rahtawu dan luas desa tetangga yang
berbatasan langsung.

(2) Batas Dukuh

Pemetaan pada batas dukuh dilakukan dengan
menggabungkan polygon RT untuk dukuh tersebut dan
memberi kode atau nama layer setiap dukuh.

(3) Batas RW

Dalam menentukan batas RW dilkukan dengan
menggabungkan polygon pada wilayah RW yang terdiri dari
polygon RT dan memberi kode atau nama pada layer RW.

(4) Batas RT

Pemetaan pada batas RT dilakukan dengan mode polygon
pada GPS untuk membuat peta RT lalu memberi kode polygon
dan melakukan pengambilan 3 foto yang mewakili wilayah RT
terkait.

(5) Wilayah Perhutani yang akan dikelola oleh desa

Wilayah Perhutani yang akan dikelola oleh desa melalui
metode polygon dan memberi kode atau nama layer untuk
wilayah perhutani yang akan digunakan untuk pengembangan
wisata dll.

(6) Peta kontur (sungai, gunung dalam peta 3D)

Dalam pemetaan peta kontur dengan mengidentifikasi
ketinggian lahan seperti sungai dan gunung, kemudia digambar
dalam peta 3 dimensi.

b) Peta sarana dan prasarana
(1) Jalan

Pemetaan jalan dilakukan dengan membuat titik koordinat

awal jalan pada GPS (Global Positioning System) dan beri
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)

3)

(4)

kode atau nama. Membuat foto pangkal jalan, membuat data
awal dimensi jalan meliputi lebar jalan, badan jalan, konstruksi
jalan dan tahun dibangun. Membuat mode jalur jalan pada GPS
dan beri kode atau nama. Melakukan pembuatan titik koordinat
pada GPS setiap 20 meter dan pengambilan foto, setiap sarana
ada kerusakan. Membuat titik koordinat akhir jalan dan foto
akhir kebalikan arah jalur.
Gorong-gorong

Dalam proses pemetaan gorong-gorong sama dengan
pemetaan jalan yaitu dengan membuat titik koordinat awal
jalan pada GPS dan beri kode atau nama. Membuat foto
pangkal jalan, membuat data awal dimensi jalan meliputi lebar
jalan, badan jalan, konstruksi jalan dan tahun dibangun.
Membuat mode jalur jalan pada GPS dan beri kode atau nama.
Melakukan pembuatan titik koordinat pada GPS setiap 20
meter dan pengambilan foto, setiap sarana ada kerusakan.
Membuat titik koordinat akhir jalan dan foto akhir kebalikan
arah jalur.
Irigasi

Pemetaan Irigasi melalui proses yang sama dengan
pemetaan jalan dan pemetaan gorong-gorong yakni dengan
membuat titik koordinat awal jalan pada GPS dan beri kode
atau nama. Membuat foto pangkal jalan, membuat data awal
dimensi jalan meliputi lebar jalan, badan jalan, konstruksi jalan
dan tahun dibangun. Membuat mode jalur jalan pada GPS dan
beri kode atau nama. Melakukan pembuatan titik koordinat
pada GPS setiap 20 meter dan pengambilan foto, setiap sarana
ada kerusakan. Membuat titik koordinat akhir jalan dan foto
akhir kebalikan arah jalur.
Jembatan
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Pada pemetaan jembatan dilakukan dengan membuat titik
koordinat pada GPS dan beri kode atau nama. Membuat foto
yang terdiri dari foto atas, samping Kiri dan samping kanan.
Membuat dimensi jembatan yang berupa panjang, lebar, tinggi

dan kondisi jembatan.

(5) Sarana dan prasarana milik desa

Dalam melakukan pemetaan pada sarana dan prasarana
milik desa yang memuat titik koordinat pada GPS dan beri
kode atau nama. Memuat foto 4 dimensi yang berupa tampak
depan, samping Kiri, samping kanan, belakang dan foto dalam
apabila memungkinkan. Memuat data sarpras yang berisi nama

bangunan, tahun dibangun, kondisi dan informasi sarpras.

(6) Aset milik desa

(")

(8)

Aset milik desa dalam pemetaan yang dilakukan prosesnya
sama dengan pemetaan sarana dan prasarana milik desa yang
memuat titik koordinat pada GPS dan beri kode atau nama.
Memuat foto 4 dimensi yang berupa tampak depan, samping
kiri, samping kanan, belakang dan foto dalam apabila
memungkinkan. Memuat data sarpras yang berisi nama
bangunan, tahun dibangun, kondisi dan informasi sarpras.

Peta situs budaya

Pada pemetaan situs budaya prosesnya juga sama dengan
pemetaan sarana dan prasarana serta pemetaan asset desa yang
dalam proses pemetaannya memuat titik koordinat pada GPS
dan beri kode atau nama. Memuat foto 4 dimensi yang berupa
tampak depan, samping kiri, samping kanan, belakang dan foto
dalam apabila memungkinkan. Memuat data sarpras yang
berisi nama bangunan, tahun dibangun, kondisi dan informasi
sarpras.

Peta lahan
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Dalam memetakan peta lahan diawali dengan membuat
polygon lokasi lahan dan beri kode atau nama, selanjutnya
membuat foto yang mewakili lokasi sebanayak 3 foto,
membuat data lokasi yang berisi kepemilikan dan jenis varietas

tanaman.
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BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA RAHTAWU TAHUN 2021

Diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengatur permasalahan yang ada pada
suatu wilayah, pembuat kebijakan merancang sebuah pola yang tepat untuk
mengatur ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki
secara kolektif sehingga semua unsur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
yang diharapkan dan di butuhkan oleh masyarakat. Dengan melihat latar
belakang masyarakat menjadi salah satu jalan untuk mempelajari kebijakan apa
yang tepat untuk di terapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan yang di buat
implementasinya diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait
implementasi kebijakan, Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar Ayat 18:

A sh o g 2 g (il Ll Al ¢ s Qs ¢ s Gl

Artinya: “Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat” (QS. Az-
Zumar Ayat 18).

Ayat diatas telah  disampaikan bahwa  Allah  SWT, dalam
mengimplementasikan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat,
sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat menyelesaikan permasalahan
yang ada.

Pada proses implementsi kebijakan telah diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Umum Formulasi, Implementsi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan
Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam prinsip
penyusunan kebijakan publik pada halaman lima dijelaskan tujuan dari
implementasi kebijakan merupakan proses penerapan atau pelaksanaan dari

kebijakan yang telah ditetapkan  (Permenpan, 2007: 4). Dalam
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mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu juga berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, hal ini
dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan yang dibuat pada tingkat desa agar
sesuai dengan kebijakan yang dijalankan pada tingkat daerah.

Pemerintah Desa Rahtawu merancang sebuah kebijakan yang digunakan
sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan yang berisikan program kerja,
kebijakan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) yang berisi rencana program kerja Pemerintah Desa selama satu
periode kepala desa menjabat dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
yang berisi rencana program kerja Pemerintah Desa yang berjalan selama satu
tahun. Pemerintah Desa Rahtawu dalam mengimplementasikan kebijakan
didasarkan pada Peraturan Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rahtawu
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 yang berisi rencana
program Kkerja pemerintah desa selama satu periode kepala desa menjabat dan
Peraturan Desa Rahtawu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 yang berisi rencana program Kerja
Pemerintah Desa yang berjalan selama satu tahun. Rencana kerja yang sudah
disusun bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa, sehingga
diharapkan akan membawa dampak yang positif dan dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada.

Permasalahan yang ada di Desa Rahtawu secara garis besar didasarkan pada
masalah pendidikan dan ekonomi. Permasalahan pada sektor pendidikan
dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat Desa Rahtawu dalam mengenyam
pendidikan formal, masalah tersebut terjadi karena pola kehidupan masyarakat
Desa Rahtawu yang masih tradisional dan kurang terbuka dengan perkembangan
yang ada. Sektor ekonomi dalam masyarakat Desa Rahtawu juga tidak luput
dengan masalah tyang didasarkan pada beberapa faktor seperti jarak yang cukup
jauh dengan pusat perekonomian di kota, keterbatasan sumber daya manusia
dalam mengelola potensi yang ada di Desa Rahtawu dan keterbatasan modal

dalam menjalankan usaha.
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Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pendidikan masyarakat Desa
Rahtawu yang masih rendah, Pemerintah Desa Rahtawu bekerja sama dengan
Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus untuk membangun Sekolah Menengah
Pertama Negeri 3 Satu Atap Gebog pada tahun 2015. Selanjutnya kerjasama
dilakukan antara Pemerintah Desa Rahtawu dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Gebog untuk membuat kelas unit pembelajaran jarak jauh yang berada di Desa
Rahtawu. Usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi
sudah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa Rahtawu dengan
mengembangkan perekonomian mandiri pada masyarakat dengan memanfaatkan
potensi yang dimiliki Desa Rahtawu seperti memaksimalkan hasil panen dari
komoditas pertanian dan perkebunan. Meningkatkan keahlian masyarakat melalui
pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu serti budidaya ikan,
budidaya lebah, keterampilan menjahit dan inovasi pembuatan olahan makanan.
Dalam mengatasi permasalahan mengenai modal Pemerintah Desa Rahtawu
memberikan beberap opsi jalan keluar seperti menjembatani antara pemodal
dengan pelaku usaha atau memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang
ingin mengambil kredit usaha rakyat (KUR) yang diadakan oleh Pemerintah
Pusat.

Kebijakan yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa Rahtawu tidak
dapat dijadikan jaminan bahwa ketika kebijakan tersebut diimplementasikan maka
sepenuhnya akan berhasil. Tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan
kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor atau variabel yang saling berkaitan satu
sama lain dan bersifat individual atau kelompok.

Pada bab ini penulis akan membahas tentang strategi implementasi kebijakan
Pemerintah Desa Rahtawu. Untuk melihat strategi yang digunakan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu dapat dilihat mengenai faktor apa saja yang
mempengaruhi implementasi kebijakan seperti yang telah diutarakan oleh
Mazmanian dan Sabatier (1983) yang membagi menjadi tiga yakni karakteristik

masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan (Subarsono, 2005: 94).
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A. Karakteristik Masalah

Langkah pertama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan adalah
menentukan karakteristik masalah yang ada di desa. Pemerintah Desa Rahtawu
dalam melihat karakteristik masalah pada masyarakat Desa Rahtawu dengan
melihat secara langsung permaslahan apa saja yang muncul ditengah-tengah
masyarakat. Dalam melihat karakter masalah yang ada di Desa Rahtawu dapat
didasarkan pada empat faktor yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah
terkait, tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju, proporsi kelompok
yang dituju berdasarkan total populasi dan perubahan yang diharapkan.

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah terkait

Dalam menilai kesulitan teknis dari suatu masalah dilakukan dengan
melihat bagaimana permasalahan sosial yang ada dengan melihat secara
teknis apakah masalah tersebut mudah dipecahkan atau tidak. Secara umum
permasalahan di Desa Rahtawu jarang terjadi, beragamnya kepercayaan
yang dianut oleh masyarakatnya tidak pernah terjadi pergesekan, justru
permasalahan sering terjadi antara pengelola wisata dan masyarakat yang
disebabkan oleh macetnya akses jalan desa ketika musim liburan datang.

Cara yang digunakan untuk melihat tingkat kesulitan teknis terkait
masalah di Desa Rahtawu seperti yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik
Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Dari Pemerintah Desa Rahtawu dalam melihat kesulitan pada
permasalahan yang ada di Desa Rahtawu didasarkan pada pola
kehidupan masyarakat mas, dimana masyarakat sini tuh ya cenderung
tradisional jadi secara teknis ini menjadi masalah utama. Sektor
pendidikan menjadi masalah yang sudah kami selesaikan dengan baik
mas, tapi untuk sektor ekonomi ini masih dikembangkan dengan
maksimal mas melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa
rahtawu dan pada sektor kesehatan masih perlu kami tingkatkan lagi
dan kami buat puskesmas pembantu agar masyarakat dapat

memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan lebih maksimal mengingat
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jarak Desa Rahtawu yang cukup jauh dengan pusat kota” (Wawancara

Rasmadi, 12 April 2022).

Setelah melihat cara yang digunakan oleh Bapak Rasmadi untuk melihat
karakteristik masalah, selanjutnya Bapak Khalim menambahkan perlu
dilakukan juga langkah Identifikasi yang didasarkan pada kehidupan
masyarakat Desa Rahtawu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Usaha yang kami lakukan dalam mengidentifikasi tingkat
kesulitan dari permasalahan yang ada di Desa Rahtawu kami dasarkan
pada kehidupan masyarakat mas, jadi kami tim GIS (Geographic
Information System) dalam melihat permasalahan yang ada di Desa
Rahtawu lebih terfokuskan pada pembangunan ekonomi, kami
melihat dan mengidentifikasi permasalahan apa saja permasalah yang
menghambat pembangunan ekonomi kemudian mencari cara untuk
menyelesaikan masalah tersebut” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).
Pernyataan yang disampaikan Bapak Rasmadi dan Bapak Abdul

mengungkapkan bahwa dalam melihat karakteristik masalah didasarkan
pada permasalahan yang sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat,
kemudian dilakukan identifikasi terhadap setiap masalah sesuai dengan
kelompoknya. Langkah yang terakhir adalah mengklasifikasikan
permasalahan tersebut dengan menggunakan skoring pada setiap
permasalahan sehinggga permasalahan dengan skor tertinggi diproriritaskan
untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Tahapan yang terakhir setelah melihat cara dan indentifikasi dari
karakteristik masalah, kemudian Bapak Rasmadi menambahkan bahwa ada
permasalahan utama yang menjadi penghambat dalam pembangunan
ekonomi adalah wilayah, mobilitas (jarak) dan jalan. Diperlukan pula solusi
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bapak Rasmadi Didik Ariyadi
sebagai Kepala Desa Rahtawu menyampaikan bahwa:

“Untuk permasalahan yang paling utama di Desa Rahtawu itu ada

tiga yaitu wilayah, mobilitas (jarak) dan jalan. Masalah mengenai
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wilayah dan mobilitas tidak bisa dirubah ya mas karena berkaitan

dengan letak Desa Rahtawu yang berada di barat laut Kabupaten

Kudus dengan wilayah yang berbukit-bukit, tetapi untuk masalah jalan

kami sudah mengajukan pelebaran jalan kepada Pemerintah

Kabupaten Kudus dan sudah disurvei oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan harapan saya semoga segera direalisasikan agar nek ada

kendaran papasan ki engga wawasen terlalu minggir jurang”

(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber dan
hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa untuk melihat kesulitan pada permasalahan yang ada di Desa
Rahtawu didasarkan pada pola kehidupan masyarakat yang masih
tradisional. Selain itu faktor wilayah dan jalan juga mempengaruhi
mobilitas masyarakat Desa Rahtawu karena jaraknya lumayan jauh dari
pusat perekonomian di kota, untuk permasalahan jalan Pemerintah Desa
Rahtawu sudah mengajukan pelebaran jalan kepada Pemerintah Kabupaten
Kudus dan diharapkan untuk dilaksanakan sesegera mungkin agar dapat
mengurai permasalahan di Desa Rahtawu. Diperlukan usaha untuk
mengidentifikasi masalah dan potensi sehingga dapat ditemukan
karakteristik dari masalah yang ada di masyarakat.

Cara yang digunakan dalam melihat karakteristik dari sebuah masalah
adalah dengan mengidentifikasi masalah dan potensi terlebih dahulu,
seperti artikel yang ditulis oleh Moh. Hudi Setyobakti dalam Jurnal
Penelitian llmu Ekonomi WIGA pada tahun 2017 yang berjudul
“Identifikasi Masalah dan Potensi Desa Berbasis Indek Desa Membangun
(IDM) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Usaha
yang digunakan Pemerintah Desa Gondowangi berlandaskan Permendesa
No 2 Tahun 2016 yang berisikan indeks desa membangun, bertujuan untuk
mengukur posisi kemandirian dan kemajuan desa. Indikator pada indeks
desa membangun desa ada tiga yakni menjadi sebuah instrumen untuk

menempatkan posisi serta status desa dengan melihat tingkat kemandirian
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dan kemajan desa, dijadikan materi dalam menyusun target lokasi pada
lingkup desa, menjadi instrumen dalam berkoordinasi antara Pemerintah
Desa, Pemerintah Daerah dan lembaga terkait. dalam mengidentifikasi
masalah dan potensi didasarkan pada zona interaksi dimana Desa
Gondowangi dikategorikan sub urban dengan masyarakat yang menyatu
dan tidak terpisah secara geografis, wilayah yang yang berdekatan dengan
kota memudahkan masyarakat dalam menjangkau fasilitas publik dan pusat
perekonomian. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan
seumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang yang masih belum
maksimal (Hudi, 2017: 13).

Permasalahan dalam penelitian sebelumnya berkaitan dengan seumber
daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang yang masih belum maksimal,
permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Rahtawu. Tetapi terdapat
perbedaan dengan keadaan Desa Rahtawu dimana pada zona interaksi
dikategorikan sebagai rural (perdesaan), hal ini mempengaruhi jauhnya
masyarakat dalam memperoleh fasilitas publik dan pusat perekonomian
yang berada di bawah (pusat kota). Sehingga diperlukan pemaksimalan
fasilitas pada tingkat desa dalam bidang pendidikan, kesehatan dan

perekonomian mengingat jarak yang cukup jauh.

. Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju

Tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju menjadi faktor yang
mempengaruhi program yang akan dibuat, apabila kelompok yang dituju
homogen maka akan lebih mudah dalam menerapkan sebuah program dan
jika kelompok yang dituju bersifat heterogen maka akan lebih susah dalam
menerapkan program. Pemerintah Desa Rahtawu dalam menjalankan
program dilakukan melalui kelompok atau organisasi masyarakat yang ada
di Desa Rahtawu, usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk efisiensi
waktu dan anggaran.

Dalam melihat tingkat kemajemukan dari kelompok yang dituju Bapak
Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu mengungkapkan

bahwa:
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“Program yang kami jalankan mas sesuai dengan kebutuhan dari
kelompok masyarakat kami seperti kelompok tani, kelompok sadar
wisata dan kelompok pembina kesejahteraan keluarga (PKK). Jadi
ketika menjalankan program akan lebih mudah karena langsung kami
kelompokkan dibandingakan jika menjalankan program secara
individu” (Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Setelah melihat efektivitas dalam menjalankan program yang disampaikan
oleh Bapak Rasmadi yang didasarkan pada kelompok daripada individu.
Dalam menjalankan program lebih dipilih dijalankan secara kelompok
karena melihat efektivitas waktu dan anggaran dalam menjalankan
program, jika dijalankan secara individu maka akan memakan waktu yang
lebih lama dan membutuhkan anggaran yang lebih besar, oleh karena itu
program akan berjalan lebih efektif jika dijalankan secara kelompok dan
mempermudah dalam pengawasan.

Kemudian dilakukan cara untuk melihat tingkat kemajemukan dari
masyarakat tim GIS (Geographic Information System) fokus untuk
mengembangkan pada organisasi masyarakat yang dibawahi, seperti yang
disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic
Information System) yakni:

“Kami tim GIS (Geographic Information System) dalam
menentukan tingkat kemajemukan masyarakat yang kami tuju
berdasarkan pada organisasi masyarakat yang dibawahi oleh tim GIS
(Geographic Information System) ada beberapa kelompok mas seperti
kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok tani dan Karang
Taruna dengan membuat program yang disesuaikan masing-masing
kelompok” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber dan
hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa masyarakat Desa Rahtawu adalah masyarakat yang homogen. Oleh
karena itu dalam menjalankan program akan lebih mudah dan lebih mudah

jika dilakukan secara kelompok dibandingakan jika menjalankan program
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secara individu. Selanjutnya didasarkan pada kesadaran pribadi untuk
berkontribusi dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
internal dibawah naungan Pemerintah Desa Rahtawu. Dalam melihat tingkat
kemajemukan dalam masyarakat harus dilakukan dengan seksama sehingga
mempermudah dalam pendampingan dan pengembangan kelompok yang
ada di Desa Rahtawu.

Usaha yang digunakan dalam melihat tingkat kemajemukan dari
kelompok yang dituju dilakukan dengan melihat peran masyarakat dalam
mengikuti program yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan pihak terkait,
seperti artikel yang ditulis oleh Yulian Sadono dalam Jurnal Pembangunan
Wilayah dan Kota pada tahun 2013 yang berjudul “Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”. Untuk melihat tingkat kemajemukan
dari kelompok yang dituju menggunakan pemahaman Arnstein yang
membagi menjadi delapan yaitu pemberian informasi, manipulasi,
konsultasi, terapi, perujukan, pelimpahan kekuasaan, kemitraan dan
masyarakat yang mengontrol. Dalam peran masyarakat didasarkan pada
pola kehidupan yang homogen dimana sebagian besar masyarakat Desa
Jeruk berpendidikan rendah, mata pencaharian masyarakatnya sebagian
besar sebagai petani dan memanfaatkan hutan untuk mencari rumput serta
kayu bakar. Kawasan konsevasi hutan TN. Gunung Merbabu di Desa Jeruk
masih rapat karena kesadaran masyarakatnya untuk melakukan konservasi
dan memanfaatkan hutan sesuai kebutuhan sehingga tetap terjaga
keasriannya. Permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat Desa Jeruk
adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga
diperlukan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dan
pengelolaan TN. Gunung Merbabu, tetapi kegiatan tersebut terkendala
karena tidak adanya anggaran dalam menyelenggarakannya atau dengan
kata lain dengan biaya sendiri. (Yulian, 2013: 61).

Masyarakat Desa Rahtawu juga berpola homogen dengan tingkat

pendidikan yang rendah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi
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Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu) yang mengalokasikan anggaran
sebesar 28,3% untuk pembangunan ekonomi dari total keseluruhan
anggaran desa pada setiap tahun, sehingga Pemerintah Desa Rahtawu
berkomitmen untuk membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan
soft skill masyarakat kelompok tani, Karang Taruna, kelompok sadar wisata
(Pokdarwis) dan kelompok pembina Kkesejahteraan keluarga (PKK).
Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki
Desa Rahtawu dengan semaksimal dan sebijak mungkin, sehingga dapat
menciptakan perekonomian desa yang mandiri dengan manfaatkan sungai,

hutan, pertanian dan perkebunan.

. Proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total populasi

Penentuan proporsi kelompok digunakan untuk menjalankan program,
apabila program dilaksanakan kepada seluruh populasi maka akan lebih
susah diimplementasikan dan sebaliknya jika populasi yang digunakan
dalam mengimplementasikan program lebih sedikit maka akan jauh lebih
mudah. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dengan
menentukan proporsi kelompok dipetakan sesuai program yang sudah
dibuat, sehingga mempermudah dalam mengatur pelaksanaannya karena
sesuai dengan kebutuhan kelompok atau organisasi masyarakat.

Dalam menentukan proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total
populasi di Desa Rahtawu, Bapak Abdul Khalim selaku ketua GIS
(Geographic Information System) menyampaikan bahwa:

“Cara yang digunakan dalam menentukan proporsi kelompok
dilakukan dengan membuat beberapa program yang sekiranya
dibutuhkan untuk memaksimalkan kegiatan pada organisasi
masyarakat yang ada di Desa Rahtawu, seperti pada kelompok sadar
wisata melakukan usaha penyeragaman harga menu makanan dan
kolam renang agar tidak ada ketimpangan harga antara satu tempat
dengan tempat lainnya” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan Bapak abdul mengungkapkan bahwa cara

yang digunakan dalam menentukan proporsi kelompok maka akan dibuat
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program sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, sehingga program
akan lebih efektif karena telah disesuaikan dengan kelompok sasaran atau
kelompok yang dituju.

Proporsi kelompok dipetakan menurut minat dan bakat dari setiap
individu terhadap suatu keterampilan, seperti yang disampaikan oleh Bapak
Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Usaha yang kami lakukan dalam menentukan proporsi kelompok
dibuat agar lebih mudah dalam menjalankan program mas, seperti
salah satunya pada program pemaksimalan produksi kopi yang
dijalankan oleh kelompok tani yang menanam tanaman kopi”
(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Dalam menentukan proporsi kelompok menurut Bapak Rasmadi maka
akan dipetakan sesuai dengan minat dan bakat masyarakat, kemudian
diarahkan untuk masuk kedalam kelompok atau organisasi seperti
Pokdarwis, Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani dan
Karang Taruna. Salah satu conth kegiatan yang dijalankan sesuai dengan
proporsi kelompk adalah pemaksimalan produksi dan olahan kopi yang
dilaksanakan pada Kelompok Tani

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber dan
hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa cara yang digunakan dalam menentukan proporsi kelompok
dilakukan dengan membuat beberapa program yang sekiranya dibutuhkan
untuk memaksimalkan kegiatan pada organisasi masyarakat yang ada di
Desa Rahtawu.

Dalam menentukan proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total
populasi dapat dilakukan melihat individu yang ada di organisasi dan
tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut, seperti artikel yang ditulis oleh
Nellis Mardhiah dalam Jurnal Public Policy, pada tahun 2017 yang berjudul
“Identifikasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh
Barat”. Penelitian ini menggunakan pemahaman Freemen dan Sherwood

dalam mengidentifikasi dilakukan dengan melihat masalah dan kebutuhan,
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selanjutnya menentukan sasaran kegiatan yang akan dijalankan dalam
pembangunan desa di Kabupaten Aceh Barat melibatkan masyarakat secara
langsung melalui lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Diharapkan
kelompok vyang terlibat dalam kegiatan dapat dipengaruhi secara
intelegensia  (kecerdasan), keahlian, mental dan kesadaran untuk
berkembang (Nellis, 2017: 87).

Pemerintah Desa Rahtawu sudah menjalankan Proporsi kelompok yang
dituju berdasarkan total populasi didasarkan pada minat dan bakat setiap
individu yang dikelompokkan kedalam lembaga kemasyarakatan desa
(LKD). Meskipun demikian proporsi masyarakat yang terlibat pada
program kegiatan tidak sebanding dengan total populasi Desa Rahtawu,
seperti pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tercantum pada
RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) bahwa
masyarakat yang terlibat dalam program kegiatan selama enam tahun hanya
berjumlah 145 jiwa dari total penduduk sebanyak 5.009 jiwa, dengan
demikian masyarakat yang telibat hanya 3% dari total populasi di Desa

Rahtawu.

Tabel 4..
RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu Tahun 2020-2025

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sasaran
Jumlah

Desa Jumlah Satuan

Sub Bidang Pertanian dan

Peternakan

Peningkatan produksi tanaman
pangan (alat produski  dan _
] 7 Kelompok | 70 Jiwa
pengolahan pertanian,

penggilingan padi/ jagung, dll)
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Peningkatan produksi
peternakan (alat produksi dan

pengolahan peternakan kandang)

Sub Bidang Kelautan dan
Perikanan

Pebangunan/ rehabilitasi/
peningkatan ~ karamba/  kolam

perikanan darat milik desa

Pelatihan/ bimtek/ pengenalan : unit 20 Jiwa
teknologi tepat guna untuk
perikanan air tawar
Pembangunan budidaya ikan 7 Kelompok | 35 Jiwa
karamba
Budidaya ikan tawar dalam 4 Kelompok | 20 Jiwa
ember

Jumlah 145 Jiwa

Tabel 4 RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu

4. Perubahan yang diharapkan

Beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu diharapkan dapat memberikan dampak yang bersifat pengetahuan
atau kognitif bagi masyarakat Desa Rahtawu dengan tujuan untuk
mengubah sikap dan perilaku agar lebih baik. Perubahan yang diharapkan
agar seluruh masyarakat Desa Rahtawu dapat menerima perubahan zaman
tetepi tetap mempertahankan tradisi yang ada di Desa Rahtawu.

Perubahan yang diharapkan bagi kehidupan masyarakat Desa Rahtawu
sebagaimana yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai
Kepala Desa Rahtawu:

“Berbagai program yang sudah kami laksanakan saya harap dapat

membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Desa Rahtawu
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mas, jadi melalui usaha mengkombinasikan pola masyarakat yang

tradisional dengan modernisasi untuk memaksimalkan dalam

pengelolaan potensi di Desa Rahtawu” (Wawancara Rasmadi, 12

April 2022).

Program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu
diharapkan dapat membawa perubahan secara signifikan bagi masyarakat
dalam mengelola potensi yang dimiliki Desa Rahtawu. Meskipun demikian
nilai tradisional yang ada di masyarakat Desa Rahtawu diharapkan agar
tetap dipertahankan dan dikombinasikan dengan modernisasi, sehingga
terjadi  keselarasan antara budaya lokal dengan modernisasi yang
memaksimalkan pemanfaatan teknologi.

Tim GIS (Geographic Information System) diharapkan dapat menjadi
wadah untuk masyarakat Desa Rahtawu dalam menjalankan usaha, Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System)
mengungkapkan bahwa:

“Perubahan yang kami harapkan dari adanya tim GIS (Geographic
Information System) sangat besar mas, kami harap dapat menjadi
wadah masyarakat dan organisasi masyarakat di Desa Rahtawu dalam
melakukan usaha pembangunan ekonomi melalui program yang
sudah kami rancang untuk memaksimalkan potensi wilayah Desa
Rahtawu” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu membentuk tim GIS (Geographic Information
System) untuk memaksimalkan dan memetakan, mengelola dan
merencanakan berbagai potensi yang ada di Desa Rahtawu. Diharapkan
dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan dan
menajalankan pembangunan ekonomi melalui program yang sudah dibuat,
isi dari program tersebut berorientasikan pada pengembangan potensi Desa
Rahtawu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat

disimpulkan bahwa perubahan yang diharapkan adalah terbukanya pola
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pikir dan sudut pandang terkait beberapa potensi yang ada di Desa Rahtawu,
sehingga dapat semakin memupuk rasa memiliki dan upaya dalam
mengembangkan berbagai potensi yang ada dengan lebih maksimal.
Diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dari masyarakat
Desa Rahtawu, melalui usaha mengkombinasikan pola masyarakat yang
tradisional dengan modernisasi untuk memaksimalkan dalam pengelolaan
potensi di Desa Rahtawu.

Perubahan yang diharapkan dari masyarakat setelah mengikuti kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dapat mempengaruhi kebidupan
masyarakat secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
seperti artikel yang ditulis oleh Albertus Lalaun dan Agus Siahaya dalam
Jurnal Administrasi Publik pada tahun 2015 yang berjudul “Dampak
Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. Perubahan yang diharapkan dari
masyarakat didasarkan pada Pasal 3 UU No 11 Tahun 2019 yang bertujuan
untuk meningkatkan serta kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan
kesejahteraan  sosial melalui  kelembagaan yang berkelanjutan,
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
pengorganisasian dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan
memulihkan fungsi sosial untuk meningkatkan kemandirian. Program
pemberdayaan masyarakat yang berjalan di Kecamatan Yaru meningkatkan
keterampilan masyarakat secara signifikan, kebeberhasilan yang dicapai
dipengaruhi oleh usaha pemerintah yang selalu menyampaikan tujuan dan
target dari setiap program yang berjalan. Meskipun demikian masih terdapat
beberapa kendala pada program yang berjalan seperti masyarakat masih
pasif dan evaluasi yang masih belum maksimal terhadap program yang
sudah berjalan (Albertus, 2015: 85).

Hasil yang diharapakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dari program
yang dijalankan dalam pembangunan ekonomi dapat memberikan dampak
yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Permasalahan yang terjadi di

Desa Rahtawu dalam upaya pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh
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kurangnya keterlibatan masyarakat seperti pada penelitian sebelumnya,
meskipun begitu terdapat perbedaan pada tahapan setelah pelaksanaan
kegiatan yaitu pengawasan atau monitoring program yang belum maksimal
sehingga mempengaruhi hasil yang kurang maksimal dari program yang

sudah berjalan.

B. Karakteristik Kebijakan

Setelah mengelompokkan masalah sesuai dengan karakternya selanjutnya
adalah menentukan karakteristik kebijakan, dalam menentukan karakter dari
sebuah kebijakan didasarkan atas permasalahan yang telah diperoleh,
kemudian dicari cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Pemerintah
Desa Rahtawu dalam menentukan karakteristik kebijakan dilakukan dengan
melihat permaslahan apa saja yang ada di Desa Rahtawu sehingga kemudian
dicarikan cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui
sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu. Karakteristik
kebijakan didasarkan pada tujuh faktor yakni kejelasan isi kebijakan, dukungan
teoritis dari suatu kebijakan, besarnya alokasi dana dari sebuah kebijakan,
keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan
pada badan pelaksana, komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dan
seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi
kebijakan.

1. Kejelasan isi kebijakan

Ketika akan mengimplementasikan sebuah kebijakan maka harus ada
kejelasan isi dan sasaran dari kebijakan. Semakin jelasnya sebuah kebijakan
menandakan bahwa implementor kebijakan akan semakin mudah dalam
memahami dan mengimplementasikan dalam tindakan nyata. Sebaliknya
ketika tidak ada kejelasan isi dan sasaran dari sebuah kebijakan maka akan
berpotensi untuk melahirkan distorsi dalam implementasi kebijakan. Isi dari
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu pada waktu sekarang

terfokuskan untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan membuat

81



beberapa program seperti peningkatan soft skill masyarakat Desa Rahtawu
melalui berbagai macam pelatihan dan menyediakan wadah bagi masyarakat
yang ingin mengembangkan kreatifitasnya melalui kelompok masyarakat
atau organisasi masyarakat yang berjalan pada beberapa bidang. Kebijakan
yang dibuat olen Pemerintah Desa Rahtawu ditetapkan menjadi Peraturan
Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 berisikan mengenai kegiatan yang
dijalankan olen Pemerintah Desa Rahtawu selama satu periode.
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai
Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Kebijakan yang kami susun pada saat ini masih fokus pada
pembangunan ekonomi, jadi ngembangin potensi yang dimiliki oleh
Desa Rahtawu ada beberapa mas seperti peningkatan hasil pertanian,
perkebunan dan pengelolaan tempat wisata” (Wawancara Rasmadi,
12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi menyatakan bahwa
pada saat ini Pemerintah Desa Rahtawu kebijakan yang disusun masih
difokuskan pada pembangunan ekonomi. Usaha tersebut dilakukan dengan
mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Rahtawu seperti pada bidang
pertanian, perkebunan dan pengelolaan tempat wisata.

Isi dari kebijakan yang dijalankan oleh tim GIS (Geographic
Information System) mengacu pada paket kebijakan yang telah disusun
oleh Pemerintah Desa Rahtawu, sebagaimana yang disampaikan oleh
Bapak Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Kegiatan yang dilakukan kami mengacu pada kebijakan yang
telah disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu mas, meskipun
demikian kami tim GIS (Geographic Information System) mempunyai
peranan penting untuk menyusun program apa saja perlu dilakukan
untuk menunjang pembangunan ekonomi Desa Rahtawu dan

kemudian kami laporkan kepada pihak Pemerintah Desa Rahtawu
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yang kemudian disahkan menjadi RPJMDesa (rencana pembangunan

jangka menengah desa)” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Dalam menjalankan program tim GIS (Geographic Information System)
mengacu pada kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun
2020-2025 dan Rencana Kerja Pemenrintah Desa (RKPDesa) Rahtawu
tahun 2021. Tim GIS (Geographic Information System) mempunyai peranan
penting untuk merencanakan dan menyusun berbagai program dalam upaya
pembangunan ekonomi kemudian diberikan kepada Pemerintah Desa
Rahtawu, sehingga program yang sudah disusun dan direncanakan
digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang
diimplementasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemenrintah Desa (RKPDesa).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber dan
hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa isi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu pada saat
ini masih terfokuskan pada pembangunan ekonomi berdasarkan potensi
yang dimiliki oleh Desa Rahtawu seperti peningkatan hasil pertanian,
perkebunan dan pengelolaan tempat wisata, kebijakan yang dibuat
ditetapkan dalam RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah
desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Kejelasan isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam
RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa) dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berisiskan berbagai macam trategi
sehingga dapat menciptakan sebuah pola yang terstruktur untuk mengatasi
permasalahan yang ada di desa. Artikel Saeful Bachrein yang diterbitkan
pada Jurnal Analisis Pertanian pada tahun 2010, yang berjudul “Pendekatan
Desa Membangun di Jawa Barat Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Pedesaan”. Dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan diperlukan
adanya strategi yang digunakan untuk merancang pembangunan, melalui

kebijakan yang dibuat di harapkan akan menjadi landasan dalam upaya
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pembangunan di Desa. Rustiadi (2001) berpandangan dalam menentukan
kejelasan isi kebijakan dilakukan melalui dua cara yakni dengan melihat
adanya political will serta mengimplementasikan program yang sudah
disusun. kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau usaha
untuk mencegah hal-hal yang tiak diinginkan. Melalui pemberdayaan
masyarakat dan aparat Desa diharapkan dapat menciptakan Desa mandiri
dan sejahtera. Kebijakan yang disusun kemudian ditetapkan dalam
RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa) dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kemudian harus terjalinnya sinergitas
antara implementor kebijakan dari lembaga kemasyarakatan desa (LKD)
sampai pemerintah pusat, karena pada tahapan ini implementor kebijakan di
Jawa Barat tidak melaksanakannya dengan maksimal (Saeful, 2010: 133).
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu berorientasikan
pada pembangunan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMDesa (rencana
pembangunan jangka menengah desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa). Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Rahtawu bekerjasama
dengan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) sehingga distribusi dan
sosialisasi dari isi kebijakan akan tersampaikan kepada masyarakat dengan

lebih maksimal.

. Dukungan teoritis dari suatu kebijakan

Dalam membuat sebuah kebijakan diperlukan dukungan teoritis yang
digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan tersebut, dukungan
teoritis diperlukan karena berbagai usaha yang disampaikan sudah teruji dan
dijalankan, meskipun tidak jarang dilakukan modifikasi untuk
menyesuaikan lingkungan sosial yang menjadi sasaran
diimplementasikannya kebijakan. Dukungan teoritis yang digunakan
Pemerintah Desa Rahtawu dalam membuat kebijakan mengacu pada
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat seperti Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2007
Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementsi, Evaluasi Kinerja dan

Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan
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Daerah, dalam prinsip penyusunan kebijakan publik pada halaman lima
dijelaskan tujuan dari implementasi kebijakan merupakan proses penerapan
atau pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan (Permenpan, 2007:
4). Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu
menyampaikan bahwa:

“Dalam menjalankan kebijakan ada di Desa Rahtawu kami
Pemerintah Desa Rahtawu mengacu pada Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa mas, dimana sudah dijelaskan bahwa
pemerintah desa mempunyai wewenang untuk memanfaatkan potensi
yang ada melalui kebijakan dimana tujuan untuk mengatur dan kami
jadikan sebagai acuan dalam memanfaatkan potensi Desa Rahtawu
mas” (Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam menjalankan kebijakan mengacu pada
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sudah termaktub bahawa
pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Sehingga Pemerintah Desa Rahtawu mempunyai
kewenangan untuk memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Desa
Rahtawu.

Dukungan teoritis yang dijalankan oleh tim GIS (Geographic
Information System) mengacu pada paket kebijakan yang telah disusun
oleh Pemerintah Desa Rahtawu, seperti yang disampaikan oleh Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Dalam menjalankan kebijakan kami mengacu pada kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Desa Rahtawu, kebijakan
tersebut dapat berupa hasil RPJMDesa (rencana pembangunan jangka
menengah desa) dan Perdes (peraturan desa)” (Wawancara Abdul, 12
April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul menyatakan bahwa
lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan berbagai organisasi yang ada di
Desa Rahtawu mengikuti kebijakan yang sudah disusun oleh Pemerintah

Desa Rahtawu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
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(RPJMDesa) tahun 2020-2025 dan Rencana Kerja Pemenrintah Desa
(RKPDesa) Rahtawu tahun 2021.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa dalam menjalankan kebijakan di Desa Rahtawu kami
Pemerintah Desa Rahtawu mengacu pada undang-undang desa no. 6 tahun
2014, dijelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang untuk
memanfaatkan potensi yang ada melalui kebijakan yang bertujuan untuk
mengatur dan menjadi acuan dalam memanfaatkan potensi Desa Rahtawu.
Sedangkan untuk organisasi yang berada dibawah naungan Pemerintah Desa
Rahtawu didasarkan pada RPJMDesa (rencana pembangunan jangka

menengah desa) dan Peraturan Desa.

. Besarnya alokasi dana dari sebuah kebijakan

Usaha dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak hanya didasarkan pada
lingkungan dan sasaran kelompok yang dituju, tetapi dipengaruhi juga
dengan besarnya alokasi dana untuk mendukung keberhasilan dalam
menerapkan sebuah kebijakan, seperti realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 dengan alokasi belanja berjumlah Rp.
3,499,180,851 dengan rincian bidang penyelenggaraan pemerintah desa
berjumlah Rp. 840,267,351, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.
2,145,108,500, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 255,370,000, bidang
pemberdayaan masyarakat Rp. 12,435,000 dan bidang penanggulangan
bencana darurat dan mendesak desa Rp. 246,000,000.
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Gambar 13
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Rahtawu Tahun 2021

Gambar 13 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu

Setiap program yang sudah disusun diperlukan staff untuk melakukan
pekerjaan secara administratif, pelaksana program dan monitor program,
dimana semua staff tersebut membutuhkan biaya untuk menjalankan
tugasnya. Dalam menjalankan program kegiatan membutuhkan anggaran
agar dapat dilaksanakan, seperti yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik
Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu:

“Setiap menjalankan kegiatan atau menjalankan sebuah kebijakan
sudah pasti membutuhkan dana mas, jadi kami Pemerintah Desa
Rahtawu mengalokasikan dana melalui RPJMDesa (rencana
pembangunan jangka menengah desa), nah untuk fokus pembangunan
ekonomi kami mengalokasikan anggaran sebanyak 28,3% dari total
keseluruhan anggaran yang ada” (Wawancara Rasmadi, 12 April
2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi menyatakan bahwa
dalam menjalankan program dan kegiatan Pemerintah Desa Rahtawu
membutuhkan dana atau anggaran, alokasi dana tersebut akan disusun dan
dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan
dialokasikan pada rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJMDesa).
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Dalam menjalankan kebijakan disesuaikan dengan prioritas yang
diutamakan Pemerintah Desa Rahtawu karena keterbatasan dana, Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System) bahwa:

“Kami tim GIS (Geographic Information System) dalam
menjalankankan kegiatan mengacu pada anggaran yang telah
dialokasikan oleh Pemerintah Desa Rahtawu mas, yang telah
mengalokasikan anggaran dalam pembangunan ekonomi sebagai
skala prioritas pada RPJMDesa (rencana pembangunan jangka

menengah desa)” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul menyatakan bahwa
lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan organisasi yang ada di Desa
Rahtawu mengacu pada alokasi anggaran yang sudah disusun oleh
Pemerintah Desa Rahtawu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa dalam menjalankan sebuah kebijakan sudah pasti kami
pemerintah Desa Rahtawu mengalokasikan dana melalui RPJMDesa
(rencana pembangunan jangka menengah desa), untuk fokus pembangunan
ekonomi kami mengalokasikan anggaran sebanyak 28,3% dari total
keseluruhan anggaran yang dibutuhkan Desa Rahtawu.

Pemerintah desa mengalokasikan dana dalam upaya pembangunan
ekonomi, seperti artikel ilmiah tesis Universitas Tanjungpura Pontianak
yang ditulis oleh Marselina Ara Lili pada tahun 2018 yang berjudul
“Pengelolaan  Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan
Lumar”. Alokasi dana desa menurut Kementrian Keuangan (2015)
bertujuan  untuk  membiayai  penyelenggaraan = kemasyarakatan,
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Pemerintah
Desa Magmanan dalam mengalokasikan anggaran disesuaikan dengan skala

prioritas yang diperlukan oleh masyarakat seperti pemberdayaan
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masyarakat dan pembangunan berupa fasilitas publik. Peramaslahan yang
dihadapi oleh Pemerintah Desa Magmanan seperti tidak adanya pegawai
yang kompeten dalam mengelola laporan keuangan dan banyaknya
peraturan yang berubah-ubah setiap waktu (Marselina, 2018: 16).
Permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Desa Rahtawu dalam
mengalokasikan anggaran adalah keterbatasan dana, sehingga dalam
menentukan kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu memprorioritaskan
pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan soft skill melalui program
pelatihan dan diiringi oleh pemaksimalan fasilitas penunjang (Jalan, area
wisata dan fasilitas umum) sebagai usaha dalam membangun ekonomi Desa

Rahtawu.

. Keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana

Koordinasi secara horizontal dan vertikal antar institusi sangat diperlukan
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, langkah ini sangat
dibutuhkan karena pada tahapan ini sering kali dilupakan sehingga
kebijakan yang sudah dibuat gagal untuk dijalankan. Dalam melakukan
pembangunan di Pemerintah Desa Rahtawu melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak untuk mendukung usaha tersebut, dukungan dilakukan
melalui instansi formal dan instansi non formal. Dukungan instansi
pelaksana formal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten Kudus, untuk dukungan Instansi non formal seperti Djarum
Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara),
sebagaimana yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai
Kepala Desa Rahtawu:

“Kerjasama yang sudah kami lakukan dengan berbagai pihak mas,
salah satunya mas pada upaya pembangunan ekonomi sudah
dilakukan adalah kerjasama yang dengan Djarum Foundation dan
YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara)” (Wawancara
Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu sudah menjalin kerjasama dengan berbagai

pihak, namun hanya ada sedikit kerjasama yang berjalan secara aktif dan
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konsisten seperti Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi
Alam Nusantara).

Kerjasama yang dilakukan oleh tim GIS (Geographic Information System)
terfokuskan pada konservasi alam Desa Rahtawu, Bapak Abdul Khalim
selaku ketua tim GIS (Geographic Information System) mengungkapkan
bahwa:

“Usaha yang yang kami lakukan melalui kerjasama dengan pihak
terkait melalui persetujuan Pemerintah Desa Rahtawu mas,
diantaranya kerjasama yang kami lakukan yakni dengan Djarum
Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) sudah
dijalankan beberapa kegiatan seperti penanaman atau penghijauan
pada wilayah lereng yang mulai gundul, penanaman tanaman peneduh
kopi, penanaman tanaman turus jalan berupa tanaman kencana dan
tabebuya” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul bahwa kersama yang
dijalin oleh tim GIS (Geographic Information System) harus melalui
persetujuan Pemerintah Desa Rahtawu, kerjasama yang sudah dilakukan
dengan Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam
Nusantara).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu baik dengan instansi formal maupun non formal. Kerjasama
dengan Instansi formal seperti YKAN (Yayasan Konservasi Alam
Nusantara) dan instansi perguruan tinggi, kerjasama dengan institusi non
formal seperti dengan Djarum Foundation dan organisasi pecinta alam.
Hasil kerjasama yang dilakukan berupa penanaman atau penghijauan pada
wilayah lereng yang mulai gundul, penanaman tanaman peneduh kopi,
penanaman tanaman turus jalan berupa tanaman kencana dan tabebuya.

Keterkaitan dan dukungan institusi dalam upaya pembangunan ekonomi,

Seperti artikel yang ditulis oleh Emon Saputra dan Dian Agustina yang
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diterbitkan pada Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies pada
tahun 2021, yang berjudul “Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan
Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokriyan Yogyakarta”. Peran
institusi pendukung dalam pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan
potensi lokal yang dijalankan di Masjid Jogokriyan mengacu pada
pandangan Ife (1996) berupa peran edukasional, peran representasional,
peran teknis dan peran fasilitatif. Kegiatan pembangunan ekonomi yang
dijalankan mendapat dukungan dari berbagai institusi seperti Pemerintah
Kota Yogyakarta, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah
(Emon, 2021: 179).

Sementara itu dukungan institusi yang diperoleh oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dalam usaha pembanguunan ekonomi desa seperti YKAN
(Yayasan Konservasi Alam Nusantara), instansi perguruan tinggi, Djarum
Foundation dan organisasi pecinta alam. Hasil kerjasama yang dilakukan
berupa penanaman atau penghijauan pada wilayah lereng yang mulai
gundul, penanaman tanaman peneduh kopi, penanaman tanaman turus jalan

berupa tanaman kencana dan tabebuya.

Gambar 14
Penanaman Pohon di Wilayah Desa Rahtawu oleh

YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) dan Djarum Foundation

oy TYGO

Gambar 14 Penanaman Pohon di Wilayah Desa Rahtawu oleh

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu
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5. Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana
Badan pelaksana kebijakan harus membuat aturan yang jelas dan
konsistem dalam mengimplementasikan kebijakan, usaha ini sangat
dibutuhkan agar dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai sasaran dan
tidak ada ketimpangan dalam mengimplementasikan kebijakan antara
kelompok satu dengan kelompok lainnya. Pemerintah Desa Rahtawu sudah
mengatur mengenai kebijakan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021
dengan melaksanakan kegiatan pembangunan atau peningkatan kolam
perikanan darat milik desa dan pelatihan atau pengenalan teknologi tepat
guna untuk perikanan air tawar, kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan
Peraturan Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rahtawu

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025.

Gambar 15

Budidaya Ikan Air Tawar dalam Kolam Terpal

Gambar 15 Budidaya lkan Air Tawar dalam Kolam Terpal

Sumber: Dokumen pribadi yang diambil pada 27 April 2022

Pemerintah Desa Rahtawu konsisten dalam menjalankan kebijakan sesuai
dengan RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa) tahun
2020-2025 Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu
mengungkapkan bahwa:

“Aturan yang kami buat dalam membangun Desa Rahtawu sudah
sangat jelas dan dirancang melalui RPJMDesa (rencana pembangunan
jangka menengah desa) tahun 2020-2025, selanjutnya mas kebijakan
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tersebut sudah kami jalankan ke masyarakat sesuai dengan tahun pada

RKPDesa (rencana kerja pemerintah desa) yang sudah kami susun”

(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Isi dari peraturan yang dijlankan oleh tim GIS (Geographic Information
System) mengacu pada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah
Desa Rahtawu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim
selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Dalam menjalankan aturan, kami tim GIS (Geographic
Information System) mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Desa Rahtawu mas, yang telah ditetapkan pada
RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa) dan
Peraturan Desa Rahtawu dalam rangka pembangunan ekonomi Desa
Rahtawu” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa kejelasan aturan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dalam membangun Desa Rahtawu sudah sangat jelas dan
dirancang melalui RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah
desa) dan kemudian digunakan organisasi dibawah naungan Pemerintah
Desa Rahtawu sebagai landasan dalam menjalankan program kerja.

Kejelasan dan konsistensi kebijakan dalam upaya pembangunan ekonomi
pada tingkat desa dijalankan sesuai dengan RPJMDesa (rencana
pembangunan jangka menengah desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa). Artikel yang ditulis Pawer Darasa Panjaitan dan Darwin
Damanik yang diterbitkan pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis pada tahun
2022, yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan
Ekonomi di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir”. Usaha yang dijalankan
oleh Pemerintah Kabupaten Samosir di Kecamatan Harian dalam upaya
pembangunan ekonomi sesuai dengan UU No 6 2014 Tentang Desa yang
melihat efektivitas kebijakan yang didasarkan empat tahapan yakni

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
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Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas pemerintah desa
dalam mengelola dana desa, sehingga alokasi dana sesuai dengan program
kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat (Pawer, 2022: 69).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam menjalankan kebijakan hampir tidak
ada permasalahan di semua tahapan, kendala muncul ketika pandemi
Covid-19 sehingga pelaksanaan program yang sudah disusun dalam
RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa) dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) harus dipindah waktu pelaksanaannya.

Gambar 16
Realisasi APBDes 2020, 2021 dan Infografis APBDes 2022
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu

Realisasi APBDes 2020

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 47.321.000
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 28.095.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2.945.000
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 16.281.000

Realisasi APBDes 2021

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 12,435,000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 7,820,000
Sub Bidang Penanaman Modal 4,615,000
Infografis APBDes 2022

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 303,181,000
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 278,505,000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 11,246,000
Sub Bidang Penanaman Modal 13,430,000

Gambar 16 Realisasi APBDes 2020, 2021 dan Infografis APBDes 2022
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu

6. Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
Komitmen aparat dalam mengimplementasikan kebijakan sangat
dibutuhkan karena pada tahapan ini sering kali disalah gunakan oleh badan
pelaksana kebijakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Komitmen
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Pemerintah Desa Rahtawu dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang

ada di Desa Rahtawu seperti yang tertuang pada Peraturan Desa Rahtawu

Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) Tahun 2021 pada bab 11l yang membahas visi, misi, tujuan,

strategis dan kebijakan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Desa Rahtawu, maka ditahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Rahtawu

menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni:

a. Tertibnya administrasi Pemerintah Desa Rahtawu dalam rangka
mewujudkan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan
bertanggungjawab yang berorientasika pada kepuasan masyarakat.

b. Tumbuh dan berkembang aneka budaya Desa Rahtawu.

c. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi.

d. Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, pendidikan, ketertiban,
kebersihan, kesehatan dan olah raga.

e. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Aparat Pemerintah Desa Rahtawu berkoomitmen terhadap tujuan
kebijakan sebagaimana yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi
sebagai Kepala Desa Rahtawu:

“Komitmen kami mas harus memanfaatkan semua potensi yang
ada di Desa Rahtawu dengan maksimal mas, sehingga besar harapan
saya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada berbagai
macam sektor seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan”
(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa rahtawu berkomitmen untuk memanfaatkan dan
memaksimalkan semua potensi yang ada di Desa Rahtawu, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan kualias hidup masyarakat agar lebih baik
lagi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun
2020-2025 dan Rencana Kerja Pemenrintah Desa (RKPDesa) Rahtawu
tahun 2021.

Tim GIS (Geographic Information System) dalam menjalankan aturan

mengacu pada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa
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Rahtawu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim selaku
ketua GIS (Geographic Information System):

“Dalam menjalankan aturan, kami tim GIS (Geographic
Information System) mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Desa Rahtawu mas, yang telah ditetapkan pada
RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa) dan
Peraturan Desa Rahtawu dalam rangka pembangunan ekonomi Desa
Rahtawu” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Tim GIS (Geographic Information System) dalam menjalankan aturan
mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu,
kebijakan tersebut telah disusun dan ditetapkan melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020-2025,
Rencana Kerja Pemenrintah Desa (RKPDesa) Rahtawu tahun 2021 dan
Peraturan Desa Rahtawu dalam rangka pembangunan ekonomi Desa
Rahtawu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa Komitmen yang dijalankan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dan organisasi dibawahnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pola pikir dan keahlian yang ada di masyarakat, bertujuan untuk
memanfaatkan semua potensi yang ada di Desa Rahtawu dengan maksimal,
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada sektor

pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Tabel 5
Realisasi APBDes Desa Rahtawu Tahun 2021

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
A | Sub Bidang Pendidikan
1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal

2 | Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
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3

Dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi

Sub Bidang Kesehatan

1 | Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa
(obat, insentif, KB, dsh)

2 | Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kelas bumil,
lansia dan insentif)

3 | Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk
masyarakat, tenaga dan kader kesehatan)

4 | Penyelenggaraan desa siaga kesehatan

5 | Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1

Pemeliharaan prasarana jalan desa

2

Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/ balai

kemasyarakatan

Sub Bidang Kehutahanan dan Lingkungan Hidup

1

Pengelolaan lingkungan hidup milik desa

Sub Bidang Pariwisata

1

Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana

pariwisata

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

1 | Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan/ketertiban oleh pemdes

2 | Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan
perlindungan masyarakat skala lokal desa

3 | Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa

4 | Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang

hukum

Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan
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1 | Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa

2 | Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan

keagamaan

C | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana

kepemudaan dan olahraga

2 | Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat
desa

D | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1 | Pembinaan lembaga adat

2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 | Pembinaan PKK
4

Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1 | Peningkatan kapasitas kepala desa

2 | Peningkatan kapasitas perangkat desa

3 | Peningkatan kapasitas BPD

B | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1 | Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal
BUMDesa)

Tabel 5 Realisasi APBDes Desa Rahtawu Tahun 2021
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu

7. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi
kebijakan.
Program yang sudah dibuat dalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan kemudian melihat seberapa luas akses kelompok luar untuk
berpartisipasi. Tahapan ini dijalankan untuk melihat apakah program yang

dibuat untuk masyarakat Desa Rahtawu memberikan peluang kepada
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mereka atau hanya menjadi penonton dari program yang sudah dijalankan.
Kelompok luar diberikan akses terbatas untuk berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi, Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa
Rahtawu mengungkapkan bahwa:

“Kami mempersilakan kelompok luar untuk turut berkontribusi
dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa Rahtawu mas,
aslinya udah banyak yang ingin bergabung mas, tapi balik lagi kami
butuh yang bisa bekerjasama secara konsisten seperti Djarum
Foundation dan YKAN (‘YYayasan Konservasi Alam Nusantara) sudah
menjalankan beberapa kegiatan seperti penanaman atau penghijauan
pada wilayah lereng yang mulai gundul. Tetapi kami membatasi
kontribusi yang dilakukan tidak ada unsur monopoli seperti prinsip
pemilik modal yang harus mendapatkan keuntungan, dengan kata lain
kontribusi dari pihak luar hanya membantu untuk memaksimalkan
potensi yang ada di Desa Rahtawu dan manfaatnya tetap dinikmati
oleh masyarakat Desa Rahtawu sendiri mas” (Wawancara Rasmadi,

12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi menyatakan bahwa
Pemerintah Desa Rahtawu mempersilakan kelompok luar untuk turut
berkontribusi dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa Rahtawu.
Pemerintah Desa Rahtawu menginginkan kerjasama secara konsisten
seperti Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam
Nusantara) sudah menjalankan beberapa kegiatan seperti penanaman atau
penghijauan pada wilayah lereng yang mulai gundul.

Partisipasi kelompok luar dalam implementasi kebijakan di Desa
Rahtawu sejauh ini sebagian besar masih berkaitan dengan alam,
sebagaiman yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim selaku ketua tim
GIS (Geographic Information System) yakni:

“Dalam menjalankan program kerja kami melakukan kolaborasi
dengan pihak luar dari Desa Rahtawu seperti Djarum Foundation dan

YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara). Untuk kerjasama
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yang kami lakukan dengan Djarum Foundation tidak hanya

melakukan reboisasi hutan pada wilayah Desa Rahtawu yang semakin

gundul tetapi juga memberikan bantuan bibit tanaman kopi dan
tanaman peneduh untuk memaksimalkan hasil panen kopi di Desa

Rahtawu” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Tim GIS (Geographic Information System) Dalam menjalankan program
kerja kami melakukan kolaborasi dengan pihak luar dari Desa Rahtawu
seperti Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam
Nusantara). Kerjasama yang dilakukan dengan Djarum Foundation adalah
reboisasi hutan pada wilayah Desa Rahtawu, memberikan bantuan bibit
tanaman kopi dan tanaman peneduh untuk memaksimalkan hasil panen kopi
di Desa Rahtawu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rahtawu mempersilakan kelompok
luar untuk terlibat dalam implementasi kebijakan dengan catatan akses yang
diberikan cukup terbatas. Sudah ada pihak yang terlibat dalam implementasi
kebijakan seperti organisasi pecinta alam, instansi perguruan tinggi, Djarum
Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) sudah
dijalankan beberapa kegiatan seperti penanaman atau penghijauan pada

wilayah lereng yang mulai gundul.

C. Menentukan Lingkungan Kebijakan

Usaha terakhir yang digunakan untuk melihat faktor yang mempengaruhi
kebijakan adalah lingkungan kebijakan, pada tahapan ini menjadi faktor
terpenting karena mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan.
Pemerintah Desa Rahtawu dalam menyusun kebijakan didasarkan pada
kebutuhan dan keadaan masyarakatnya, sehingga ketika kebijakan tersebut
dijalankan dapat menimalisir kesalahan yang ditimbulkan. Kebijakan yang
dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu disesuaikan dengan lingkungan

kebijakan seperti Peraturan Desa Rahtawu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
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Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 pada bab Il yang
membahas visi, misi, tujuan, strategis dan kebijakan membagi lingkungan
kebijakan menjadi dua yakni kebijakan internal dan kebijakan eksternal.
Kebijakan internal adalah kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu dalam
mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan. Kebijakan
eksternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam melihat lingkungan kebijakan dibagi menjadi empat sektor yaitu
kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat, dukungan publik
terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih, tingkat komitmen

dari aparat dan implementor kebijakan.

1. Kondisi sosial, ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasi
kebijakan di masyarakat didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi dan
kemajuan teknologi. Kondisi kehidupam sosial masyarakat Desa Rahtawu
didasarkan pada keberagaman kepercayaan yang dianut, sehingga seiring
berjalannya waktu kehidupan masyarakat mempengaruhi kebudayaan yang
ada di Desa Rahtawu. Pada kondisi perekonomian masyarakat Desa
Rahtawu didominasi oleh petani, perkebunan dan buruh perusahaan.
Kemajuan teknologi pada masyarakat Desa Rahtawu masih belum maksimal
meskipun sebagian masyarakatnya sudah memanfaatkan gawai untuk
menunjang aktifitas sehari-hari, masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan
teknologi untuk mengembangkan dan mempromosikan secara aktif berbagai
potensi yang dimiliki Desa Rahtawu di media sosial sehingga lebih menarik
wisatawan untuk berkunjung.

Kondisi sosial, ekonomi dan kemajuan teknologi dipengaruhi oleh
kehidupan masyarakat Desa Rahtawu, seperti yang disampaikan Bapak
Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Dalam melihat kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi
yang ada di Desa Rahtawu kami lihat berdasarkan pada pola

kehidupan sosial masyarakat yang cenderung masih tradisional mas,
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pada sektor ekonomi masyarakat kami masih di dominasi oleh

pertanian dan perkebunan yang dikarenakan oleh tanah untuk

dimanfaatkan masih sangat luas, untuk pemanfaatan teknologi
didominasi oleh kalangan muda yang memanfaatkan media sosial
untuk mempromosikan potensi yang ada di Desa Rahtawu kepada

khalayak umum” (Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber dan
hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi yang ada di Desa
Rahtawu didasarkan pada pola kehidupan sosial masyarakat yang cenderung
masih tradisional, pada sektor ekonomi masyarakat Desa Rahtawu masih di
dominasi pada bidang pertanian dan perkebunan.

Kondisi sosial, ekonomi dan kemajuan teknonologi menjadi indikator
untuk melihat bagaimana keadaan lingkungan kebijakan. Artikel yang
ditulis Tari Febbyanti, Nuraini dan Achmadi yang diterbitkan pada Jurnal of
Equatorial Education and Learning pada tahun 2018, yang berjudul “Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Muara
Baru Kecamatan Sungai Raya”. Pada penelitian dilakukan dengan
menganalisis faktor yang mepengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut
pandangan Suparmoko (2013) yang membagi menjadi dua yakni
pertumbuhan pada faktor produksi sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan efisiensi
faktor produksi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
Permasalahan di Desa Muara Baru ada dua yakni masalah pertama pada
sektor tanah dan kekayaan alam dimana pemanfaatannya sudah cukup baik
tetapi perencanaan pembangunan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
masyarakat belum berjalan, permasalahan kedua pada sektor barang-barang
modal dan tingkat teknologi dikarenakan belum adanya listrik dan jaringan
telepon (Tari, 2016: 6).

Keadaan sosial, ekonomi dan kemajuan teknonologi yang ada di Desa

Rahtawu dapat dikatakan sudah berjalan semuanya, pada sektor ekonomi
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masyarakat kami masih di dominasi oleh pertanian dan perkebunan yang
dikarenakan oleh tanah untuk dimanfaatkan masih sangat luas, untuk
pemanfaatan teknologi didominasi oleh kalangan muda yang memanfaatkan
media sosial untuk mempromosikan potensi yang ada di Desa Rahtawu
kepada khalayak umum. Kendala yang ada di Desa Rahtawu pada
kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan  masih berpolakan
tradisional sehingga dapat mempengaruhi berjalannya dan keberhasilan

sektor lain.

. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan partisipasi publik,
kebijakan yang memberikan insentif kepada publik sangat mudah untuk
mendapatkan dukungan publik. Pemerintah Desa Rahtawu dalam membuat
kebijakan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sehingga ketika kebijakan
tersebut diimplementasikan masyarakat mendukung dan turut berpartisipasi
pada program dijalankan, seperti Peraturan Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun
2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 pada
bidang pemberdayaan masyarakat desa sub bidang kelautan dan perikanan
yang berisi kegiatan yang dijalankan pada tahun 2021 adalah pembangunan
atau peningkatan kolam perikanan darat milik desa dan pelatihan atau
pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan air tawar. Berdasarkan
kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu
berkaitan dengan budidaya ikan air tawar mendapatkan dukungan oleh
masyarakat Desa Rahtawu yang didasarkan oleh melimpahnya sumber air,
sirkulasi air yang mengalir dengan lancar mempengaruhi pertumbuhan ikan
sehingga lebih maksimal.

Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Desa Rahtawu berupa
keterlibatan pada program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu,
seperti yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala

Desa Rahtawu bahwa:

103



“Masyarakat Desa Rahtawu sendiri memberikan dukungannya
kepada kami dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa
Rahtawu dengan menyukseskan dan terlibat aktif dalam program-
program yang sudah kami buat mas” (Wawancara Rasmadi, 12 April
2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi menyatakan bahwa
masyarakat Desa Rahtawu sendiri memberikan dukungannya kepada
Pemerintah Desa Rahtawu dalam mengembangkan potensi yang ada di
Desa Rahtawu. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat diberikan
melalui aktif dalam memberikan masukan dan terlibat aktif disetiap
kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu.

Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap tim GIS (Geographic
Information System) pada pembangunan ekonomi melalui program
pelatihan perkebunan dan pertanian, sebagaimana yang disampaikan Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Melalui kami masyarakat Desa Rahtawu dapat berkontribusi
dalam usaha pembangunan ekonomi mas, dengan mengikuti program
pelatihan di sektor pertanian dan perkebunan mengkombinasikan pola
yang lebih modern dengan harapan dapat memperoleh hasil yang
lebih  maksimal salah satunya seperti pelatihan hidroponik”
(Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Melalui tim GIS (Geographic Information System) masyarakat Desa
Rahtawu dapat berkontribusi dalam usaha pembangunan ekonomi,
masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengikuti program dan pelatihan yang
diadakan oleh tim GIS (Geographic Information System) seperti pada sektor
pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rahtawu memberikan dukungannya
kepada Pemerintah Desa Rahtawu dalam mengembangkan potensi yang ada

di Desa Rahtawu dengan menyukseskan dan terlibat aktif dalam program-
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program yang sudah dibuat, tim GIS (Geographic Information System)
memaksimalkan program pelatihan pada sektor pertanian dan perkebunan
mengkombinasikan pola yang lebih modern dengan harapan dapat
memperoleh hasil yang lebih maksimal seperti pelatihan hidroponik.

Dukungan masyarakat terhadap kebijakan sangat diperlukan karena
menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pembangunan ekonomi,
seperti dalam artikel yang ditulis Popy Marsysya dan Siti Amanah yang
diterbitkan pada Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
pada tahun 2018 yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Pengellaan Wisata Berbasis Potensi Desa di Kampung Wisata Situ Gede
Bogor”. Pada penelitian yang sudah berjalan mengenai tingkat partisipasi
masyarakat di kampung wisata Situ Gede Bogor dalam dalam melihat
partisipasi masyarakat menggunakan pendapat Cohen dan Uphoff (1979)
yang membagi kedalam empat tahapan seperti tahap pengambilan
keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati.
Permasalahan mengenai partisipasi masyarakat di kampung wisata Situ
Gede Bogor berada di tahapan pelaksanaan, dimana dipengaruhi oleh
keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Desa yang masih belum sejalan
(popy, 2018: 61).

Masyarakat desa rahtawu dapat dikatakan sudah terlibat aktif pada setiap
kegiatan dalam upaya pembangunan ekonomi, tetapi terjadi kendala karena
tidak semua masyarakat mengikuti pelatihan yang diselenggaran oleh
Pemerintah Desa Rahtawu sampai selesai, sehingga secara teknis
masyarakat belum memperoleh pengetahuan dan pelatihan secara utuh yang

mempengaruhi kesukesan penerapan program kedepannya.

. Sikap dari kelompok pemilih

Kelompok pemilih yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan dilakukan melalui beberapa cara yakni kelompok
pemilih dapat melakukan intervensi dari keputusan yang sudah dibuat oleh
badan pelaksana dengan berkomentar bertujuan agar dapat merubah

keputusan yang dibuat dan kelompok pemilih mempunyai kemampuan
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untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung kritik terhadap
kinerja yang dilakukan oleh badan pelaksana. Sikap kelompok pemilih tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Desa Rahtawu, karena kebijakan yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, seperti yang disampaikan Bapak Rasmadi Didik
Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Masyarakat Desa Rahtawu bersifat kooperatif terhadap kebijakan
yang kami jalankan mas, terlebih mas jika kebijakan tersebut dibuat
untuk membangun desa dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakatnya” (Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi menyatakan bahwa
masyarakat Desa Rahtawu kooperatif pada kebijakan yang dijalankan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu, dukungan yang diberikan masyarakat dengan
harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sikap yang ditunjukkan oleh tim pemilih sangat mendukung program
yang dilakukan oleh tim GIS (Geographic Information System) dalam
upaya pembangunan ekonomi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Masyarakat Desa Rahtawu sangat mendukung program yang
kami laksanakan mas, karean program kita buat berorientasikan pada
pembangunan ekonomi” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rasmadi, Bapak abdul juga

menyampaikan bahwa masyarakat Desa Rahtawu sangat mendukung
program yang dilaksanakan oleh tim GIS (Geographic Information System).
Kebijakan yang dibuat berorientasikan pada pembangunan ekonomi
masyarakat Desa Rahatwu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa sikap kelompok pemilih tidak mempengaruhi kebijakan
di Desa Rahtawu karena kebijakan yang dibuat sudah disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat. Masyarakat Desa Rahtawu bersifat kooperatif pada
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kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu, apabila
kebijakan tersebut dibuat untuk membangun desa dan meningkatkan

kualitas hidup.

. Tingkat komitmen dari aparat dan implementor kebijakan

Komitmen dari aparat dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan
tujuan yang sudah tertuang pada sebuah kebijakan sangat dibutuhkan,
menentukan prioritas dan tujuan dari kebijakan disesuaikan dengan urgensi
dari masalah yang ada di masyarakat yang harus segera diselesaikan,
kemudian direalisasikan sesuai dengan prioritas kebijakan yang sudah
dipilih. Komitmen yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dalam
menjalankan kebijakan dilakukan dengan melihat skala prioritas dari
kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dibuat sistem
ranking pada masing-masing kebijakan dengan indikator yang telah
ditentukan sehingga dapat diperoleh kebijakan yang harus segera
dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi
sebagai Kepala Desa Rahtawu:

“Komitmen kami mas dalam menjalankan kebijakan bertujuan
untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di Desa Rahtawu
dengan maksimal. Selanjutnya mas dalam menentukan prioritas dan
tujuan dari kebijakan kami sesuaikan dengan urgensi dari masalah
yang ada di masyarakat dan secepatnya harus segera diselesaikan,
kemudian kami realisasikan sesuai dengan prioritas kebijakan yang
sudah kami dipilih sesuai dengan urutan kebijakan yang telah
ditetapkan mas” (Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu berkomitmen untuk menjalankan kebijakan
dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di Desa Rahtawu dengan
maksimal. Dalam menentukan prioritas dan tujuan dari kebijakan
Pemerintah Desa Rahtawu disesuaikan dengan urgensi dari masalah yang
ada di masyarakat Desa Rahtawu dan sekiranya masalah apa saja yang

harus diselesaikan.
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Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa Komitmen dalam menjalankan kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu berkomitmen untuk menjalankan
kebijakan dengan tujuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di
Desa Rahtawu dengan maksimal. Dalam menjalankan kebijakan ditentukan
skala prioritas dan tujuan dari kebijakan disesuaikan dengan urgensi dari
masalah yang ada di masyarakat yang harus segera diselesaikan, kemudian
direalisasikan sesuai dengan prioritas kebijakan yang sudah dipilih sesuai
dengan urutan kebijakan yang ditetapkan.

Tingkat komitmen yang dijalankan pemerintah desa sudah sepatutnya
dijalankan dengan maksimal dalam upaya pembangunan ekonomi, seperti
artikel yang ditulis oleh Sarifudin Mada, Lintje Kalangi dan Hendrik
Gamaliel Saeful yang diterbitkan pada Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing
Goodwill pada tahun 2017, yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat
Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan
Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
Kabupaten Gorontalo”. Tingkat komitmen dari Pemerintah Desa dan
implementor kebijakan pada tingkat desa, dipengaruhi oleh tingginya
komitmen mereka sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
setiap kegiatan dalam upaya pembangunan desa melalui pengelolaan dana
desa yang akuntabel. Selanjutnya diperlukan pendampingan secara efektif
oleh pendamping desa, inspektorat dan pemerintah desa, sehingga setiap
program yang disusun telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
(Sarifudin, 2017: 113).

Pemerintah Desa Rahtawu dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)
berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan untuk
memaksimalkan semua potensi yang ada di Desa Rahtawu, usaha tersebut
disusun melalui RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa)
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan menentukan skala

prioritas dan tujuan dari kebijakan. kemudian disesuaikan dengan urgensi
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dari masalah yang ada di masyarakat yang harus segera diselesaikan,
sehingga setiap kebijakan direalisasikan sesuai dengan prioritas kebijakan

yang sudah dipilih sesuai dengan urutan kebijakan yang ditetapkan.
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BAB V
UPAYA PEMERINTAH DESA RAHTAWU DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu

Pemahaman menegenai pembangunan menurut S.P. Siagian (2007:2),
mengartikan bahwa pembangunan merupakan serangkaian usaha yang
mempunyai tujuan untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan yang
sederhana dengan dilakukan secara sadar oleh suatu Negara maupun bangsa
serta pemerintah yang berorientasikan modernitas yang mempunyai tujuan
pembinaan bangsa. Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda,
sehingga diperlukan adanya pengembangan terhadap potensi yang dimilikinya.
Dalam upaya pembangunan ekonomi di perlukan adanya unsur pendukung
seperti wilayah, sumberdaya alam, dan lingkungan. Tidak terlewatkan juga
faktor yang menyertai yang dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi secara
regional (viable & vibrant) yang selalu berhubungan dengan sumber daya
alam, mendapatkan dukungan legitimasi secara administrasi dan politik,
keahlian budaya, vitalitas, dan dukungan sosial. Terkait usaha untuk mencari
dan mengembangkan ekonomi, Allah SWT berfirman pada QS. Al-Jumu’ah
Ayat 10:

58 B0 155800 5 0 2 e 133505 51 8 1554808 § sleall el 1318
L’,J.,JY& ,S’S,S

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung”.

Dalam ayat diatas telah disampaikan bahwa Allah SWT, manusia setelah
menunaikan ibadah Sholat Subuh diharuskan untuk berusaha mencari atau
menjalan pekerjaan pada berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhanya.

Dalam menjalankan usaha alangkah lebih baiknya untuk selalu mengingat
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Allah (berdzikir dan berdo’a) agar hasil yang didapatkan lebih maksimal dan
berkah.

Usaha dalam pembangunan ekonomi Desa Rahtawu harus memperhatikan
prioritas pembangunan seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada pasal 8 ayat 1 mengenai pengadaan,
pengembangan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana
ekonomi masyarakat desa. selanjutnya dalam pembangunan ekonomi Desa
Rahtawu mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada pasal 1 ayat
17 dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarya kesejahteraan masyarakat
desa (Pergub, 2016: 3).

Landasan dalam usaha pembangunan ekonomi yang digunakan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang terdapat lima
prioritas kebijakan pada tahun 2021 yang berisikian pemantapan ekonomi
kreatif dan kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran,
pemnatapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, percepatan
pembangunan insftrastruktur ~ pendukung  perekonomian,  percepatan
peningkatan kualitas dan keunggulan kompetitif sumber daya manusia
(RPJMD, 2018: 298).

Pembangunan ekonomi dilakukan secara kritis bergantung dengan proses
untuk mengembangkan strategi, dengan melakukan perencanaan untuk
merealisasikan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Mengatasi faktor
penurunan dengan mendorong pembangunan pada wilayah yang semakin luas
agar dapat bersaing, mempunyai kapasitas yang memadai, dan dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri dari berbagai macam permasalahan seperti perubahan
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sosial dan iklim. Dengan tetap menyadari kapasitas yang dimilikinya agar
dapat berperan mempunyai pengaruh untuk melakukan pembangunan ekonomi
dan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan ekonomi diperlukan adanya program-program
yang sesuai untuk mengembangkan potensi masyarakat. Pemerintah Desa
Rahtawu pada periode sebelumnya hanya terfokus pada pembangunan fisik
dalam rencana pembangunan desa di setiap tahunya, dan yang terlewatkan
adalah pembangunan secara mendalam yang berkaitan dengan kompetensi dan
keahlian masyarakat. Pada periode kepemimpinan Bapak Rasmadi Didik
Ariyadi pembangunan ekonomi Desa Rahtawu menyelaraskan antara
pembangunan fisik seperti fasilitas umum dan pembangunan non fisik seperti
meningkatkan kompetensi atau keahlian masyarakat, usaha tersebut dilakukan
karena rendahnya kualitas sumber daya manusia ditengah kekayaan sumber
daya alam di Desa Rahtawu.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam pembangunan
ekonomi ditetapkan melalui Peraturan Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa
Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020-2015, kebijakan
yang dibuat bertujuan untuk memperkuat usaha pembangunan ekonomi. Selain
itu dirancang beberapa kebijakan yang digunakan sebagai penunjang dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti pada bidang pendidikan,
kesehatan, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang, kehutanan dan
lingkungan hidup.

Pada sub bab ini penulis akan membahas tentang strategi pembangunan
ekonomi desa rahtawu tahun 2021 Pemerintah Desa Rahtawu, dengan melihat
strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dalam melakukan
pembangunan ekonomi memerlukan prinsip kebebasan agar seluruh
masyarakat Desa Rahtawu dapat terlibat secara aktif agar tidak menimbulkan
ketimpangan dan kecemburuan sosial. Prinsip kebebasan sangat diperlukan
dalam upaya pembangunan ekonomi karena selalu menjadi kendala utama,

Amarta Sen (1999) memaknai kebebasan dalam pembangunan dalam dua sudut
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pandang yaitu apakah pembangunan membawa kebebasan dalam masyarakat
dan apakah pembangunan yang digagas akan membawa perubahan dimana sen
menyebutnya sebagai dengan kebebasan mental. Kemudian sen juga
menganalogikan kebebasan mental sebagai kebebasan instrumental dan
membaginya menjadi lima yakni kebebasan dalam berpolitik, kesempatan
sosial, kesempatan ekonomi, perlindungan keamanan dan jaminan keterbukaan
(Warjio, 2016: 66).

1. Kebebasan Dalam Berpolitik

Dalam menilai kebebasan politik berkaitan dengan peluang masyarakat
dalam menentukan pemimpin, selanjutnya adanya kebebasan dalam
menyampaikan kritik dan saran terhadap apa yang dilakukan oleh para
pemegang kekuasaan tanpa adanya tindakan represif. Pemerintah Desa
Rahtawu memberikan kebebasan politik terhadap masyarakatnya untuk
terlibat aktif dalam menyampaikan kritik dan saran yang digunakan sebagai
masukan dalam membuat sebuah kebijakan, sehingga tidak ada intervensi
terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat, sebagaimana yang
disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu
bahwa:

“Masyarakat dibebaskan dalam membangun dan mengembangkan
ekonomi, selanjutnya disarankan untuk masuk kelompok sadar wisata
yang bertujuan agar Pemerintah Desa Rahtawu untuk mempermudah
pengawasan masyarakat dalam mengembangkan usaha” (Wawancara
Rasmadi, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi bahwa masyarakat
dibebaskan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi, selanjutnya
untuk mempermudah pengawasan dan mengorganisir masyarakat maka
disarankan untuk bergabung dalam organisasi yang sudah dibentuk oleh
Pemerintah Desa Rahtawu seperti kelompok sadar wisata.

Masyarakat diberikan kebebasan berpolitik dalam mengikuti program

yang diadakan oleh tim GIS (Geographic Information System), seperti yang
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disampaikan Bapak Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic
Information System):

“Melalui tim GIS (Geographic Information System) masyarakat
dipersilakan untuk memilih dan mengikuti berbagai program yang
disusun dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Rahtawu pada
berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, kreasi olahan makanan,
kerajinan tangan dan pengelolaan wisata” (Wawancara Abdul, 12
April 2022).

Tim GIS (Geographic Information System) memberikan ruang kepada
masyarakat untuk mengikuti dan terlibat dalam berbagai program yang
sudah disusun, karena program tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat pada sektor potensial di Desa Rahtawu.

Pengelola wisata juga diberikan ruang dan kesempatan oleh Pemerintah
Desa Rahtawu, seperti yang diungkapkan Mas Agung Priyanto sebagai
pengelola objek wisata:

“Masyarakat Desa Rahtawu diberikan kebebasan dalam
mengembangkan minat dan bakatnya melalui program-program yang
disediakan oleh karang taruna dan tim GIS (Geographic Information
System)” (Wawancara Agung, 13 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan Mas Agung mengungkapkan bahwa
Pemerintah Desa rahtawu memberikan kebebasan kepada masyarakat Desa
Rahtawu dalam mengembangkan minat dan bakat. Usaha tersebut
dijalankan melalui program-program yang disediakan oleh karang taruna
dan tim GIS (Geographic Information System).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rahtawu memberikan kebebasan
politik terhadap masyarakatnya dalam mengembangkan ekonomi,
selanjutnya disarankan untuk masuk kelompok sadar wisata yang bertujuan

agar Pemerintah Desa Rahtawu untuk mempermudah pengawasan
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masyarakat dalam mengembangkan usaha seperti pada sektor perkebunan,

pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.

. Kesempatan Sosial

Setelah melihat kebebasan masyarakat Desa Rahtawu dalam berpolitik
maka selanjutnya dilihat kesempatan sosial, pada tahapan melihat
kesempatan sosial bertujuan untuk melihat distribusi dari pelayanan yang
diberikan seperti kehidupan yang layak, layanan pendidikan dan
pemeliharaan kesehatan. Kesempatan sosial bertujuan untuk mendapatkan
kemudahan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik seperti hidup sehat,
memperoleh pendidikan yang berkualitas, bebas penyakit dan kehidupan
yang layak.

Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan sosial yang sama
untuk untuk memperoleh kehidupan yang layak, usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu adalah memberikan bantuan intensif berupa
bantuan modal dan bantuan dalam upaya peningkatan soft skill melalui
pelatihan pada beberapa sektor usaha. memperoleh fasilitas kesehatan yang
memadai melalui pos kesehatan desa (Poskedes) yang ada di Desa rahtawu.
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dalam meningkatkan
kualitas pendidikan masyarakatnya dilakukan melalui kerja sama dengan
Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus untuk membangun Sekolah Menengah
Pertama Negeri 3 Satu Atap Gebog pada tahun 2015 dan kerjasama antara
Pemerintah Desa Rahtawu dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gebog
untuk membuat kelas unit pembelajaran jarak jauh yang berada di Desa
Rahtawu

Kesempatan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Desa rahtawu kepada
masyarakatnya diberikan secara adil dan merata tanpa membedakan
masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti yang disampaikan
Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu:

“Seluruh masyarakat Desa Rahtawu mempunyai strata yang sama
dimata Pemerintah Desa Rahtawu dan tidak ada perbedaan antara satu

dengan yang lain, sehingga segala bentuk aktifitas dalam bersosial
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semuanya mempunyai kebebasan untuk mengikuti kegiatan yang

diadakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu” (Wawancara Rasmadi, 12

April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu menjamin kesetaraan fasilitas dan pelayanan
yang sama kepada seluruh masyarakat Desa Rahtawu, menjamin kebebasan
masyarakat dalam beraktifitas dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu.

Dalam kesempatan sosial masyarakat Desa Rahtawu diberikan
kesempatan untuk mengikuti program yang diadakan oleh tim GIS
(Geographic  Information  System) untuk meningkatkan keahlian
masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim
selaku ketua GIS (Geographic Information System) bahwa:

“Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan untuk
mengikuti program yang sudah disusu oleh tim GIS (Geographic
Information System) seperti perkebunan, pertanian, kreasi olahan
makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata” (Wawancara
Abdul, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul mengungkapkan bahwa
Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan untuk mengikuti
program yang sudah disusu oleh tim GIS (Geographic Information System)
seperti perkebunan, pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan
pengelolaan wisata.

Masyarakat Desa Rahtawu diberikan kesempatan sosial untuk
mengembangkan usahanya dengan diberikan ruang dan kesempatan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu, seperti yang diungkapkan Mas Agung Priyanto
sebagai pengelola objek wisata:

“Kesempatan sosial yang diberikan kepada kalangan muda tidak
dibatasai menurut strata sosial seperti tingkat pendidikan, tetapi
pemuda Desa Rahtawu diberikan ruang seluas-luasnya untuk
meningkatkan kualitas hidup melalui program yang sudah dibuat oleh

Pemerintah Desa Rahtawu” (Wawancara Agung, 13 April 2022).
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Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agung mengungkapkan bahwa
Pemerintah Desa Rahtawu memberikan esempatan sosial tanpa dibatasai
menurut strata sosial seperti tingkat pendidikan, tetapi pemuda Desa
Rahtawu diberikan ruang seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas hidup
melalui program yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rahtawu diberikan kebebasan untuk
mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu,
masyarakat Desa Rahtawu diberikan ruang seluas-luasnya untuk
meningkatkan kualitas hidup pada sektor perkebunan, pertanian, kreasi
olahan makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.

Usaha pembangunan ekonomi pada lingkup desa sudah sepatutnya
masyarakat diberikan kesempatan sosial yang sama, sehingga tidak terjadi
ketimpangan dan menyebabkan kecemburuan sosial. Artikel yang ditulis
oleh Emma Hijriati dan Rina Mardiana yang diterbitkan pada Jurnal
Sosiologi pedesaan pada tahun 2014, yang berjudul “Pengaruh Ekowisata
Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan
Ekonomi di Kampung Batusuhanan, Sukabumi”. Peneliti dalam melihat
kondisi sosial dipengaruhi oleh interaksi sosial mengacu pada pemahaman
Soekanto (1990) yang dipengaruhi oleh hubungan sosial yang dinamis dan
menyangkut hubungan seseorang, kelompok-kelompok manusia atau antara
perorangan dengan kelompok manusia. Kondisi sosial masyarakat Desa
Batusuhanan dapat dikatakan guyub rukun dan bekerjasama dalam setiap
kegiatan seperti pengajian, siskamling, gotong royong, upacara adat dan
musyawarah. Permasalahan muncul setelah adanya ekowisata yang
mempengaruhi  tingkat partisipasi masyarakat dalam bekerjasama,
dikhawatirkan seiring berjalannya waktu akan berdampak signifikan
terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Batusuhan (Emma, 2014: 155).

Dalam masyarakat Desa Rahtawu tidak ada permasalahan yang berarti

yang terkait dengan keadaan sosial, Pemerintah Desa Rahtawu dalam
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melihat kesempatan sosial mengenai upaya pembangunan ekonomi sudah
dijalankan dengan baik, dimana selurun masyarakat Desa Rahtawu
dibebaskan dalam mengikuti dan menjalankan aktifitas sosial seperti

kegiatan ekonomi, pendidikan, kegiatan kemasyarakatan dan upacara adat.

. Kesempatan ekonomi

Selanjutnya adalah kesempatan ekonomi dari setiap orang untuk
mengembangkan peluang sumber-sumber ekonomi yang dimaksimalkan
sebagai bahan produksi maupun untuk dikonsumsi. Dalam upaya
pembangunan ekonomi harus meningkatkan pendapatan dan kekayaan dari
suatu wilayah yang mencerminkan penguatan hak-hak ekonomi masyarakat,
sehingga dapat ditarik kesimpulan antara kekayaan dan pendapatan
nasional. Pemerintah Desa Rahtawu memberikan kesempatan ekonomi
dengan menyediakan wadah berupa organisasi untuk sektor potensial yang
ada di Desa Rahtawu seperti badan usaha milik desa (BUMDesa) yang
bertujuan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan yang ada di masyarakat
yang berkaitan dengan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sebagaimana
yang diungkapkan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa
Rahtawu bahwa:

“Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan ekonomi
yang sama, Pemerintah Desa Rahtawu mengakomodir dalam usaha
pembangunan ekonomi melalui BUMDesa (badan usaha milik desa)
dengan melihat berbagai sektor potensial yang dimiliki Desa Rahtawu
yang dapat dikembangkan seperti peternakan, perikanan dan wisata”
(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu memberikan kesempatan ekonomi yang sama
kepada masyarakat, mengakomodir dalam usaha pembangunan ekonomi
melalui BUMDesa (badan usaha milik desa) dengan melihat berbagai
sektor potensial yang dimiliki Desa Rahtawu yang dapat dikembangkan
seperti peternakan, perikanan dan wisata.

Kesempatan ekonomi yang diberikan oleh tim GIS (Geographic

Information System) dijalankan melalui program pendampingan masyarakat
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secara langsung, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim
selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Setiap Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kebebasan untuk
melakukan kegiatan usaha, tim GIS (Geographic Information
System) melakukan pendampingan dalam pelatihan dalam upaya
pembangunan ekonomi yang ada di Desa Rahtawu, sehingga
masyarakat mempunyai wadah untuk bernaung dalam menjalankan
usahanya” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul mengungkapkan bahwa
masyarakat Desa Rahtawu diberikan kebeasan dalam menjalankan kegiatan
usaha, melalui tim GIS (Geographic Information System) pendampingan
dilakukan melalui pelatihan dalam pembangunan ekonomi di Desa
Rahtawu, sehingga masyarakat mempunyai wadah untuk bernaung dalam
menjalankan usaha.

Pada kalangan muda kesempatan ekonomi yang diberikan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu berupa penyusunan konsep sampai tahap
pelaksanaan, Mas Agung Priyanto sebagai pengelola objek wisata
menyampaikan bahwa:

“Pemerintah Desa Rahtawu memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi Desa
Rahtawu melalui kontribusi tenaga dan pikiran, selain itu Pemerintah
Desa Rahtawu juga memfasilitasi masyarakatnya yang membutuhkan
bantuan kredit usaha dalam membangun dan meningkatkan
usahanya” (Wawancara Agung, 13 April 2022).

Masyarakat Desa Rahtawu diberikan kesempatan untuk turut serta dalam
pembangunan ekonomi Desa Rahtawu melalui kontribusi tenaga dan
pikiran. Selain itu Pemerintah Desa Rahtawu juga memfasilitasi masyarakat
yang membutuhkan bantuan kredit usaha dalam membangun usaha.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat

disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan
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ekonomi yang sama, Pemerintah Desa Rahtawu mengakomodir dalam usaha
pembangunan ekonomi melalui BUMDesa (badan usaha milik desa) dengan
melihat berbagai sektor potensial yang dimiliki Desa Rahtawu yang dapat
dikembangkan seperti peternakan, perikanan dan wisata. Masyarakat dapat
berkontribusi melalui tenaga dan pikiran, selain itu Pemerintah Desa
Rahtawu juga memfasilitasi masyarakatnya yang membutuhkan bantuan
kredit usaha dalam membangun dan meningkatkan usahanya.

Usaha pembangunan ekonomi pada lingkup desa sudah sepatutnya
masyarakat diberikan kesempatan ekonomi yang sama, sehingga masyarakat
bebas dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya. Artikel yang
ditulis oleh Emma Hijriati dan Rina Mardiana yang diterbitkan pada Jurnal
Sosiologi pedesaan pada tahun 2014, yang berjudul “Pengaruh Ekowisata
Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan
Ekonomi di Kampung Batusuhanan, Sukabumi”. Kondisi ekonomi
masyarakat Desa Batusuhanan mayoritas bermatapencaharian sebagai
petani, yang didukung oleh keadaan lahan pertanian subur yang ditanami
padi dan sayur-sayuran. Pemerintah Desa Batusuhanan memanfaatkan
wilayahnya dengan mengembangkan ekowisata, usaha tersebut dilakukan
untuk meningkatkan dan menambah sumber perekonomian masyarakat.
Dalam pengelolaan ekowisata belum dijalankan dengan maksimal,
dipengaruhi pada tahap pengelolaan belum dijalankan dengan terstruktur
dan belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam operasional ekowisata
Kampung Batusuhanan (Emma, 2014: 155).

Dalam usaha pembangunan ekonomi Desa Rahtawu masyarakat terlibat
aktif pada seluruh tahapan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat
mempunyai kesempatan sosial yang sama. Pemerintah Desa Rahtawu
mengakomodir usaha yang dijalankan masyarakat melalui BUMDesa
(badan usaha milik desa) dengan memanfaatkan dan mengembangkan sektor
potensial Desa Rahtawu  seperti peternakan, perikanan dan wisata.
Selanjutnya masyarakat dapat berkontribusi melalui tenaga dan pikiran,

Pemerintah Desa Rahtawu juga memfasilitasi masyarakatnya yang
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membutuhkan bantuan kredit usaha dalam membangun dan meningkatkan

usahanya.

. Perlindungan Keamanan

Beberapa usaha yang dijalankan memerlukan perlindungan keamanan
bertujuan agar usaha dalam upaya pembangunan tidak ada intervensi dari
pihak lain yang mengakibatkan terganggunya upaya pembangunan. Usaha
dalam perlindungan keamanan mencakup ketentuan hukum, bantuan
tambahan dan bantuan dalam keadaan darurat. Pemerintah Desa Rahtawu
memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakatnya dalam
menjalankan usaha, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat Desa
Rahtawu terhadap segela bentuk intervensi dari pihak lain.

Perlindungan keamanan yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu
melalui organisasi formal tim GIS (Geographic Information System) dan
badan usaha milik desa (BUMDesa). Sebagaimana yang disampaikan Bapak
Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Pemerintah Desa Rahtawu menjamin perlindungan masyarakat
dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan
ekonomi melalui organisasi formal yang berada dibawah naungan
Pemerintah Desa Rahtawu seperti kelompok tani, tim GIS
(Geographic Information System) dan kelompok sadar wisata”
(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi mengungkapkan
bahwa masyarakat Desa Rahtawu perlindungan keamanannya dijamin oleh
Pemerintah Desa Rahtawu. Dalam melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan pembangunan ekonomi melalui organisasi formal yang berada
dibawah naungan Pemerintah Desa Rahtawu seperti kelompok tani, tim GIS
(Geographic Information System) dan kelompok sadar wisata.

Tim GIS (Geographic Information System) memberikan perlindungan
keamanan kepada masyarakat Desa Rahtawu dengan memberikan
pendampingan dan pelatihan usaha, sebagaimana yang diungkapkan oleh

Bapak Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):
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“Tim GIS (Geographic Information System) memberikan
perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan usaha
pembangunan ekonomi di Desa Rahtawu dengan memberikan
pendampingan dan pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang
dijalankan” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Perlindungan yang diberikan oleh Tim GIS (Geographic Information
System) kepada masyarakat Desa Rahtawu dalam menjalankan kegiatan
yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Usaha tersebut dilakukan
melalui pendampingan dan pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang
dijalankan.

Pemerintah Desa Rahtawu sudah memberikan perlindungan keamanan
yang maksimal bagi para pelaku wisata di Desa Rahtawu, seperti yang
diungkapkan Mas Agung Priyanto sebagai pengelola objek wisata:

“Saya rasa Pemerintah Desa Rahtawu sudah memberikan
perlindungan keamanan yang maksimal, seperti halnya saya sebagai
pengusaha yang bergelut di bidang pariwisata jelas membutuhkan
perlindungan dari pihak desa, ya seperti biasalah mas terkadang kan
ada pihak yang tidak suka dengan usaha yang saya buat.
Bersyukurnya mas ada pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan baru-
baru ini juga sudah dibentuk BUMDesa (badan usaha milik desa)
yang menjadi wadah bagi kami pengelola wisata dengan melakukan
pembinaan dan membuat peraturan untuk menyamaratakan harga
makanan serta tiket wisata sehingga tidak ada ketimpangan antar
pelaku wisata” (Wawancara Agung, 13 April 2022).

Perlindungan  keamanan dibutuhkan oleh  masyarakat dalam
pembangunan ekonomi, seperti halnya saya sebagai pengusaha yang
bergelut di bidang pariwisata. Usaha perlindungan keamanan dilakukan
Pemerintah Desa Rahtawu melalui kelompok tani, tim GIS (Geographic
Information System) dan kelompok sadar wisata.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber dan

hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
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bahwa Pemerintah Desa Rahtawu menjamin perlindungan masyarakat
dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan
ekonomi melalui organisasi formal yang berada dibawah naungan
Pemerintah Desa Rahtawu dengan memberikan pendampingan dan

pelatihan bidang usaha.

. Jaminan keterbukaan

Keterbukaan harus dijalankan pada seluruh aspek yang berkaitan dengan
pembangunan dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kejelasan,
hal ini dibutuhkan agar tidak ada permasalahan yang disembunyikan atau
diselewengkan dalam pengimplementasian pembangunan ekonomi.
Pemerintah Desa Rahtawu menjamin keterbukaan dalam pembangunan
ekonomi di Desa Rahtawu, sebagian isi dari kebijakan yang dirancang
berasal dari aspirasi masyarakat yang berupa kritik dan saran, selanjutnya
kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu disosialisasikan
melalui organisasi formal yang ada di desa, seperti yang disampaikan oleh
Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu:

“Pemerintah Desa Rahtawu menjamin keterbukaan dalam
menjalankan pembangunan ekonomi di Desa Rahtawu, sehingga tidak
ada yang sembunyikan. Seluruh masyarakat Desa Rahtawu berhak
terlibat dalam program yang dibuat dan terkadang diperlukan
kualifikasi untuk menyaring masyarakat yang lebih berhak sesuai
dengan standar yang diketahui oleh seluruh masyarakat” (Wawancara
Rasmadi, 12 April 2022).

Dalam menjamin keterbukaan Pemerintah Desa Rahtawu masyarakat
dilibatkan dalam program yang dibuat, kemudian diperlukan kualifikasi
yang bertujuan untuk menyaring masyarakat yang lebih berhak sesuai
dengan standar yang diketahui oleh seluruh masyarakat.

Jaminan keterbukaan yang dijalankan oleh tim GIS (Geographic
Information System) dalam menjalankan organisasi dan program yang
dilakukan, sebagaimana yang disampaikan Bapak Abdul Khalim selaku

ketua GIS (Geographic Information System) bahwa:

123



“Tim GIS (Geographic Information System) menjamin
keterbukaan dalam menjalankan organisasi dan berbagai program
yang dijalankan, langkah ini dilakukan agar tidak ada informasi yang
disembunyikan dan antar anggota memperoleh informasi dari usaha
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh tim GIS (Geographic
Information System)” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu memberikan jaminan keterbukaan tidak
terkecuali dengan para pelaku wisata di Desa Rahtawu, seperti yang
diungkapkan Mas Agung Priyanto sebagai pengelola objek wisata:

“Sejauh ini sih yang saya rasakan dari berjalannya Pemerintah
Desa Rahtawu sih sudah sangat terbuka, mereka juga menerima saran
kami dengan baik dan ketika ada kebijakan baru yang belum kami
ketahui mereka melakukan sosialisasi secara pelan-pelan yang
disampaikan ketika kami nongkrong santai di warung gitu mas”
(Wawancara Agung, 13 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agung diungkapkan bahwa
Pemerintah Desa Rahtawu sudah sangat terbuka, usaha tersebut dilakukan
dengan menerima kritik dan saran. Setiap ada kebijakan baru Pemerintah
Desa Rahtawu melakukan sosialisasi secara pelan-pelan sehingga
masyarakat lebih faham terhadap kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Rahtawu menjamin keterbukaan
masyarakatnya dalam menjalankan pembangunan ekonomi di Desa
Rahtawu dan tidak ada yang sembunyikan dan antar anggota memperoleh
informasi dari usaha pembangunan ekonomi.

Pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan ekonomi harus
menjamin keterbukaan informasi dan dapat diakses oleh masyarakat, seperti
artikel ilmiah skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi yang ditulis oleh Agus Budiman pada tahun 2021 yang berjudul

“Pengaruh Keterbukaann Informasi Publik kepada Masyarakat dalam
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Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Mestong”. Keterbukaan informasi
dalam upaya pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan karena
mengindikasikan pemerintah desa yang sehat tanpa adanya indikasi
kecurangan, sesuai dengan UU Nol4 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang mendefinisan informasi merupakan
gagasan, pernyataan, tanda-tanda dan keterangan yang berisi pesan, makna
dan nilai yang berisi fakta maupun data yang dapat dilihat, dibaca dan
didengar yang dapat diakses melalui media elektronik dan non elektronik.
Pemerintah Desa Baru melaksanakan keterbukaan informasi hampir di
setiap aspek, tetapi pada sektor pelaksanaan pembangunan desa belum
dilakukan dengan baik atau dengan kata lain tidak transparan terkait isi
kegiatan dan anggaran yang dialokasikan (Agus, 2021: 54).

Pemerintah Desa Rahtawu menjamin keterbukaan informasi pada seluruh
aspek, yang berkaitan dengan program kegiatan dan anggaran yang
dialokasikan, usaha tersebut dilakukan dengan membuat papan informasi
yang berisikan infografis realisasi APBDesa (anggaran pendapatan dan
belanja desa) tahun 2021 yang dipasang di beberapa titik pada wilayah Desa
Rahtawu.

Gambar 17
Realisasi APBDes 2021

REALISAS| APBDes Tahun 2021

PENDAPATAN
NO KET JUMLAH

1 |PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) 89,235,382
2 |DANA DESA (DD) 1,746,226,000
3 |ALOKASI DANA DESA (ADD) 994,273,400
4 |BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (PBH) 165,592,600
5 |BANKEU PROVINSI (PBP) 105,000,000
6 |BANKEU KABUPATEN (PBK) 610,000,000
7 |PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL) 6,472,912

JUMLAH PENDAPATAN 3,716,800,294
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Gambar 17 Realisasi APBDes 2021
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtahtawu
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B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu

Konsep pemberdayaan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, hal
tersebut dilatar belakangi oleh pemberdayaan itu sendiri dimana melahirkan
program-program yang sesuai untuk mengembangkan potensi masyarakat.
Pemerintah Desa biasanya hanya terfokus pada pembangunan fisik dalam
perencanaan pembangunan Desa di setiap tahunya, dan yang sering Kkali
terlewatkan adalah pembangunan secara mendalam yang diberikan secara
langsung dan di aplikasikan pada masyarakat. Dibutuhkan program
pembangunan yang inovatif untuk melakukan gebrakan baru, sehingga pola
program yang monoton dan kurang mempunyai tujuan yang jelas dapat diganti
dengan program yang lebih inovatif. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat,
Allah SWT berfirman pada QS. Ibrahim 24-25 berbunyi:

O S L e 585 Eulh il 4k 5 5a 8 Ak AR Wik i Cpim 8 5 4
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Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagai-mana Allah telah membuat
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan
cabangnya (menjulang) ke langit. (pohon) itu menghasilkan buahnya pada
setiap waktu dengan seizin tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu
untuk manusia agar mereka selalu ingat” (QS. Ibrahim 24-25).

Dalam ayat diatas telah disampaikan bahwa Allah SWT menganalogikan
manusia seperti sebuah pohon, sebagai manusia diharapkan untuk memiliki
pengetahuan dalam menjalani kehidupan yang diibaratkan dengan akar yang
kuat, setelah membekali diri dengan pengetahuan kemudian manusia dapat
mengembangkan berbagai keahlian yang ditekuni sebagai sumber
perekonomian yang diibaratkan seperti pohon yang mempunyai cabang
banyak, analogi yang terakhir setelah membekali diri dengan pengetahuan dan
mengembangkannya adalah menuai hasil setelah melalui ikhtiar dan kerja

keras yang diibaratkan sebagai sebuah pohon yang berbuah.
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Usaha dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mempercepat
pembangunan desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020. Pemberdayaan masyarakat desa termuat pada Pasal 1 Ayat 15
yang bertujuan dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahtraan
masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Permendesa, 2020:
6). Selanjutnya dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang didasarkan pada
empat indikator Kkinerja yang berisikan peningkatan produktivitas hasil
pertanian dan perkebunan, peningkatan produksi perikanan, peningkatan
produksi peternakan, menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor
pariwisata (RPJMD, 2018: 304)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam pemberdayaan
masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Rahtawu Nomor 01 Tahun
2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020-2015,
kebijakan yang dibuat bertujuan untuk memberdayaan masyarakat pada sektor
ekonomi potensian yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi sumber
pendapatan bagi mereka. Program yang disusun oleh Pemerintah Desa
Rahtawu berupa pembangunan dan peningkatan karamba atau kolam perikanan
darat milik desa, pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan air tawar,
pembangunan budidaya ikan karamba, budidaya ikan air tawar dalam ember,
peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi, pengolahan pertanian
dan penggilingan padi atau jagung) dan peningkatan produksi peternakan (alat

produksi, pegolahan peternakan dan kandang). Kegiatan yang sudah dijalankan
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oleh Pemerintah Desa Rahtawu yaitu pembangunan dan peningkatan karamba
atau kolam perikanan darat milik desa, pelatihan teknologi tepat guna untuk
perikanan air tawar, diharapkan program yang sudah berjalan dapat
dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat Desa Rahtawu dan dapat menjadi
salah satu sumber penghasilan.

Pada bab ini penulis akan membahas terkait dengan pemberdayaan
masyarakat desa rahtawu dengan melihat kebijakan dan kegiatan apa saja
strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu. Pemerintah Desa
Rahtawu melihat potensi yang dimiliki oleh desa secara umum dan masyarakat
secara khusus, sebelum menyusun rancangan program, sehingga hasil dari
analisis lapangan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat
dapat menggunakan konsep pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh
Gunawan Sumodiningrat (2009: 104-106) mengelompokkan menjadi lima
tahapan yaitu memotifasi masyarakat, peningkatan kesadaran, manajemen diri,
memobilisasi sumber pendapatan dan pengembangan jaringan.

1. Memotivasi Masyarakat
Usaha yang dilakukan dalam memotivasi masyarakat bertujuan agar
meningkatkan kesadaran dan terlibat aktif dalam kelompok sosial yang ada

di desa, langkah ini akan mempermudah pengorganisasian dalam upaya

pengembangan masyarakat melalui program-program yang disediakan oleh

pemerintah desa. Cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu
dalam memotivasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan secara
langsung, dengan mendengarkan keluh kesah kemudian Pemerintah Desa

Rahtawu mendapatkan output berupa kritik dan saran, sebagaimana yang

disampaikan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu:

“Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu untuk
memotivasi dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan
sosialisasi secara langsung mengenai potensi yang dimiliki untuk

dikembangkan lebih lanjut melalui  kelompok tani, tim GIS
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(Geographic Information System) dan kelompok sadar wisata”

(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotivasi masyarakat dilakukan
melalui pemberdayaan. Usaha tersebut dilakukan melalui sosialisasi
langsung kepada masyarakat terkait potensi yang dimiliki Desa Rahtawu.

Motivasi yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dilakukan melalui
diskusi dan penyampaian gagasan dalam usaha pemberdayaan masyarakat,
Mas Randy Gita sebagai pemuda penggiat alam Desa Rahtawu
menyampaikan bahwa:

“Menurutku ya mas usaha yang dijalankan Pemerintah Desa
Rahtawu untuk tujuan memotivasi terkhusus buat kalangan muda
masih sangat kurang, ya memang sudah dibuat beberapa program tapi
follow up setelah pelaksanaan itu masih belum berjalan loh”
(Wawancara Randy, 13 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Randy mengungkapkan
bahwa usaha Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotivasi bagi
kalangan muda masih belum dijalankan dengan maksimal, hal tersebut
dipengaruhi karena dibeberapa program belum ada follow up setelah
setelah melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk memotivasi dalam
pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui diskusi dengan menyampaikan
ide dan gagasan mengenai program yang sekiranya relevan, selanjutnya
dilakukan sosialisasi secara langsung mengenai potensi yang dimiliki untuk
dikembangkan lebih lanjut melalui kelompok tani, tim GIS (Geographic
Information System) dan kelompok sadar wisata. Tetapi usaha tersebut
belum maksimal karena tidak adanya follow up dari kegiatan yang sudah
dilaksanakan.

Pemerintah desa memerlukan usaha untuk memotivasi masyarakat dan

menjalankan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi lokal, artikel
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yang ditulis oleh Rizki Febria Nurita yang diterbitkan pada Jurnal Abdimas
Unmer Malang pada tahun 2016, yang berjudul “Upaya Pemberdayaan Ibu
Rumah Tangga di Desa Kalirejo Lawang dengan Tujuan Memotivasi
Kewirausahaan Mandiri”. Usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Kalirejo
Lawang memotivasi dalam pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Motivasi dijalankan sesuai
dengan UU No 12 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap dan kesadaran
masyarakat. Dalam memotivasi masyarakat Pemerintah Desa Kalirejo
Lawang belum maksimal, karena dipengaruhi oleh belum adanya pelatihan
dari pemerintah desa dan pelaksanaanya baru diinisiasi oleh PKK, selain itu
dalam menjalankan usaha masyarakat masih mengandalkan uang pribadi
(Rizki, 2016: 53).

Dalam memotivasi masyarakat Pemerintah Desa Rahtawu sudah
menjalankannya dengan maksimal, usaha tersebut dilakukan melalui diskusi
dengan menyampaikan ide dan gagasan mengenai program yang sekiranya
relevan, selanjutnya dilakukan sosialisasi secara langsung mengenai potensi
yang dimiliki untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kelompok tani , tim

GIS (Geographic Information System) dan kelompok sadar wisata.

. Peningkatan kesadaran

Dalam usaha peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa melalui pelatihan potensi soft skill, dikembangkan melalui
partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan dasar sesuai dengan
potensi yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu dalam peningkatan kesadaran pada pemberdayaan dilakukan salah
satunya dengan peningkatan keahlian masyarakat, seperti yang sudah
dijalankan yakni pembangunan dan peningkatan karamba atau kolam
perikanan darat milik desa, pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
air tawar. Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu

menyampaikan bahwa:
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“Dalam upaya peningkatan kesadaran pada pemberdayaan
masyarakat Desa Rahtawu dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu
melalui beragam pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan soft
skill seperti pelatihan mengolah hasil panen yang diadakan oleh tim
GIS (Geographic Information System)” (Wawancara Rasmadi, 12
April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi disampaikan bahwa
usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat dilakukan melalui peningkatan soft skill masyarakat
seperti pelatihan mengolah hasil panen yang diadakan oleh tim GIS
(Geographic Information System).

Upaya penigkatan kesadaran yang dilakukan oleh tim GIS (Geographic
Information System) dilakukan melalui program peningkatan keahlian
berdasarkan potensi Desa Rahtawu, seperti yang disampaikan oleh Bapak
Abdul Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Usaha yang dilakukan tim GIS (Geographic Information System)
dalam peningkatan kesadaran pemberdayaan masyarakat Desa
Rahtawu dilakukan melalui program peningkatan keahlian seperti
perkebunan, pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan
pengelolaan wisata” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Tim GIS (Geographic Information System) dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat pada pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
program peningkatan keahlian seperti perkebunan, pertanian, kreasi olahan
makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.

Pada kalangan muda upaya yang dilakukan dalam peningkatan
kesadaran masih susah untuk dijalankan, Mas Randy Gita sebagai pemuda
penggiat alam Desa Rahtawu menyampaikan bahwa:

“Walah ini yang jadi masalah utama di Desa Rahtawu, pemudanya
tuh kurang sadar dengan potensi yang ada didesanya, padahal ya mas
potensi yang dimiliki tuh banyak banget jadi ngga perlu jauh-jauh

kerja diluar, ya cukup maksimalin potensi yang ada di Desa Rahtawu

132



dijamin dah bisa hidup ayem pokoe. Balik lagi Pemerintah Desa udah

buat program yang bagus tapi kalo masyarakatnya ngga sadar ya

percuma soale pola pikirnya masih belum bisa satu jalur”

(Wawancara Randy, 13 April 2022).

Kalangan muda kurang memiliki kesadaran dalam memanfaatkan potensi
yang dimiliki oleh Desa Rahtawu, padahal potensi yang ada dapat
dimanfaatkan dan dimaksimalkan kalangan muda sebagai sumber
pendapatan.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa
Rahtawu dilakukan melalui usaha motivasi dan menanamkan sikap
tenggang rasa terhadap usaha pengembangan potensi di Desa Rahtawu,
untuk menunjang peningkatan kesadaran Pemerintah Desa Rahtawu
membuat beragam pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan soft skill
masyarakat seperti program peningkatan keahlian seperti perkebunan,
pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.

Pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan
usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang
dimiliki, seperti artikel yang ditulis oleh Gede Sandiasa dan Ida Ayu Putu
Sri Widnyani yang diterbitkan pada Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip pada
tahun 2017, yang berjudul “Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan
dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan”.
Peneliti memakai pemahan Ul Hag (1995) dimana tujuan utama dari
pembangunan adalah memperluas pilihan manusia yang diartikan kedalam
dua yakni menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk bekerja dan
memenuhi kebutuannya, selanjutnya membentuk kemampuan manusia yang
dapat dilihat pada aspek pengetahuan, keahlian dan kesehatan.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa
dilaksanakan dengan membentuk individu yang mandiri, membentuk

masyarakat dengan kesadaran tinggi dalam mengembangkan potensi desa,
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membentuk masyarakat dengan etos kerja yang baik, melatih dan
menyiapkan masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan,
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan
dengan mencari solusi penyelesaiannya, memperkecil angka kemiskinan di
desa. Dibutuhkan usaha lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
yang dilakukan dengan melihat kebutuhan dan kemampuan masyarakat,
sinergitas antara nilai-nilai kearifan lokal dan komponen program
pemberdayaan, kejelasangan mengenai peran dan fungsi kebijakan yang
dibuat untuk pemberdayaan masyarakat (Gede, 2017: 77).

Upaya yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat Desa Rahtawu dilakukan melalui cara memotivasi
masyarakat untuk mengembangkan potensi di Desa Rahtawu, untuk
menunjang usaha dalam peningkatan kesadaran Pemerintah Desa Rahtawu
membuat beragam pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan soft skill
masyarakat seperti program peningkatan keahlian seperti perkebunan,
pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.
Tetapi ada hambatan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat
karena kurang sadarnya masyarakat dengan potensi yang ada didesanya,
padahal potensi yang dimiliki Desa Rahtawu sangat beragam tapi masih

minimnya kesadaran untuk mengembangkan potensi tersebut.

. Manajemen diri

Upaya yang dilakukan dalam manajemen diri pada kelompok dengan
memilih pemimpin yang dapat menjalankan kelompoknya agar lebih
terorganisir, langkah ini menjadi awal dalam mengembangkan diri melalui
wewenang dalam menjalankan dan mengatur kelompoknya. Usaha
manajemen diri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu bertujuan
untuk membangun perekonomian Desa Rahtawu yang mandiri melalui
pemaksimalan dalam memanfaatkan potensi lokal, usaha tersebut dilakukan
dibawah organisasi formal yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa
Rahtawu seperti tim GIS (Geographic Information System), kelompok sadar

wisata dan badan usaha milik desa (BUMDesa).
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Usaha yang dilakukan dalam upaya manajemen diri dilakukan secara
struktur dan aktif, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi
Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu dengan manajemen diri yang terstruktur,
seperti masyarakat yang mengelola tempat wisata secara mandiri
disarankan untuk bergabung di kelompok sadar wisata agar
mempermudah dalam mengorganisir dan melakukan pengawasan
terhadap usaha yang dilakukan masyarakat.” (Wawancara Rasmadi,

12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam menjalankan manajemen diri
dilakukan secara terstruktur, sehingga ada kejelasan arah dan tujuan dalam
menjalankan program seperti masyarakat yang mengelola tempat wisata
secara mandiri disarankan untuk bergabung di kelompok sadar wisata agar
mempermudah dalam mengorganisir dan melakukan pengawasan terhadap
usaha yang dilakukan masyarakat.

Manajemen diri masih belum maksimal dijalankan oleh kalangan muda,
sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Randy Gita sebagai pemuda
penggiat alam Desa Rahtawu:

“Kalo usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu juga balik lagi mas dengan kesadaran pemudanya, susah to
ya kalo udah memanajemen pemudanya tapi dari diri sendiri engga
ada kesadaran. Yang saya terapkan pada diri saya kayak gini mas, ini
semua yang ada di Desa Rahtawu kan peninggalan leluhur yang harus
dijaga dan dirawat dengan baik, nah mulai dari situ manajemen diri
pada diri saya mulai tertata dengan baik dan saya coba ajak kalangan
muda untuk ikut saya untu merawat dan menjaga apa yang ada di
desa” (Wawancara Randy, 13 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Randi mengungkapkan bahwa
dalam manajemen diri pada kalangan muda masih belum berjalan dengan

maksimal, permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran
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kalangan muda untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan
memanfaatkan potensi yang di Desa Rahtawu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam
manajemen diri diawali dengan menggali potensi setiap masyarakat,
kemudian dikembangkan dan diaplikasikan dengan membuat usaha atau
kegiatan yang dapat mengakomodir potensi tersebut.

Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam manajemen diri adalah
menggali potensi lokal yang dimiliki desa, seperti artikel yang ditulis oleh
Kiki Endah yang diterbitkan pada Jurnal Moderat pada tahun 2020, yang
berjudul “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa”.
Peneliti dalam menjalankan usaha manajemen diri menggunakan
pemahaman Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menggali potensi
diri kemudian dijalankan melalui tiga tahapan yakni penyandaran,
pengkapasitasan dan pendayaan. Selanjutnya dalam mengidentifikasi
potensi lokal seperti mengidentifikasi potensi sumberdaya yang berpeluang
untuk dikembangkan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan
skala prioritas dan proses untu mencari cara dalam menfaatkan potensi agar
lebih maksimal (Kiki, 2020: 139).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam manajemen diri yang sudah dilakukan
kepada masyarakat dengan mengelola tempat wisata secara mandiri
disarankan untuk bergabung di kelompok sadar wisata agar mempermudah
dalam mengorganisir dan melakukan pengawasan terhadap usaha yang
dijalankan masyarakat. Salah satu usaha manajemen diri yang sudah
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu adalah pelatihan serta
pengelolaan kopi dan budidaya ikan (nila dan lele). Namun, upaya
manajemen diri juga tidak luput dari kekurangan yang dikarenakan oleh
masyarakat yang kurangnya rasa memiliki terhadap berbagai potensi yang
ada di Desa Rahtawu, sehingga tindakan mereka sering kali tidak melihat
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dampak yang ditimbulkan seperti membuang sampah sembarangan dan
penebangan pohon yang berada di lereng bukit.

Gambar 18
Pelatihan Pengolahan Kopi dan Budidaya Ikan

Pelatihan Budidaya Ikan

Gambar 18 Pelatihan Pengolahan Kopi dan Budidaya lkan

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu
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4. Memobilisasi sumber pendapatan

Usaha yang dilakukan dalam memobilisasi sumber pendapatan yang
diperoleh melalui sumbangan sukarela dan tabungan, digunakan sebagai
modal dan dialokasikan untuk menjalankan usaha agar sirkulasi uang yang
ada dalam kelompok terus berputar, sehingga dapat menjadi sumber
pemasukan baru. Pemerintah Desa Rahtawu dalam memobilisasi sumber
pendapatan masyarakat pada saat ini masih masif, karena hasil dan
keuntungan dari pemanfaatan lokasi wisata sepenuhnya menjadi keuntungan
pribadi. Mulai tahun 2019 Pemerintah Desa Rahtawu merancang wisata
terpadu pada beberapa titik yang ada di Desa Rahtawu dan pada tahun 2020
pembangunan fasilitas pendukung sudah mulai dilakukan sampai sekarang,
usaha tersebut dijalankan bertujuan agar semua masyarakat dan dapat
menikmati hasil dari perkembangan pariwisata di Desa Rahtawu,
masyarakat dapat berkontribusi melalui beberapa cara seperti menamkan
modal, turut serta mengelola dan membuka lapak usaha disekitar lokasi
wisata. Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai Kepala Desa Rahtawu
menyampaikan bahwa:

“Mobilisasi sumber pendapatan dalam pemberdayaan masyarakat
masih dijalankan secara mandiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa
Rahtawu sudah merancang konsep pemberdayaan masyarakat melalui
pemanfaatan lokasi wisata sehingga masyarakat yang berkontribusi
baik jasa, alat dan modal uang dapat mendapatkan pendapatan
tambahan” (Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rasmadi mengungkapkan
bahwa dalam memobilisasi sumber pendapatan dalam pemberdayaan
masyarakat masih dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah
Desa Rahtawu sudah menyusun konsep pemberdayaan yang lebih
terstruktur seperti pada pemanfaatan lokasi wisata sehingga masyarakat
yang berkontribusi baik jasa, alat dan modal uang dapat mendapatkan

pendapatan tambahan.
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Usaha yang dilakukan oleh tim GIS (Geographic Information System)
dalam memobilisasi sumber pendapatan tidak dilakukan secara
keseluruhan, tetapi dilakukan dengan menarik uang retribusi bulanan yang
dimanfaatkan untuk menjalankan organisasi dan melengkapi fasilitas
pendukung di area wisata, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul
Khalim selaku ketua GIS (Geographic Information System):

“Tim GIS (Geographic Information System) melakukan mobilisasi
sumber pendapatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan kolektif,
menarik uang retribusi bulanan yang dimanfaatkan untuk
menjalankan organisasi dan melengkapi fasilitas pendukung di area
wisata” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).

Mobilisasi sumber pendapatan yang dijalankan oleh tim GIS
(Geographic Information System) dijalankan dengan kolektif seperti
menarik uang retribusi bulanan yang dimanfaatkan untuk menjalankan
organisasi dan melengkapi fasilitas pendukung di area wisata.

Dalam memobilisasi sumber pendapatan masih belum dilakukan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas
Randy Gita sebagai pemuda penggiat alam Desa Rahtawu:

“Sejauh ini sih Pemerintah Desa Rahtawu belum menjalankan
usaha dalam mengatur sumber pendapatan masyarakatnya ya mas,
seperti masalah wisata nih ya mas kalo hari libur macet puarah
sepanjang jalan desa ini sampe bawabh, istilahnya yang punya tempat
wisata enak ya dapat untung Iha kita yang masyarakat biasa ya cuman
kena imbasnya doang dan ganggu aktifitas kita” (Wawancara Randy,

13 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu belum menjalankan usaha dalam mengatur
sumber pendapatan masyarakat dengan maksimal seperti ketika hari libur
datang sepanjang jalan Desa Rahtawu terjadi kemacetan, masyarakat desa
selain pengelola wisata hanya mendapatkan imbasnya saja tanpa dapat
menikmati hasil dari adanya wisatawan, sehingga diperlukan kebijakan
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secara win win solution agar semua masyarakat dapat merasakan dampak
positif dari kehadiran wisata di Desa Rahtawu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa Rahtawu belum
memobilisasi  sumber pendapatkan masyarakatnya. Usaha dalam
memobilisasi sumber pendapatan harus segera dilakukan karena mengingat
ketika musim liburan datang membludaknya wisatawan yang berkunjung ke
Desa Rahtawu, dampak positif hanya dirasakan oleh pengelola wisata
sementara masyarakat yang lain hanya mendapatkan imbas dari dampak
negatif yang ditimbulkan. kedepannya Pemerintah Desa Rahtawu sudah
merancang konsep pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lokasi
wisata sehingga masyarakat yang berkontribusi baik jasa, alat dan modal

uang dapat mendapatkan pendapatan tambahan.

. Pengembangan jaringan

Langakah terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah
pengembangan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan relasi dalam
menjalanakan usaha, hal ini dilakukan agar distribusi dalam menjalankan
usaha terus berjalan, dengan demikian dapat meningkatkan pemasukan
untuk kelompok dan dapat meningkatkan kreatifitas untuk membuat usaha
yang baru. Pemerintah Desa Rahtawu dalam pengembangan jaringan
dilakukan melalui kerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata
Kabupaten kudus pada pengelolaan wisata, YKAN (Yayasan Konservasi
Alam Nusantara) sudah menjalankan beberapa kegiatan seperti penanaman
atau penghijauan pada wilayah lereng yang mulai gundul dan kerjasama
yang dilakukan dengan Djarum Foundation tidak hanya melakukan
reboisasi hutan yang semakin gundul tetapi juga memberikan bantuan bibit
tanaman kopi beserta tanaman peneduh untuk memaksimalkan hasil panen
kopi di Desa Rahtawu.

Usaha dalam pengembangan jaringan sudah dilakukan secara aktif dan

disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat Desa Rahtawu,
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sebagaimana yang diungkapkan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi sebagai
Kepala Desa Rahtawu bahwa:

“Usaha dalam pengembangan jaringan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu sudah dilakukan dengan beberapa pihak
seperti Dinas Pariwisata Kabupaten kudus pada pengelolaan wisata,
Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam
Nusantara) sudah dijalankan beberapa kegiatan seperti penanaman
atau penghijauan pada wilayah lereng yang mulai gundul”
(Wawancara Rasmadi, 12 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam mengembangkan jaringan sudah
terjalin dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten
kudus pada pengelolaan wisata, Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan
Konservasi Alam Nusantara) pada reboisasi serta konservasi alam Desa
Rahtawu.

Kerjasama yang sudah dijalin oleh tim GIS (Geographic Information
System) menyasar pada konservasi alam Desa Rahtawu sebagai langkah
pertama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khalim selaku ketua
GIS (Geographic Information System):

“Pengembangan jaringan yang dilakukan oleh tim GIS
(Geographic Information System) melalui kerjasama dengan pihak
terkait, diantaranya kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang
dengan Djarum Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam
Nusantara) sudah dijalankan beberapa kegiatan seperti penanaman
atau penghijauan pada wilayah lereng yang mulai gundul, penanaman
tanaman peneduh kopi, penanaman tanaman turus jalan berupa
tanaman kencana dan tabebuya. Untuk kerjasama yang dilakukan
dengan Djarum Foundation tidak hanya melakukan reboisasi hutan
yang semakin gundul tetapi juga memberikan bantuan bibit tanaman
kopi dan tanaman peneduh untuk memaksimalkan hasil panen kopi di
Desa Rahtawu” (Wawancara Abdul, 12 April 2022).
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Pernyataan yang disampaikan ole Bapak Abdul mengungkapkan bahwa
kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang dengan Djarum
Foundation dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) sudah
dijalankan beberapa kegiatan seperti penanaman atau penghijauan pada
wilayah lereng yang mulai gundul, penanaman tanaman peneduh kopi,
penanaman tanaman turus jalan berupa tanaman kencana dan tabebuya.

Senada dengan tim GIS (Geographic Information System) usaha yang
dilakukan kalangan muda dalam pengembangan jaringan juga melihat alam
sebagai tujuan utama, tetapi tetap memperhatikan kerja sama dengan masa
yang lama atau berkelanjutan, Mas Randy Gita sebagai pemuda penggiat
alam Desa Rahtawu menyampaikan bahwa:

“Usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam
pengembangan jaringan tuh aslinya udah bagus mas, tapi kalo
jaringan dari pemerintahan tuh terkesan engga rumat gitu loh kayak
kalo udah ngasih bantuan yaudah abis itu engga ada tindak lanjutnya
beda engga kayak kerjasama yang dilakuin dengan pihak swasta yang
rumate puol ketika memberikan bantuan contohe ngasih bantuan bibit
tanaman dipantau perkembanganya tuh setiap bulan dan terdata
dengan rapi mas wes pokoe beda banget lah ya” (Wawancara Randy,

13 April 2022).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam pengembangan jaringan sudah
dijalankan dengan maksimal, tetapi permasalahan terkadang muncul ketika
pihak terkait yang menajlin kerjasama selesai melaksanakan program tidak
ada follow up kembali, sehingga kerjasama yang dijalin terkesan sia-sia
karena tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Rahtawu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh semua narasumber
dan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu
dalam mengembangkan jaringan sudah dilakukan dengan beberapa pihak
seperti Dinas Pariwisata Kabupaten kudus pada pengelolaan wisata, Djarum

Foundation, YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), instansi
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perguruan tinggi dan organisasi pecinta alam. Hasil kerjasama yang
dilakukan ada beberapa kegiatan seperti penanaman atau penghijauan pada
wilayah lereng yang mulai gundul, pengembangan lokasi wisata dan
penanaman beberapa varietas tanaman untuk pemaksimalan lahan
perkebunan.

Penguatan jaringan dalam pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan,
langkah tersebut harus dilakukan karena dalam menjalankan kegiatan
seringkali membutuhkan pihak luar untuk memperoleh pengetahuan baru
maupun distribusi setelah menjalankan program pemberdayaan. Artikel
yang ditulis Ismail Puhi yang diterbitkan pada Jurnal Hukum Islam pada
tahun 2020, yang berjudul “Penguatan Lembaga Kemitraan Usaha Berbasis
Bagi Hasil (Tayade) dalam pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Gorontalo”. Peneliti menggunakan pandangan Mahmud Thoha dalam
penguatan jaringan karena pola kemitraan sudah berlangsung lama sejak
zaman nenek moyang yang dijalankan di berbagai aspek kehidupan seperti
sektor perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pertanian. Dalam
upaya mengembangkan jaringan, masyarakat Gorontalo mempunyai sistem
bagi hasil/tayade yang sudah menjadi budaya, usaha tersebut dipraktikkan
pada berbagai sektor dimana masyarakat menginvestasikan modal kepada
masyarakat lain yang hanya mempunyai keahlian dengan sistem bagi hasil.
Budaya tayade dijalankan masyarakat Gorontalo bertujuan untuk saling
membantu dengan memberdayakan sesama melalui bantuan modal yang
diberikan sehingga memperkecil kesenjangan antar masyarakat. Pada
praktik tayade diharapkan dapat mewujudkan unsur kemitraan yang kuat,
kerja sama, saling membutuhkan dan saling menguntungkah antara dua
belah pihak (Ismail, 2020: 136).

Pemerintah Desa Rahtawu dalam mengembangkan jaringan didasarkan
pada kemitraan yang kuat dan kerja sama yang berkelanjutan atau dengan
kata lain hanya sekedar program sesaat tanpa adanya follow up kembali.
Kerjasama sudah dilakukan dengan beberapa instansi pemerintahan, tetapi

mereka cenderung acuh ketika program tersebut sudah dijalankan tanpa
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adanya tindak lanjut. Berbeda dengan pihak swasta yang bekerja sama
dengan Pemerintah Desa Rahtawu seperti Djarum Foundation dan YKAN
(Yayasan Konservasi Alam Nusantara) ketika melakukan penanaman pohon
di Desa Rahtawu dilakukan pendataan serta pengecekan berkala setiap bulan

terhadap kondisi tanaman.

Gambar 19
Penanaman Pohon Bersama Djarum Foundation dan Yayasan Konservasi
Alam Nusantara (YKAN)
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Gambar 19 Penanaman Pohon Bersama Djarum Foundation dan Yayasan Konservasi Alam
Nusantara (YKAN)

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Rahtawu
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BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian yang membahas mengenai “Strategi
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus Tahun
2021”, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan Pemerintah Desa Rahtawu dalam implementasi
kebijakan didasarkan pada beberapa aspek seperti karakteristik masalah,
karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Dalam melihat karakteristik
masalah yang ada di Desa Rahtawu dilakukan dengan cara mengidentifikasi
permasalahan terjadi di masyarakat yang didasarkan pada empat faktor
yakni tingkat kesulitan teknis dari masalah terkait, tingkat kemajemukan
dari kelompok yang dituju, proporsi kelompok yang dituju berdasarkan total
populasi dan perubahan yang diharapkan. Usaha yang dilakukan selanjutnya
adalah mengelompokkan kebijakan sesuai dengan karakter dari masing-
masing kebijakan, untuk melihat karakteristik kebijakan didasarkan pada
tujuh faktor berupa kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis dari suatu
kebijakan, besarnya alokasi dana dari sebuah kebijakan, keterkaitan dan
dukungan institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan pada badan
pelaksana, komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dan seberapa luas
akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
Langkah terakhir yang digunakan dalam implementasi kebijakan adalah
melihat lingkungan kebijakan yang didasarkan pada empat faktor yaitu
kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat, dukungan
publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih, tingkat
komitmen dari aparat dan implementor kebijakan.

2. Usaha dalam pembangunan ekonomi Desa Rahtawu dilakukan dengan
melihat potensi lokal yang dimiliki, sehingga program yang dibuat sesuai
dengan kaeadaan wilayah dan masyarakatnya. Tahapan yang dilakukan

Pemerintah Desa Rahtawu dalam membangun perekonomian masyarakat
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didasarkan pada empat aspek yakni menjamin kebebasan dalam berpolitik,
kesempatan sosial, kesempatan ekonomi, perlindungan keamanan dan
jaminan keterbukaan. Kebebasan politik berkaitan dengan peluang
masyarakat dalam menentukan pemimpin, selanjutnya adanya kebebasan
dalam menyampaikan kritik dan saran terhadap apa yang dilakukan oleh
para pemegang kekuasaan tanpa adanya tindakan represif. Kesempatan
sosial bertujuan untuk melihat distribusi dari pelayanan yang diberikan
seperti kehidupan yang layak, layanan pendidikan dan pemeliharaan
kesehatan. Pada kesempatan ekonomi setiap orang berhak untuk
mengembangkan peluang sumber-sumber ekonomi yang dimaksimalkan
sebagai bahan produksi maupun untuk dikonsumsi. Perlindungan keamanan
bertujuan agar usaha dalam upaya pembangunan tidak ada intervensi dari
pihak lain yang mengakibatkan terganggunya upaya pembangunan. Jaminan
keterbukaan berkaitan dengan seluruh aspek yang berkaitan dengan
pembangunan harus menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kejelasan.

. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat Desa Rahtawu diperlukan lima
tahapan untuk menunjang program yang diadakan Pemerintah Desa
Rahtawu seperti memotifasi masyarakat, peningkatan kesadaran,
manajemen diri, memobilisasi sumber pendapatan dan pengembangan
jaringan. Memotivasi masyarakat dengan tujuan agar meningkatkan
kesadaran dan terlibat aktif dalam kelompok sosial yang ada di desa,
langkah ini  akan mempermudah pengorganisasian dalam upaya
pengembangan masyarakat melalui program-program yang disediakan oleh
pemerintah desa. Peningkatan kesadaran melalui pelatihan potensi soft skill
yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikembangkan melalui partisipasi
masyarakat dengan melakukan pendidikan dasar sesuai dengan potensi yang
dibutuhkan. Manajemen diri dalam kelompok dengan memilih pemimpin
yang dapat menjalankan kelompoknya agar lebih terorganisir, langkah ini
menjadi awal dalam mengembangkan diri melalui wewenang dalam
menjalankan dan mengatur kelompoknya. Memobilisasi sumber pendapatan

yang diperoleh melalui sumbangan sukarela dan tabungan, digunakan
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sebagai modal dan dialokasikan untuk menjalankan usaha agar sirkulasi
uang yang ada dalam kelompok terus berputar, sehingga dapat menjadi
sumber pemasukan baru. Pengembangan jaringan adalah salah satu usaha
untuk meningkatkan relasi dalam menjalanakan usaha, hal ini dilakukan
agar distribusi dalam menjalankan usaha terus berjalan, dengan demikian
dapat meningkatkan pemasukan untuk kelompok dan dapat meningkatkan

kreatifitas untuk membuat usaha yang baru.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait “Strategi Kebijakan
Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten Kudus Tahun 20217,
penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat ketika
Pemerintah Desa Rahtawu mengimplementasikan kebijakan yang dibuat,
dengan membuat sebuah program sosialisasi dengan cara yang lebih
menarik dan mudah diingat masyarakat. Hal ini dilakukan karena sudut
pandang masyarakat Desa Rahtawu cenderung pada pola tradisional yang
terkesan acuh terhadap pemerintah, menjadi tantangan Pemerintah Desa
Rahtawu untuk merubah pola pikir masyarakatnya agar mulai terbuka
dengan kehidupan yang lebih modern.

2. Penguatan langkah dalam upaya pembangunan ekonomi harus dilakukan
Pemerintah Desa Rahtawu. Setelah melakukan berbagai macam pelatihan
yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill harus dilakukan pengawasan
sejauh mana masyarakat mengembangkan usahanya, hal ini dilakukan agar
diketahui kendala apa saja yang dialami, sehingga permasalahan tersebut
dapat ditangani lebih dini agar tidak menghambat hasil produksi atau usaha
yang dijalankan masyarakat Desa Rahtawu.

3. Dibutuhkan program yang inovatif dalam upaya pemberdayaan mayarakat
Desa Rahtawu. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa
Rahtawu dilakukan dengan meningkatkan soft skill melalui berbagai macam

pelatihan. Selanjutnya potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan
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adalah sektor budaya seperti gamelan, barongan dan karawitan. Potensi
budaya dapat disajikan melalui pertunjukan budaya yang diadakan setiap

minggu, setiap bulan dan pagelaran pada hari-hari besar.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu
1. Karakteristik Masalah

a. Bagaimana tingkat kesulitan secara teknis dari masalah implementasi
kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu?

b. Bagaimana cara menentukan tingkat kemajemukan dari masyarakat
yang dituju dalam program yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu

c. Bagaimana cara menentukan proporsi kelompok dalam melaksanakan
program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu

d. Apa perubahan yang diharapkan setelah melaksanakan program ke
masyarakat Desa Rahtawu?

2. Karakteristik Kebijakan

a. Apa saja isi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

b. Bagaimana dukungan teoritis dari kebijakan yang dibuat Pemerintah
Desa Rahtawu?

c. Bagaimana alokasi dana yang disusun Pemerintah Desa Rahtawu dalam
menjalankan kebijakan?

d. Bagaimana keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana yang dilakukan
Pemerintah Desa Rahtawu?

e. Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana
terkait kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu?

f.  Apa komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu terhadap
tujuan kebijakan yang dijalankan?

g. Apakah kelompok luar mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam
implementasi  kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa

Rahtawu?

155



3.

Lingkungan Kebijakan

a. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
Desa Rahtawu?

b. Apa dukungan publik terhadap kebijakan yang dijalankan oleh
Pemerintah Desa Rahtawu?

c. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih untuk mempengaruhi kebijakan
yang ada di Desa Rahtawu?

d. Bagaimana tingkat komitmen dari aparat Pemerintah Desa Rahtawu dan
implementor kebijakan?

B. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Tahun 2021

1.

Bagaimana kebebasan dalam berpolitik yang dijalankan masyarakat Desa
Rahtawu?

. Bagaimana kesempatan sosial yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu

terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Bagaimana kesempatan ekonomi yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu
terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Bagaimana perlindungan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

Bagaimana jaminan keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu
1.

Bagaimana cara Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotifasi masyarakat

Desa Rahtawu?

. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam peningkatan

kesadaran pada pemberdayaan Desa Rahtawu?
Bagaimana usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam pemberdayaan masyarakat?
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4. Bagaimana cara memobilisasi sumber pendapatan dalan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu?
5. Bagaimana usaha pengembangan jaringan yang dilakukan Pemerintah Desa

Rahtawu dalam Pemberdayaan masyarakat?

D. Manajemen Sumber Daya Alam Desa Rahtawu
1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengembangkan peternakan dan
perikanan yang dijalankan oleh masyarakat Desa Rahtawu?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam mengembangkan perkebunan dan
pertanian yang dijalankan oleh masyarakat Desa Rahtawu?
3. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengelola potensi sumber daya alam

di Desa Rahtawu?
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LAMPIRAN 11

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Narasumber |
Bapak Rasmadi Didik Ariyadi (Kepala Desa Rahtawu)
Tanggal Wawancara : 12 April 2022

A. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu
1. Karakteristik Masalah
a. Bagaimana cara melihat tingkat kesulitan secara teknis dari permasalahan
yang ada di Desa Rahtawu?

Dari Pemerintah Desa Rahtawu dalam melihat kesulitan pada
permasalahan yang ada di Desa Rahtawu didasarkan pada pola kehidupan
masyarakat mas, dimana masyarakat sini tuh ya cenderung tradisional
jadi secara teknis ini menjadi masalah utama. Sektor pendidikan menjadi
masalah yang sudah kami selesaikan dengan baik mas, tapi untuk sektor
ekonomi ini masih dikembangkan dengan maksimal mas melalui
pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa rahtawu dan pada sektor
kesehatan masih perlu kami tingkatkan lagi dan kami buat puskesmas
pembantu agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan
dengan lebih maksimal mengingat jarak Desa Rahtawu yang cukup jauh
dengan pusat kota.

Untuk permasalahan yang paling utama di Desa Rahtawu itu ada tiga
yaitu wilayah, mobilitas (jarak) dan jalan. Masalah mengenai wilayah
dan mobilitas tidak bisa dirubah ya mas karena berkaitan dengan letak
Desa Rahtawu yang berada di barat laut Kabupaten Kudus dengan
wilayah yang berbukit-bukit, tetapi untuk masalah jalan kami sudah
mengajukan pelebaran jalan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan

sudah disurvey oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan harapan saya
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semoga segera direalisasikan agar nek ada kendaran papasan ki engga
wawasen terlalu minggir jurang.

b. Bagaimana cara menentukan tingkat kemajemukan dari masyarakat yang
dituju dalam program yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu?

Program yang kami jalankan mas sesuai dengan kebutuhan dari
kelompok masyarakat kami seperti kelompok tani, kelompok sadar
wisata dan PKK. Jadi ketika menjalankan program akan lebih mudah
karena langsung kami kelompokkan dibandingakan jika menjalankan
program secara individu.

c. Bagaimana cara menentukan proporsi kelompok dalam melaksanakan
program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Usaha yang kami lakukan dalam menentukan proporsi kelompok
dibuat agar lebih mudah dalam menjalankan program mas, seperti salah
satunya pada program pemaksimalan produksi kopi yang dijalankan oleh
kelompok tani yang menanam tanaman kopi.

d. Apa perubahan yang diharapkan setelah melaksanakan program ke
masyarakat Desa Rahtawu?

Berbagai program yang sudah kami laksanakan saya harap dapat
membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Desa Rahtawu
mas, jadi melalui usaha mengkombinasikan pola masyarakat yang
tradisional dengan modernisasi untuk memaksimalkan dalam
pengelolaan potensi di Desa Rahtawu.

2. Karakteristik Kebijakan
a. Apa saja isi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Kebijakan yang kami susun pada saat ini masih fokus pada
pembangunan ekonomi, jadi ngembangin potensi yang dimiliki oleh Desa
Rahtawu ada beberapa mas seperti peningkatan hasil pertanian,
perkebunan dan pengelolaan tempat wisata.

b. Bagaimana dukungan teoritis dari kebijakan yang dibuat Pemerintah
Desa Rahtawu?
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Dalam menjalankan kebijakan ada di Desa Rahtawu kami Pemerintah
Desa Rahtawu mengacu pada undang-undang desa no. 6 tahun 2014 mas,
dimana sudah dijelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang
untuk memanfaatkan potensi yang ada melalui kebijakan dimana tujuan
untuk mengatur dan kami jadikan sebagai acuan dalam memanfaatkan
potensi Desa Rahtawu mas.

. Bagaimana alokasi dana yang disusun Pemerintah Desa Rahtawu dalam
menjalankan kebijakan?

Setiap menjalankan kegiatan atau menjalankan sebuah kebijakan
sudah pasti membutuhkan dana mas, jadi kami Pemerintah Desa
Rahtawu  mengalokasikan dana melalui RPJMDes (rencana
pembangunan jangka menengah desa), nah untuk fokus pembangunan
ekonomi kami mengalokasikan anggaran sebanyak 28,3% dari total
keseluruhan anggaran yang ada.

. Bagaimana keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana yang dilakukan
Pemerintah Desa Rahtawu?

Kerjasama yang sudah kami lakukan dengan berbagai pihak mas,
salah satunya mas pada upaya pembangunan ekonomi sudah dilakukan
adalah kerjasama yang dengan Djarum Foundation dan YEKAN
(Yayasan Konservasi Alam Nusantara).

. Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana terkait
kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu?

Aturan yang kami buat dalam membangun Desa Rahtawu sudah
sangat jelas dan dirancang melalui RPJMDes (rencana pembangunan
jangka menengah desa) tahun 2020-2025, selanjutnya mas kebijakan
tersebut sudah kami jalankan ke masyarakat sesuai dengan tahun pada
RKP-Desa (rencana kerja pemerintah desa) yang sudah kami susun.

. Apa komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu terhadap
tujuan kebijakan yang dijalankan?

Komitmen kami mas harus memanfaatkan semua potensi yang ada di

Desa Rahtawu dengan maksimal mas, sehingga besar harapan saya dapat
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meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada berbagai macam sektor
seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

g. Apakah kelompok luar mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Kami mempersilakan kelompok luar untuk turut berkontribusi dalam
memaksimalkan potensi yang ada di Desa Rahtawu mas, aslinya udah
banyak yang ingin bergabung mas, tapi balik lagi kami butuh yang bisa
bekerjasama secara konsisten seperti Djarum Foundation dan YEKAN
(Yayasan Konservasi Alam Nusantara) sudah menjalankan beberapa
kegiatan seperti penanaman atau penghijauan pada wilayah lereng yang
mulai gundul. Tetapi kami membatasi kontribusi yang dilakukan tidak
ada unsur monopoli seperti prinsip pemilik modal yang harus
mendapatkan keuntungan, dengan kata lain kontribusi dari pihak luar
hanya membantu untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa
Rahtawu dan manfaatnya tetap dinikmati oleh masyarakat Desa Rahtawu
sendiri mas.

3. Lingkungan Kebijakan
a. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
Desa Rahtawu?

Dalam melihat kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi yang
ada di Desa Rahtawu kami lihat berdasarkan pada pola kehidupan sosial
masyarakat yang cenderung masih tradisional mas, pada sektor ekonomi
masyarakat kami masih di dominasi oleh pertanian dan perkebunan yang
dikarenakan oleh tanah untuk dimanfaatkan masih sangat luas, untuk
pemanfaatan teknologi didominasi oleh kalangan muda yang
memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan potensi yang ada di
Desa Rahtawu kepada khalayak umum.

b. Apa dukungan masyarakat Desa Rahtawu terhadap kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Masyarakat Desa Rahtawu sendiri memberikan dukungannya kepada

kami dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Rahtawu dengan

161



menyukseskan dan terlibat aktif dalam program-program yang sudah
kami buat mas.

c. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih untuk mempengaruhi kebijakan
yang ada di Desa Rahtawu?

Masyarakat Desa Rahtawu bersifat kooperatif terhadap kebijakan yang
kami jalankan mas, terlebih mas jika kebijakan tersebut dibuat untuk
membangun desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

d. Bagaimana tingkat komitmen dari aparat Pemerintah Desa Rahtawu dan
implementor kebijakan?

Komitmen kami mas dalam menjalankan kebijakan bertujuan untuk
memanfaatkan semua potensi yang ada di Desa Rahtawu dengan
maksimal. Selanjutnya mas dalam menentukan prioritas dan tujuan dari
kebijakan kami sesuaikan dengan urgensi dari masalah yang ada di
masyarakat dan secepatnya harus segera diselesaikan, kemudian kami
realisasikan sesuai dengan prioritas kebijakan yang sudah kami dipilih

sesuai dengan urutan kebijakan yang telah ditetapkan mas.

B. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Tahun 2021
1. Bagaimana kebebasan dalam berpolitik yang dijalankan masyarakat Desa
Rahtawu?

Masyarakat kami berikan ruang sebebas-bebasnya dalam membangun
dan mengembangkan ekonomi mereka mas, selanjutnya jika sudah punya
usaha sendiri kami sarankan untuk masuk kelompok sadar wisata yang
bertujuan agar kami lebih mudah pengawasan dan pendataan masyarakat
dalam mengembangkan usaha.

2. Bagaimana kesempatan sosial yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu
terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Seluruh masyarakat Desa Rahtawu mempunyai strata yang sama dimata
kami mas, jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga
segala bentuk aktifitas dalam bersosial pun semuanya mempunyai

kebebasan untuk turut serta dalam kegiatan yang kami adakan.
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3. Bagaimana kesempatan ekonomi yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu
terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan ekonomi yang sama
mas, kami mengakomodir dalam usaha pembangunan ekonomi melalui
BUMDes (badan usaha milik desa) dengan melihat berbagai sektor potensial
yang dimiliki Desa Rahtawu sehingga dapat kami dikembangkan lebih
lanjut seperti peternakan, perikanan dan wisata.

4. Bagaimana perlindungan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

Kami menjamin perlindungan keamanan bagi seluruh masyarakat dalam
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi mas,
melalui organisasi formal yang berada dibawah naungan kami mas seperti
kelompok tani, tim GIS (Geographic Information System) dan kelompok
sadar wisata.

5. Bagaimana jaminan keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

kami menjamin keterbukaan dalam menjalankan pembangunan ekonomi
di Desa Rahtawu, sehingga tidak ada yang kami sembunyikan mas. Seluruh
masyarakat Desa Rahtawu berhak terlibat dalam program yang kami buat
mas dan meskipun terkadang kami lakukan kulaifikasi untuk menyaring
masyarakat yang lebih berhak sesuai dengan standar yang semuanya sudah
diketahui oleh seluruh masyarakat kami mas.

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu
1. Bagaimana cara Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotifasi masyarakat
Desa Rahtawu?

Usaha yang kami lakukan dalam memotifasi masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat kami lakukan dengan cara sosialisasi langsung
mengenai potensi yang yang ada di Desa Rahtawu mas, meudian dapat
dikembangkan bersama dan lebih lanjut melalui kelompok tani, tim GIS

(Geographic Information System) dan kelompok sadar wisata.
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2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam peningkatan
kesadaran pada pemberdayaan Desa Rahtawu?

Dalam upaya peningkatan kesadaran pemberdayaan masyarakat Desa
Rahtawu kami lakukan melalui beragam pelatihan mas yang ditujukan
untuk meningkatkan soft skill seperti pelatihan mengolah hasil panen yang
diadakan oleh tim GIS (Geographic Information System).

3. Bagaimana usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam pemberdayaan masyarakat?

Upaya pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan dengan manajemen
yang lebih terstruktur mas, seperti masyarakat yang mengelola tempat
wisata secara mandiri kami sarankan untuk bergabung di kelompok sadar
wisata agar mempermudah dalam mengorganisir, mendata dan melakukan
pengawasan terhadap usaha yang dilakukan masyarakat kami.

4. Bagaimana cara memobilisasi sumber pendapatan dalan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu?

Jadi gini mas, untuk mobilisasi sumber pendapatan dalam pemberdayaan
masyarakat masih dijalankan secara mandiri oleh masyarakat kami, kami
sudah merancang konsep pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan
lokasi wisata wisata, sehingga masyarakat yang berkontribusi baik jasa, alat
dan modal uang dapat mendapatkan pendapatan tambahan.

5. Bagaimana usaha pengembangan jaringan yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam Pemberdayaan masyarakat?

Usaha dalam pengembangan jaringan sudah kami lakukan melalui
beberapa pihak mas, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten kudus pada
pengelolaan wisata, Djarum Foundation dan YEKAN (YYayasan Konservasi
Alam Nusantara) sudah menjalankan beberapa kegiatan seperti penanaman

atau penghijauan pada wilayah lereng yang mulai gundul.

164



Narasumber 11

Bapak Abdul Khalim (Ketua GIS: Geographic Information System)
Tanggal Wawancara : 12 April 2022

A. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu
1. Karakteristik Masalah
a. Bagaimana cara melihat tingkat kesulitan secara teknis dari permasalahan
yang ada di Desa Rahtawu?

Usaha yang kami lakukan dalam mengidentifikasi tingkat kesulitan
dari permasalahan yang ada di Desa Rahtawu kami dasarkan pada
kehidupan masyarakat mas, jadi kami tim GIS (Geographic Information
System) dalam melihat permasalahan yang ada di Desa Rahtawu lebih
terfokuskan pada pembangunan ekonomi, kami melihat dan
mengidentifikasi permasalahan apa saja permasalah yang menghambat
pembangunan ekonomi kemudian mencari cara untuk menyelesaikan
masalah tersebut.

b. Bagaimana cara menentukan tingkat kemajemukan dari masyarakat yang
dituju dalam program yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu?

Kami tim GIS (Geographic Information System) dalam menentukan
tingkat kemajemukan masyarakat yang kami tuju berdasarkan pada
organisasi masyarakat yang dibawahi oleh tim GIS (Geographic
Information System) ada beberapa kelompok mas seperti kelompok sadar
wisata, kelompok tani dan karang taruna dengan membuat program yang
disesuaikan masing-masing kelompok.

c. Bagaimana cara menentukan proporsi kelompok dalam melaksanakan
program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Cara yang kami gunakan dalam menentukan proporsi kelompok kami
lakukan dengan membuat beberapa program yang sekiranya dibutuhkan
masyarakat mas, dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan pada
organisasi masyarakat yang ada di Desa Rahtawu seperti halnya mas

pada kelompok sadar wisata melakukan usaha penyeragaman harga menu
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makanan dan kolam renang agar tidak ada ketimpangan harga antara satu
tempat dengan tempat lainnya.

d. Apa perubahan yang diharapkan setelah melaksanakan program ke
masyarakat Desa Rahtawu?

Perubahan yang kami harapkan dari adanya tim GIS (Geographic
Information System) sangat besar mas, kami harap dapat menjadi wadah
masyarakat dan organisasi masyarakat di Desa Rahtawu dalam
melakukan usaha pembangunan ekonomi melalui program yang sudah
kami rancang untuk memaksimalkan potensi wilayah Desa Rahtawu.

2. Karakteristik Kebijakan
a. Apa saja isi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Kegiatan yang dilakukan kami mengacu pada kebijakan yang telah
disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu mas, meskipun demikian kami
tim GIS (Geographic Information System) mempunyai peranan penting
untuk menyusun program apa saja perlu dilakukan untuk menunjang
pembangunan ekonomi Desa Rahtawu dan kemudia kami laporkan
kepada pihak Pemerintah Desa Rahtawu yang kemudian disahkan
menjadi RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa).

b. Bagaimana dukungan teoritis dari kebijakan yang dibuat Pemerintah
Desa Rahtawu?

Dalam menjalankan kebijakan kami mengacu pada kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah di Desa Rahtawu, kebijakan tersebut
dapat berupa hasil RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah
desa) dan Peraturan Desa.

c. Bagaimana alokasi dana yang disusun Pemerintah Desa Rahtawu dalam
menjalankan kebijakan?

Kami tim GIS (Geographic Information System) dalam
menjalankankan kegiatan mengacu pada anggaran Yyang telah
dialokasikan oleh Pemerintah Desa Rahtawu mas, yang telah
mengalokasikan anggaran dalam pembangunan ekonomi sebagai skala

prioritas pada RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa).
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d. Bagaimana keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana yang dilakukan
Pemerintah Desa Rahtawu?

Usaha yang yang kami lakukan melalui kerjasama dengan pihak
terkait melalui persetujuan Pemerintah Desa Rahtawu mas, diantaranya
kerjasama yang kami lakukan yakni dengan Djarum Foundation dan
YEKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) sudah dijalankan
beberapa kegiatan seperti penanaman atau penghijauan pada wilayah
lereng yang mulai gundul, penanaman tanaman peneduh Kkopi,
penanaman tanaman turus jalan berupa tanaman kencana dan tabebuya.

e. Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana terkait
kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu?

Dalam menjalankan aturan, kami tim GIS (Geographic Information
System) mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa
Rahtawu mas, yang telah ditetapkan pada RPJMDes (rencana
pembangunan jangka menengah desa) dan Peraturan Desa Rahtawu
dalam rangka pembangunan ekonomi Desa Rahtawu.

f. Apa komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu terhadap
tujuan kebijakan yang dijalankan?

Kami tim GIS (Geographic Information System) berkomitmen mas
untuk melakukan pembangunan ekonomi padaDesa Rahtawu melalui
pemanfaat potensi yang dimiliki seperti perkebunan, pertanian dan area
wisata.

g. Apakah kelompok luar mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Dalam menjalankan program kerja kami melakukan kolaborasi
dengan pihak luar dari Desa Rahtawu seperti Djarum Foundation dan
YEKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara). Untuk kerjasama yang
kami lakukan dengan Djarum Foundation tidak hanya melakukan
reboisasi hutan pada wilayah Desa Rahtawu yang semakin gundul tetapi
juga memberikan bantuan bibit tanaman kopi dan tanaman peneduh

untuk memaksimalkan hasil panen kopi di Desa Rahtawu.
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3.

Lingkungan Kebijakan

a. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
Desa Rahtawu? -

b. Apa dukungan masyarakat Desa Rahtawu terhadap kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

Melalui kami masyarakat Desa Rahtawu dapat berkontribusi dalam
usaha pembangunan ekonomi mas, dengan mengikuti program pelatihan
di sektor pertanian dan perkebunan mengkombinasikan pola yang lebih
modern dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal
salahsatunya seperti pelatihan hidroponik.

c. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih untuk mempengaruhi kebijakan
yang ada di Desa Rahtawu?

Masyarakat Desa Rahtawu sangat mendukung program yang kami
laksanakan mas, karean program kita buat berorientasikan pada
pembangunan ekonomi.

d. Bagaimana tingkat komitmen dari aparat Pemerintah Desa Rahtawu dan

implementor kebijakan?-

B. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Tahun 2021

1.

Bagaimana kebebasan dalam berpolitik yang dijalankan masyarakat Desa
Rahtawu?

Melalui kami masyarakat dipersilakan untuk memilih dan mengikuti
berbagai program yang telah dirancang mas, disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat Desa Rahtawu pada berbagai sektor seperti perkebunan,

pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.

. Bagaimana kesempatan sosial yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu

terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kesempatan untuk mengikuti
program yang sudah kami rancang seperti perkebunan, pertanian, kreasi
olahan makanan, kerajinan tangan dan pengelolaan wisata.

Bagaimana kesempatan ekonomi yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu

terhadap masyarakat Desa Rahtawu?
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Setiap Masyarakat Desa Rahtawu mempunyai kebebasan untuk
melakukan kegiatan usaha, kami melakukan pendampingan dalam pelatihan
dalam upaya pembangunan ekonomi yang ada di Desa Rahtawu mas,
sehingga masyarakat mempunyai wadah untuk bernaung dalam
menjalankan usahanya.

4. Bagaimana perlindungan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

Kami memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan
usaha pembangunan ekonomi di Desa Rahtawu dengan memberikan
pendampingan dan pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

5. Bagaimana jaminan keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

Kami menjamin keterbukaan dalam menjalankan organisasi dengan
melaksanakan berbagai program mas, langkah ini kami lakukan agar tidak
ada informasi yang disembunyikan dan antar anggota memperoleh
informasi dari usaha pembangunan ekonomi yang kami lakukan.

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu
1. Bagaimana cara Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotivasi masyarakat
Desa Rahtawu?

Motivasi yang kami lakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui
program sosialisasi terhadap potensi yang dimiliki Desa Rahtawu mas.

2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam peningkatan
kesadaran pada pemberdayaan Desa Rahtawu?

Usaha yang kami lakukan dalam peningkatan kesadaran pemberdayaan
masyarakat Desa Rahtawu melalui program peningkatan keahlian seperti
perkebunan, pertanian, kreasi olahan makanan, kerajinan tangan dan
pengelolaan wisata.

3. Bagaimana usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam pemberdayaan masyarakat? -
4. Bagaimana cara memobilisasi sumber pendapatan dalam pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu?
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Kami belum melakukan mobilisasi sumber pendapatan dalam
pemberdayaan masyarakat mas, tapi kedepannya kami akan menerapkan
peraturan mengenai kas retribusi untuk menunjang pelaksanaan program
yang dijalankan dalam perberdayaan masyarakat terkhusus untuk
masyarakat yang mengelola wisata.

. Bagaimana usaha pengembangan jaringan yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam Pemberdayaan masyarakat?

Pengembangan jaringan yang kami melalui kerjasama dengan pihak
terkait mas, diantaranya kerjasama yang kami lakukan adalah kerjasama
yang dengan Djarum Foundation dan YEKAN (YYayasan Konservasi Alam
Nusantara) sudah berjalan beberapa kegiatan seperti penanaman atau
penghijauan pada wilayah lereng yang mulai gundul, penanaman tanaman
peneduh kopi, penanaman tanaman turus jalan berupa tanaman kencana dan
tabebuya. Untuk kerjasama yang kami lakukan dengan Djarum Foundation
tidak hanya melakukan reboisasi hutan yang semakin gundul tetapi juga
memberikan bantuan bibit tanaman kopi dan tanaman peneduh untuk

memaksimalkan hasil panen kopi di Desa Rahtawu.
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Narasumber 111
Mas Randy Gita (Pemuda penggiat alam Desa Rahtawu)
Tanggal Wawancara : 13 April 2022

A. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu
1. Karakteristik Masalah

a.

Bagaimana cara melihat tingkat kesulitan secara teknis dari permasalahan

yang ada di Desa Rahtawu? -

. Bagaimana cara menentukan tingkat kemajemukan dari masyarakat yang

dituju dalam program yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu? -
Bagaimana cara menentukan proporsi kelompok dalam melaksanakan

program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu? -

. Apa perubahan yang diharapkan setelah melaksanakan program ke

masyarakat Desa Rahtawu? -

2. Karakteristik Kebijakan

a.
b.

Apa saja isi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu? -
Bagaimana dukungan teoritis dari kebijakan yang dibuat Pemerintah
Desa Rahtawu? -

Bagaimana alokasi dana yang disusun Pemerintah Desa Rahtawu dalam

menjalankan kebijakan? -

. Bagaimana keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana yang dilakukan

Pemerintah Desa Rahtawu? -

Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana terkait
kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu? -

Apa komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu terhadap

tujuan kebijakan yang dijalankan? -

. Apakah kelompok luar mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

3. Lingkungan Kebijakan
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a. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
Desa Rahtawu? -

b. Apa dukungan masyarakat Desa Rahtawu terhadap kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu? -

c. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih untuk mempengaruhi kebijakan
yang ada di Desa Rahtawu? -

d. Bagaimana tingkat komitmen dari aparat Pemerintah Desa Rahtawu dan

implementor kebijakan? -

B. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Tahun 2021

1.

Bagaimana kebebasan dalam berpolitik yang dijalankan masyarakat Desa

Rahtawu?-

. Bagaimana kesempatan sosial yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu

terhadap masyarakat Desa Rahtawu? -
Bagaimana kesempatan ekonomi yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu

terhadap masyarakat Desa Rahtawu? -

. Bagaimana perlindungan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Rahtawu? -
Bagaimana jaminan keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Rahtawu? -

. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu
1.

Bagaimana cara Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotivasi masyarakat
Desa Rahtawu?

Menurutku ya mas usaha yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu
untuk tujuan memotivasi terkhusus buat kalangan muda masih sangat
kurang, ya memang sudah dibuat beberapa program tapi follow up setelah

pelaksanaan itu masih belum berjalan loh.

. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam peningkatan

kesadaran pada pemberdayaan Desa Rahtawu?
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Walah ini yang jadi masalah utama di Desa Rahtawu, pemudanya tuh
kurang sadar dengan potensi yang ada didesanya, padahal ya mas potensi
yang dimiliki tuh banyak banget jadi ngga perlu jauh-jauh kerja diluar, ya
cukup maksimalin potensi yang ada di Desa Rahtawu dijamin dah bisa
hidup ayem pokoe. Balik lagi Pemerintah Desa udah buat program yang
bagus tapi kalo masyarakatnya ngga sadar ya percuma soale pola pikirnya
masih belum bisa satu jalur.

. Bagaimana usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam pemberdayaan masyarakat?

Kalo usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu
juga balik lagi mas dengan kesadaran pemudanya, susah to ya kalo udah
memanajemen pemudanya tapi dari diri sendiri engga ada kesadaran. Yang
saya terapkan pada diri saya kayak gini mas, ini semua yang ada di Desa
Rahtawu kan peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dirawat dengan
baik, nah mulai dari situ manajemen diri pada diri saya mulai tertata dengan
baik dan saya coba ajak kalangan muda untuk ikut saya untu merawat dan
menjaga apa yang ada di desa.

. Bagaimana cara memobilisasi sumber pendapatan dalam pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu?

Sejauh ini sih Pemerintah Desa Rahtawu belum menjalankan usaha
dalam mengatur sumber pendapatan masyarakatnya ya mas, seperti masalah
wisata nih ya mas kalo hari libur macet puarah sepanjang jalan desa ini
sampe bawah, istilahnya yang punya tempat wisata enak ya dapat untung
Iha kita yang masyarakat biasa ya cuman kena imbasnya doang dan ganggu
aktifitas kita.

. Bagaimana usaha pengembangan jaringan yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam Pemberdayaan masyarakat?

Usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam pengembangan
jaringan tuh aslinya udah bagus mas, tapi kalo jaringan dari pemerintahan
tuh terkesan engga rumat gitu loh kayak kalo udah ngasih bantuan yaudah

abis itu engga ada tindak lanjutnya beda engga kayak kerjasama yang
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dilakuin dengan pihak swasta yang rumate puol ketika memberikan bantuan
contohe ngasih bantuan bibit tanaman dipantau perkembanganya tuh setiap

bulan dan terdata dengan rapi mas wes pokoe beda banget lah ya.
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Narasumber IV
Mas Agung Priyanto (Pengelola objek wisata kolam renang)

Tanggal Wawancara : 13 April 2022

A. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu
1. Karakteristik Masalah

a.

Bagaimana cara melihat tingkat kesulitan secara teknis dari permasalahan

yang ada di Desa Rahtawu? -

. Bagaimana cara menentukan tingkat kemajemukan dari masyarakat yang

dituju dalam program yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu? -
Bagaimana cara menentukan proporsi kelompok dalam melaksanakan

program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu? -

. Apa perubahan yang diharapkan setelah melaksanakan program ke

masyarakat Desa Rahtawu? -

2. Karakteristik Kebijakan

a.
b.

Apa saja isi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa Rahtawu? -
Bagaimana dukungan teoritis dari kebijakan yang dibuat Pemerintah
Desa Rahtawu? -

Bagaimana alokasi dana yang disusun Pemerintah Desa Rahtawu dalam

menjalankan kebijakan? -

. Bagaimana keterkaitan dan dukungan institusi pelaksana yang dilakukan

Pemerintah Desa Rahtawu? -

Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana terkait
kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Rahtawu? -

Apa komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu terhadap

tujuan kebijakan yang dijalankan? -

. Apakah kelompok luar mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu?

3. Lingkungan Kebijakan
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a. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
Desa Rahtawu? -

b. Apa dukungan masyarakat Desa Rahtawu terhadap kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Rahtawu? -

c. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih untuk mempengaruhi kebijakan
yang ada di Desa Rahtawu? -

d. Bagaimana tingkat komitmen dari aparat Pemerintah Desa Rahtawu dan

implementor kebijakan? -

B. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Tahun 2021

1.

Bagaimana kebebasan dalam berpolitik yang dijalankan masyarakat Desa
Rahtawu?

Masyarakat Desa Rahtawu diberikan kebebasan dalam mengembangkan
minat dan bakatnya melalui program-program yang disediakan oleh karang

taruna dan tim GIS (Geographic Information System).

. Bagaimana kesempatan sosial yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu

terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Kesempatan sosial yang diberikan kepada kalangan muda tidak dibatasai
menurut strata sosial seperti tingkat pendidikan, tetapi pemuda Desa
Rahtawu diberikan ruang seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas hidup
melalui program yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Rahtawu.
Bagaimana kesempatan ekonomi yang diberikan Pemerintah Desa Rahtawu
terhadap masyarakat Desa Rahtawu?

Pemerintah Desa Rahtawu memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi Desa Rahtawu melalui
kontribusi tenaga dan pikiran, selain itu pemerintah Desa Rahtawu juga
memfasilitasi masyarakatnya yang membutuhkan bantuan kredit usaha

dalam membangun dan meningkatkan usahanya.

. Bagaimana perlindungan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Rahtawu?
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Saya rasa Pemerintah Desa Rahtawu sudah memberikan perlindungan
keamanan yang maksimal, seperti halnya saya sebagai pengusaha yang
bergelut di bidang pariwisata jelas membutuhkan perlindungan dari pihak
desa, ya seperti biasalah mas terkadang kan ada pihak yang tidak suka
dengan usaha yang saya buat. Bersyukurnya mas ada pokdarwis (kelompok
sadar wisata) dan baru-baru ini juga sudah dibentuk BUMDes (badan usaha
milik desa) yang menjadi wadah bagi kami pengelola wisata dengan
melakukan pembinaan dan membuat peraturan untuk menyamaratakan
harga makanan serta tiket wisata sehingga tidak ada ketimpangan antar
pelaku wisata.

Bagaimana jaminan keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Rahtawu?

Sejauh ini sih yang saya rasakan dari berjalannya Pemerintah Desa
Rahtawu sih sudah sangat terbuka, mereka juga menerima saran kami
dengan baik dan ketika ada kebijakan baru yang belum kami ketahui mereka
melakukan sosialisasi secara pelan-pelan yang disampaikan ketika kami

nongkrong santai di warung gitu mas.

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahtawu

1.

Bagaimana cara Pemerintah Desa Rahtawu dalam memotivasi masyarakat

Desa Rahtawu? -

. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu dalam peningkatan

kesadaran pada pemberdayaan Desa Rahtawu? -

Bagaimana usaha manajemen diri yang dilakukan Pemerintah Desa
Rahtawu dalam pemberdayaan masyarakat? -

Bagaimana cara memobilisasi sumber pendapatan dalam pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Rahtawu? -

Bagaimana usaha pengembangan jaringan yang dilakukan Pemerintah Desa

Rahtawu dalam Pemberdayaan masyarakat? -
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LAMPIRAN 111

FOTO KEGIATAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rasmadi Didik Ariyadi (Kepala Desa Rahtawu)
Pada tanggal : 12 April 2022

Wawancara dengan Bapak Abdul Khalim
(Ketua GIS: Geographic Information System)
Pada tanggal : 12 April 2022
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Wawancara dengan Mas Randy Gita (Pemuda penggiat alam Desa Rahtawu)
Pada tanggal : 13 April 2022

Wawancara dengan Mas Agung Priyanto (Pengelola objek wisata kolam renang)

Pada Tanggal : 13 April 2022
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LAMPIRAN IV
SURAT PENGANTAR PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

= FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
“lﬂ JI JalanProf. Dr. Hamka Km.2 Kampus Il Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
WALISONGO Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id
Nomor 1 555/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2022 Semarang, 11 Maret 2022
Lamp D -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Yth.
Bapak Rasmadi Didik Aryadi
di tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Penulisan
Skripsi Mahasiswa Fakultas I[lmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo,
maka kami mohon perkenan Bapak pimpinan untuk memberikan ijin kepada
mahasiswa di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul
"Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Desa Rahtawu Kabupaten

Kudus Tahun 2021" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Dhurun Nafis

NIM : 1806016085

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : IImu Politik

Tempat/ Tgl lahir : Kudus, 11 November 1999

CP/e-mail : nafismuhsin78@gmail.com

Nama Ayah/ Ibu : Kastamin/Farikhatul Indasah

Pekerjaan : Petani/Guru Swasta

Alamat : Garung Kidul Rt 03/Rw 01, Kaliwungu, Kudus

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo
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LAMPIRAN V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1.

7.
8.

o a H» w0

Nama

NIM

Tempat / Tanggal lahir
Jenis Kelamin

Agama

Alamat

No. HP

Email

B. PENDIDIKAN

1.

Pendidikan Formal

: Dhurun Nafis

: 1806016085

: Kudus, 11 November 1999

: Laki-Laki

: Islam

: Desa Garung Kidul Rt 03/Rw 01,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus

: 089655371183

: dhurunnafis4@gmail.com

a. MI NU Miftahut Thullab 2010

b. MI Qudsiyyah 2011
c. MTS Qudsiyyah 2014
d. MA Qudsiyyah 2017

2. Pendidikan non-formal
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a. Sekolah Konselor Jawa Tengah tahun 2016

b. Pramuka Garuda kabupaten Kudus tahun 2016

c. Sekolah Parlemen Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah 2018
d. Pondok Pesantren Al-Masthuriyyah Ngaliyan Semarang 2019

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Pramuka Penggalang MI NU Miftahut Thullab Tahun 2008-2009

2. Giat Operasional Ambalan KHR. Asnawi Tahun 2015

3. Anggota saka Bhakti Husada Tahun 2015-2017

4. Pramuka Garuda Kabupaten Kudus 2016

5. Anggota PMII Rayon Fisip UIN Walisongo Semarang Tahun 2018-2019

6. Anggota Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia (Himapol) Jateng-DIY
Tahun 2019

7. Staf Devisi Kajian dan Aksi Strategis (Kastrad) Himpunan Mahasiswa
Jurusan llmu Politik Tahun 2019

8. Staf Devisi Keagamaan Pengurus Pusat Bidikmisi UIN Walisongo
Semarang Tahun 2019

9. Staf Devisi Kewirausahaan Pengurus Daerah Cabang Bidikmisi Semarang
Raya Tahun 2019

10. Koordinator Devisi Pendidikan UKM F-Entre FISIP Tahun 2020

11. Koordinator Putra Devisi Jurnalistik Racana Walisongo UIN Walisongo
Semarang Tahun 2020

12. Staf Devisi Pengembangan Sumber Daya Organisasi (PSDO) Pengurus
Pusat Bidikmisi UIN Walisongo Semarang

D. BEASISWA
1. President University Scholarship 2017

2.

Bidikmisi UIN Walisongo Semarang 2018

E. PENGALAMAN KERJA
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1. Pembina Pramuka Penggalang MI NU Miftahut Thullab Kudus Tahun
2014-2018

2. Pembina Pramuka Siaga Ml NU Banat Kudus Tahun 2017-2018

3. Pembina Pramuka Siaga dan Penggalang SD Pancasila Ngaliyan Semarang
Tahun 2019

4. Staf Kresna Education Kudus Tahun 2017

5. Pramuniaga Toko Al-Zaitun Tahun 2017

6. Cook Helper Restoran Ichi Rou Yakiniku dan Shabu-Shabu Kudus Tahun
2019

7. Cook Helper Restoran Lavamong Coffe and Resto Kudus Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juni 2022

Saya yang bersangkutan

Dhurun Nafis

1806016085
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